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ABSTRAK

Nama > Ibrahim Sumantri
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul . Factoring Dalam Pembelian Properti Dengan Sistem Pre Project

Sdling (Studi Terhadap Tanggungjawab Debitur dan Klien
Dalam Hal Terjadi Piutang yang Tidak Dapat Ditagih).

Tesis ini membahas mengenal anjak piutang (factoring) sebagai salah satu bentuk
bantuan (back up) permodalan bagi developer yang mengadakan pemasaran
produk properti dengan sistem pre project selling. Adapun piutang yang dijual-
belikan dan/atau dialihkan kepada perusahaan anjak piutang (factor) adalah
piutang dagang milik developer yang ditimbulkan dari pembayaran bertahap oleh
para konsumennya. Terhadap transaksi anjak piutang ini terdapat potens tidak
terbayarnya piutang dagang kepada factor. Hal ini dapat disebabkan antara lain,
pertama, konsumen tidak mau membayar kewagjibannya dikarenakan adanya
kelalaian atau kesalahan dari developer bahkan dapat mengakibatkan hubungan
hukum antara developer dan konsumen menjadi berakhir, kedua, konsumen tidak
sanggup untuk memenuhi kewagjibannya dikarenakan kemampuannya yang
menurun. Dalam perjanjian factoring, mengenal penanggungan resiko terdapat
dua jenis pembagian yang dikena dengan istilah with recourse dan without
recourse. Perjanjian factoring with recourse penanggungan resiko tidak
terbayarnya piutang dagang dikembalikan kepada klien dalam hal ini developer,
namun dalam perjanjian factoring without recourse resiko tidak terbayarnya
piutang dagang menjadi tanggungjawab factor. Untuk perlindungan hak tagih
factor agar factor tidak dianggap lalai, maka perjanjian factoring dalam pembelian
properti dengan sistem Pre Project Selling menggunakan cara with recourse.

KataKunci :
Anjak Piutang (factoring), Properti, Pemasaran Sebelum Project (Pre Project
SHlling)
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ABSTRACT

Name . Ibrahim Sumantri

Study Program : Master Degree of Notarial Affairs, Faculty of Law University
of Indonesia

Title . Factoring in Property Purchasing using Pre-Project Selling

System. (A Study on Client and Dobtor’s Responsibilities on
Unpaid Account Payables Within Property Purchasing)

This thesis discuses factoring issue as one of the investment backup for
developers who market property products using pre-project selling. Account
payables traded and/or transferred to factor company is commercial account
payables belonging to developer payable on instalment by it’s consumers. Within
factor transaction, there are however, possibilities of unpayable commercial
account payables to words factors. This may be caused by several factors,
including the reluctance of consumers tp pay due to developers mistake or
negligence. In some case this may even lead to termination of legal relationship
between the developer and it's consumers. Another factor causing unpayable of
commercial account payables is the consumer’s inability to fulfil their obligation
to pay due to their decreasing financial capability. In factoring agreement there are
two types of riskliability with regards to factoring agreement, with recourse and
without recourse. In with recourse system, account payables are referred to client,
which in this case is developer. However, in without recourse system, account
payables are referred to it and the responsibility of factor. To protect factor rights
as to not be perceived negligent, factoring agreement on property purchase with
pre-project selling is recommended to use with recourse system.

Keywords :
Factoring, Property, Pre-Project Selling
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BAB |
FACTORING DALAM PEMBELIAN PROPERTI DENGAN
SISTEM PRE PROJECT SELLING
(Studi Terhadap Tanggungjawab Debitor dan Klien
Dalam Hal Terjadi Piutang Yang Tidak Dapat Ditagih)

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang meningkat setelah periode krisis, diserta
kondis politik dan keamanan yang semakin membak merupakan kondisi yang
kondusif bagi perkembangan industri properti di Indonesia. Dengan memperhatikan
kebijakan pemerintah, pengembang (developer) memiliki berbagai alternatif untuk
menyediakan produk yang cocok untuk menarik investasi. Prospek properti di
Indonesia khususnya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menjadi lebih baik
dibandingkan sgjumlah negara tetangga yang mengalami minus pertumbuhan
ekonomi.

Pemerintah melalui kebijakannya telah memberikan kesempatan bagi para
pengembang (developer) agar dapat berperan serta melakukan pembangunan antara
lain dengan mengembangkan produk rumah susun murah (bersubsidi)* atau
memberikan tanah diatas hak pengelolaan milik instansi pemerintah untuk
dikerjasamakan dengan pihak developer dalam bentuk kerjasama pembangunan dan
pemasaran. Dengan demikian developer telah diberikan kesempatan untuk melakukan
kegiatan bisnis properti dengan likuiditas modal yang lebih kecil dibandingkan
apabila developer tersebut membeli tanah sendiri dan/atau melakukan pembangunan
tanpa adanya subsidi khususnya dibidang perpajakan.

Disamping investasi properti dengan menggunakan fasilitas yang ditetapkan
oleh pemerintah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, banyak juga
produk dari industri properti di Indonesia yang memiliki standar internasional untuk

'Agung, Yanuar dan Ibnu Purna "Kebijakan Rumah Susun Untuk Rakyat”
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content& task=view& id=3142& [temid=29. Diunduh
7 Desember 2010.
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dipasarkan kepada masyarakat umum dengan harga yang relatif tinggi. Produk

tersebut antara lain berupa mall, perkantoran, apartemen, hotel, lapangan golf dan

sebagainya.

Konsep pemasaran properti oleh developer yang ada saat ini pada umumnya
dilakukan dalam industri properti di Indonesia adalah menggunakan cara pengenalan
produk atau memasarkan terlebih dahulu sebelum produk yang dipasarkan tersebut
terbangun (pre project selling).” Pengenalan produk dilakukan dalam bentuk kertas,
brosur-brosur atau dalam bentuk maket. Sistem pre project selling ini mempunyai
nilai positif dan negatif baik bagi developer maupun terhadap konsumen atau calon
konsumennya. Adapun nilai positif (keuntungan) bagi developer dengan
menggunakan sistem pre project selling adalah :

1. Developer dapat mengetahui apakah ketertarikan atau minat dari masyarakat
terhadap produk peroperti yang akan dipasarkan tersebut memperoleh respon
yang baik atau tidak dari calon konsumen;

2. Developer dapat memperoleh danaterlebih dahulu dari konsumen atas uang tanda
jadi (booking fee), yang selanjutnya diikuti dengan pembayaran uang muka (down
payment) dan angsuran pelunasan, yang pada umumnya apabila konsumen
tersebut membatalkan pemesanan maka developer tidak wajib untuk
mengembalikan 100 % (seratus persen) dari uang yang telah diterimanya. Disis
lain uang yang telah diterima oleh developer tersebut dapat dijadikan sebagai
tambahan modal untuk membiayai pembangunan produk yang di pasarkan kepada
masyarakat.

Sementara dampak negatif (kerugian) bagi developer dengan menggunakan
sistem pre poject selling adalah :

1. Harga ditetapkan merupakan harga pada tahun pemasaran dilakukan, dengan
demikian harga telah mengikat, sementara pembangunan baru akan dimulai pada
tahun pemasaran dilakukan selanjutnya terdapat resiko atas kenaikan material dan

menjadi beban developer sepenuhnya, dengan demikian developer mempunyai

2 Gantiah Wurdayani. Et a. Perilaku Pembiayaan dalam Industri Peroperti, (Penditian,
Bank Indonesia, Desember 2005), him.37.
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potensi rugi yang besar atau keuntungan yang diharapkan dari bisnisnya menjadi
lebih kecil;

2. Bilamana perizinan yang diperoleh tidak sesuai dengan rencana produk yang
dipasarkan, baik dari segi waktu maupun peruntukan atau desain dari bangunan
yang dipasarkan. Dengan demikian developer mempunyai potensi mendapatkan
gugatan atau tuntutan dari konsumennya.

Selanjutnya dampak positif (keuntungan) bagi konsumen dengan
digunakannyasistem pre project selling adalah :

1. Konsumen mendapatkan harga lebih murah dibandingkan apabila produk yang
dibeli sedang dalam masa pembangunan atau sudah selesai pembangunannya;

2. Konsumen dapat melakukan pembayaran secara angsuran, umumnya dengan pola
tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali atau bahkan sampai 60 (enam puluh) kali;

3. Konsumen memperoleh kesempatan untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh
developer pada lokas tersebut. Pada umumnya untuk produk yang bagus minat
calon konsumen untuk membeli sangat besar, sehingga apabila menunggu
bangunan selesal dikhawatirkan produk yang dipasarkan sudah tidak tersedia.

Sementara dampak negatif (kerugian) bagi konsumen dengan digunakannya
sistem pre project selling adalah :

1. Produk yang diperoleh kemungkinan besar tidak |ebih baik dibandingkan dengan
gambar produk dalam brosur atau pada maket;

2. Penyerahan produk yang dipesan tidak tepat waktu atau bahkan tidak jadi sama
sekali.

Dengan memperhatikan dampak postitif dan negatif dalam sistem pre project
selling, diharapkan bagi para developer untuk lebih dapat memperhitungkan dan
mengatur resiko usaha di bidang industri properti ini dan selanjutnya agar terdapat
pedoman atau pengawasan dari pemerintah agar industri properti di Indonesia dapat
berjalan dengan baik.

Usaha di bidang properti, sama seperti halnya dengan usaha di semua bidang
ekonomi lainnya, perlu mengelola setiap risiko yang dihadapi agar hubungan yang
seimbang antara rentabilitas (rate of return) dan likuiditas usahanya tidak terganggu
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oleh peristiwa-peristiwa, baik ekonomi maupun non-ekonomi, yang terjadi di luar
usahanya® Semakin berhasil developer untuk meminimalisir resiko maka akan
semakin tertarik investor menanamkan modalnya.

Permodalan dalam industri properti dapat diupayakan baik oleh developer
berdasarkan moda sendiri, fasilitas pinjaman atau kredit dari pihak Bank atau
lembaga keuangan, pembiayaan oleh bank atau |lembaga keuangan maupun berasal
dari pembayaran oleh konsumen tersebut.

Permodalan yang diupayakan oleh developer pada umumnya sangat terbatas,
developer menyediakan modal sebagar modal awa untuk menjalankan usahanya,
selanjutnya untuk mempercepat kegiatan usahanya developer mencari sumber
pendanaan lain. Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman dari bank merupakan salah
satu alternatif bagi developer dalam mencari sumber pendanaan (back up financial).
Untuk saat ini bank lebih tertarik untuk menawarkan produk bank kepada konsumen
dari developer, berupa pemberian fasilitas kredit kepemilikan properti“. Atas produk
bank tersebut maka hubungan hukum dari pemberian fasilitas kredit atau pinjaman
tersebut adalah antara Bank sebagal Kreditor dengan Konsumen sebagai Debitor,
sekalipun pencairan dari kredit tersebut langsung diberikan oleh bank kepada
developer. Developer dapat sgja telah memiliki kerjasama dengan bank untuk
memberikan fasilitas kredit kepada konsumennya. Upaya tersebut baik bagi
developer karena dengan demikian developer tidak tercatat sebagal debitor bank akan
tetapi tetap memperoleh back-up finansial berdasarkan pencairan fasilitas kredit dari
bank kepada konsumennya. Namun, atas fasilitas kredit kepemilikan oleh konsumen,
developer tidak dapat memperoleh back up financial yang dapat disesuaikan dengan
kebutuhan developer untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Ha ini
dikarenakan bagi konsumen merupakan pilihan apakah melakukan pembelian dengan
cara angsuran sampai dengan sekian kali pembayaran kepada developer secara

langsung atau mengagjukan permohonan kredit kepemilikan kepada bank untuk

3K ementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Bappenas. REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST (REIT), Suatu Tinjauan Buku (Book Review), (Jakarta: Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2008), him. 2.

* Wuryandani, op.cit., hlm. 12-13.
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memperpanjang jangka waktu kreditnya. Hal lain juga berkaitan dengan persetujuan
pemberian kredit dari bank kepada konsumen tersebut dimana tidak mudah konsumen
memperoleh fasilitas kredit kepemilikan tersebut dikarenakan bank sebagai lembaga
keuangan memiliki persyaratan dan prinsip-prinsip perbankan dalam memberikan
fasilitas kredit.

Untuk mengoptimalkan pendanaan atau back up financial, berkaitan dengan
penjudan dengan sistem pre project selling dan pembayaran bertahap oleh
konsumen, maka alternatif lain dalam pengumpulan dana atau modal bagi devel oper
adalah dengan cara menjua atau mengalihkan piutang dagang melalui lembaga
keuangan bank atau non bank dengan cara diskonto atas nilai piutang dagang
tersebut. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui fasilitas pembiayaan oleh lembaga
keuangan bank atau non bank yang melaksanakan kegiatan pembiayaan anjak piutang
(factoring). Pembiayaan berdasarkan factoring ini tidak memperhatikan kepada
kemampuan debitor, akan tetapi lebih menekankan kepada adanya hak tagih atas
piutang dagang”.

Dalam factoring, hak tagih atas piutang dagang milik developer dari
konsumennya dianjak atau dialihkan atau dibeli atau diurus atau ditagih oleh
perusahaan yang melaksanakan usaha pembiayaan anjak piutang (factor) sebagai
kompensasi dari pembiayaan yang diberikan oleh factor kepada developer tersebut.
Mengenai fasilitas pembiayaan anjak piutang ini sangat membantu kelancaran back
up financial bagi developer dalam industri properti di Indonesia yang melaksanakan
pre project selling dikarenakan developer tersebut dapat mengopti malkan pendapatan
di awal dari hasil penjualannya. Meskipun demikian resiko atas tidak terbayarnya
suatu piutang dagang oleh konsumen tetap ada.

Apabila memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, mengenai ketentuan pembiayaan anjak piutang (factoring) ini tidak
ditemukan suatu ketentuan yang secara tegas mengaturnya, baik mengenai prosedur,

tatacara dan perlindungan hukum bagi perusahaan factoring itu sendiri. Sejauh ini

® Hak Tagih atas piutang dalam dunia ekonomi dikena sebagai piutang dagang (account
receivable), Rinus Pantouw, Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang, cet. 1, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), him. 1.
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ketentuan mengenai anjak piutang (factoring) hanya terdapat dalam Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan
Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
172/KMK.06/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dan
peraturan lainnya dibidang pajak atas perusahaan pembiayaan.

Mengenal materi atau isi dari peraturan-peraturan tersebut umumnya berkaitan
dengan pembentukan dari perusahaan yang melaksanakan kegiatan factoring,
administrasinya dan kaitannya dengan perpgakan. Sementara hubungan antara
pemilik piutang awa dalam penulisan ini yang dimaksud adalah developer (klien),
konsumen dari developer (debitor) dengan perusahaan factoring itu sendiri tidak ada
pengaturannya, jadi apakah mengenai factoring ini cukup diatur dalam perjanjian
berdasarkan kepada asas kebebasan membuat perjanjian® atau berlaku hukum jual
beli suatu barang. Mengenai facoring bilamana ternyata pembayaran piutangnya tidak
dapat dipenuhi oleh konsumen tepat pada waktunya lalu bagaimana? Siapa yang
berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut, mengingat telah terjadi jual beli
piutang dan/atau pengalihan piutang?

Bagaimana perlindungan dari perusahaan factoring bilamana hak tagih atas
piutang dagang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan konsumen tidak mau bayar
hutang tersebut dengan aasan developer tidak menepati janji dan/atau pembelian
dibatalkan, sementara pembiayaan telah diberikan oleh perusahaan factoring kepada
developer? Apakah perlu diletakan jaminan lain kepada developer tersebut untuk
menjamin pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anjak piutang

(factoring)?

®Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa sgja asalkan tidak tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI, (Jakarta: PT. Intermasa,
1996), him.13.
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Dengan mempertimbangkan resiko yang dimiliki oleh developer dalam
melaksanakan industri properti, sekurang-kurangnya berkaitan dengan terlambatnya
perolehan izin, back up finansial, pelaksanaan dari surat pemesanan dan/atau
perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), keluhan konsumen terhadap ketidaksesuaian
gambar promosi dengan fakta penyelesaian produk dilapangan, dan cara pembayaran
pembelian produk oleh konsumen kepada developer yang umumnya bertahap, tidak
tertutup kemungkinan bahwa apabila terdapat pembiayaan anjak piutang (factoring)
maka piutang dagang developer terhadap konsumen yang telah dialihkan atau dibeli
oleh perusahaan factoring menjadi tidak mudah untuk ditagihkan atau bahkan piutang
tersebut menjadi tidak ada lagi karena perikatan awal antara konsumen dengan
developer tersebut dibatalkan. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap
perusahaan factoring tersebut?

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas maka dalam penelitian
ini penulis memilih judul FACTORING DALAM PEMBELIAN PROPERTI
DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING (Studi Terhadap
Tanggungjawab Debitor dan Klien Dalam Hal Terjadi Piutang Yang Tidak
Dapat Ditagih).

1.2 Pokok Permasalahan
Adapun mengengenai latar belakang yang telah diutarakan sebelumnya, maka
akan diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang (factor) atas
tidak terbayarnya piutang dagang dari konsumen yang membeli produk properti
pada saat pre project selling, seandainya tidak diatur mengenai resiko dari tidak
terbayarnya tagihan atau piutang, siagpa yang menanggung kerugian tersebut,
apakah debitor dalam ha ini konsumen atau developer (klien) dari perusahaan
anjak piutang (factor)?
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2. Apakah upaya yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan anjak piutang (factor)
untuk dapat menjamin kembali pembiayaan yang telah diberikan, dapatkah factor

menuntut klien?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan
untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan konsisten.
Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruks terhadap data
yang telah dikumpulkan dan diolah’.

Penulisan pendlitian ini menggunakan metode penditian hukum normatif,
yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin Hukum sebagai ilmu.
Daam hal ini, penelitian kepustakaan lebih diutamakan. Metode penelitian normatif
digunakan karena akan dilakukan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan
yang tertulis yang mengatur tentang anjak piutang (factoring), perikatan yang
mendasari factoring dan perlindungan hukum bagi perusahaan anjak piutang (factor)
dalam hal tidak tertagihnya suatu piutang yang telah di perolehnya.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris karena
penelitian ini memberikan penjelasan |ebih mendalam dalam menjawab permasal ahan
yang dikemukakan. Ditinjau dari sudut tujuannya, penelitian ini termasuk pendlitian
problem identification, dalam penelitian ini permasalahan dalam pembiayaan anjak
piutang (factoring), diklasifikasikan sehingga memudahkan proses analisa dan
pemgambilan kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena
data pada penelitian ini diperoleh dari kepustakaan®. Alat pengumpulan data dalam

" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. 8, (Jakarta: PT. Rgja
Grafindo Persada, 2006), him. 1.

8 Sri Mamudii. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta : Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 4.
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pendlitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yang digunakan oleh penulis

dalam penulisan bersumber antaralain :

1. Sumber Primer
Dalam penulisan ini, sumber primer yang digunakan adalah peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Perikatan dan Perusahaan Anjak Piutang
(factoring).

2. Sumber Sekunder
Sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku, serta artikel yang berasal
dari berbagal sumber.

3. Sumber Tersier
Bahan Hukum tersier yang digunakan disini adalah Kamus Hukum Ekonomi dan
Kamus Istilah di Bidang Keuangan.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini kemudian dianaisis dengan
menggunakan metode anlisis kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran
secara deskriptif analitis, agar diperoleh suatu pengertian dan pemahaman terhadap
permasalahan yang diteliti.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini, penulis membagi atas 3 (tiga) bab yang
terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian, pokok permasalahan yang menjadi masalah penelitian
ini, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika dari penulisan tesis.

BAB I : BISNIS PROPERTI, PERMODALAN DAN FACTORING
SEBAGAI PEMBIAYAAN PROPERTI DALAM PEMASARAN DENGAN
SISTEM PRE POJECT SELLING

Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, pada sub bab pertama diuraikan

tinjauan umum mengenai properti di Indonesia Pada sub bab kedua diuraikan
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mengenal Properti sebagai suatu Bisnis. Pada sub bab ketiga diuraikan Perkembangan
Properti di Indonesia. Pada sub bab yang ke empat diuraikan mengenai Produk
Properti di Indonesia. Pada sub bab kelima diuraikan Pembiayaan dalam
Pembangunan Properti. Pada sub bab yang ke enam diuraikan mengenai Analisa
Hukum terhadap Factoring sebagai Pembiayaan Properti Dalam Pemasaran dengan
Sistem Pre Poject Selling.

BAB Il : PENUTUP

Pada bab ini, diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan
tesis ini dan diakhiri dengan simpulan dan saran penulis berkaitan dengan

permasalahan yang dibatasi dalam tesis.
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BAB 11
BISNISPROPERTI, PERMODALAN DAN FACTORING
SEBAGAI PEMBIAYAAN PROPERTI DALAM PEMASARAN
DENGAN SISTEM PRE POJECT SELLING

2.1 Tinjauan Umum M engenai Properti di Indonesia

Sektor properti merupakan salah satu indikator bangkitnya kondisi makro
ekonomi suatu negara. Pembangunan properti yang naik cukup pesat menandakan
mula adanya perbaikan ekonomi yang signifikan ke arah masa depan yang lebih
baik. Hal ini karena sektor properti telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat
Indonesia Tingginya permintaan tentu saja akan berimplikas pada pertumbuhan
industri properti. Terbukanya peluang bisnis properti secara otomatis memberi
peluang bagi bisnis-bisnis pendukung seperti Notaris dan PPAT, konsultan, pialang,
agen-agen properti dan industri yang menopang bisnis properti seperti industri semen,
cat, besi, kayu, dan sebagainya. Sehingga bergairahnya bisnis properti akan mampu
menci ptakan kesempatan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada bulai Mei 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa.’
Dengan jumlah penduduk sebesar itu maka kebutuhan akan sektor properti khususnya
perumahan akan semakin besar. Begitu juga dengan permintaan terhadap apartemen,
pusat perbelanjaan, perkantoran serta bangunan-bangunan komersial lainnya juga
akan mengalami peningkatan. Hal ini tentu sgja akan berimplikasi pada pertumbuhan
industri properti yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan
perkembangan ekonomi nasional. Properti tergolong dalam sektor konstruks yang
merupakan salah satu sektor potensial bagi pembangunan nasional karena mampu
mendatangkan penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sektor properti

mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada peningkatan

9 Badan Pusat Statistik, “Katdl 0g BPS.9199017, edisi 11, April 2011",
http://www.bps.go.id/download file/IP_April 2011.pdf., diunduh 11 Juni 2011.
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kesegjahteraan, baik secara langsung (melalui penciptaan lapangan pekerjaan) maupun
tidak langsung (melalui kontribusinya terhadap Pendapatan Domestic Bruto
Nasional).

Multiplier Effect pembangunan suatu kawasan properti baik itu bangunan
residensial ataupun komersial lainnya terlihat dari berbagai tahapan pembangunan
sebuah proyek. Setiap tahapannya mulai dari proses perizinan, pembebasan tanah,
perencanaan, pembangunan, konstruksi bangunan hingga kegiatan pemasaran
memiliki dampak positif. Setiap tahapan dari aktivitas tersebut melibatkan berbagai
jasa profesi dan usaha antara lain ahli hukum, pertanahan, biro perencanaan,
konsultan teknik, biro arsitek, akuntan, kontraktor, notaris, konsultan, pemasaran, jasa
broker perumahan, dan lain-lain. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Dewan
Pengkagjian Masalah Perumahan dan Permukiman Real Estate Indonesia (DPMPP
REI) terdapat 100 lebih jenis industri dan jasa yang terkait dengan bisnis properti.
Diantaranya yaitu industri semen, cat, besi, kayu, beton, keramik, dan lain
sebagainya. Adanya dampak keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and
backward linkage) pembangunan industri properti dengan berbagai sektor ekonomi
lainnya terjadi pada setiap tahapan pembangunan proyek properti.

Selain itu pembangunan proyek properti ini juga memiliki manfaat langsung
dan tidak langsung. Perlu disadari bahwa untuk membangun ratusan atau ribuan
proyek properti dengan kapitalisas dana yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun
rupiah pertahun jelas memerlukan kapitalisas yang besar. Industri properti berkaitan erat
dengan sektor perbankan. Ketergantungan terhadap pembiayaan dari perbankan inilah
yang membuat bisnis properti di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan
bank/lembaga keuangan, otoritas moneter negara (Bank Indonesia), serta lebih jauh lagi
dipengaruhi oleh kondiss makro ekonomi negara secara keseluruhan. Sebagai
pertimbangan, pengalaman di negara lain menunjukkan, terpuruknya keuangan suatu
negara diawali dengan bangkrutnya bisnis properti. Sedangkan bangkrutnya bisnis
properti biasanya ditandai dengan meningkatnya kredit bermasalah dan kredit macet.

Oleh karena itu peaku bisnis properti harus dapat memangemen resiko dengan baik
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khususnya dalam pengelolaan keuangan dan likuiditas permodalannya guna mencapai

tujuannya dalam berbisnis.

2.2 Properti Sebagai Suatu Bisnis

2.2.1 Definis Bisnis

Menurut Boone dan Kurtz (2000), bisnis (business) terdiri dari semua aktivitas
yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa
yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Sementara itu pengertian laba (profit)
yaitu imbalan bagi para pelaku bisnis yang mengambil resiko dalam memadukan
manusia, teknologi, dan informasi untuk menciptakan serta memasarkan barang yang
diinginkan dan jasa yang memuaskan. Bisnis dalam pengertian ekonomi adalah
istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi
barang serta jasa dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa pendapat di atas dapat
dismpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan
sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui
penciptaan barang dan jasa (create of good and service) untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.™

2.2.2 Definisi dan I stilah Properti

Property is something that is owned, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki atau
apa saja yang dapat dijadikan objek kepemilikan. Sementara itu pengertian dari Real
Property is the interest, benefit and rights inherent in the ownership of real estate yang
berarti kepentingan, keuntungan dan hak-hak yang menyangkut kepemilikan tanah dan

19 5iti Murtiningsih. “Analisis Dampak Guncangan Variabel Makro Terhadap Investasi Bisnis
Properti Di Indonesia’, him. 10.
http://www.google.co.id/url ?sa=t& source=web& cd=4& sqi=2& ved=0CCoQFjA D& url=http%3A %2F
%2Frepository.ipb.ac.id%2Fbitstream%2Fhandl €%62F123456 789%2F14403%2FH09smu.pdf %3Fsequ
ence%3D2&rct=j& g=definis_bisnis  _menurut _boone dan  kurtz  (2000)&ei=JTY DTtHVE4-
urAfz Yz9DQ& usg=AFQ]CNHSI JcKZtzU6uk zpztafCDaSxnw& cad=rja. Diunduh 15 Juli 2010.
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bangunan beserta perbaikan yang menyatu terhadapnya (Rafitas, 2005). Properti terdiri
dari : M
a) Aset berwujud (Tangible Property) yang terdiri dari:
1. Real Property yang terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, serta
pengembangan lainnya.
2. Personal Property yang terdiri dari mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan
kantor, fixtures dan furnitures serta building equipment.
b) Aset tak berwujud (Intangible Property) yang terdiri dari goodwill, personal
guarantee, francises, trade mark, patent, dan copy right.
c) Surat-surat berharga (Marketable Securities) yang terdiri dari saham, tabungan
dan promissary notes.
Daam penulisan ini yang dimaksud dengan properti adalah Real Property.
Real Property is the interest, benefit and rights inherent in the ownership of real
estate yang berarti kepentingan, keuntungan dan hak-hak yang menyangkut
kepemilikan tanah dan bangunan beserta perbaikan yang menyatu terhadapnya.
Selanjutnya mengenai kepemilikan tanah tidak terbatas pada pengertian tanah dengan
status hak milik tetapi juga merupakan hak-hak atas tanah dalam Undang-undang
Pokok Agraria. Hal ini dimaksudkan guna memberikan penjelasan seluas-luasnya

mengenai properti di Indonesia dalam penulisan ini.

2.3 Perkembangan Properti di Indonesia

Kondis perekonomian Indonesia yang terjadi dalam perkembanganya masih
berlanjut kearah yang positif sehingga mendorong pula perkembangan sektor properti
Indonesia. Siklus perkembangan beberapa produk properti saat ini memang lebih
positif. Pasokan produk properti kian meningkat tiap tahunnya baik itu perkantoran,
apartemen ataupun retail. Dari data perkembangan properti yang ada dapat diketahui

bahwa semenjak melewati tahun krisis 1998, kondisi perkembangan properti

1 1bid, him. 24-25.
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Indonesia kian membaik hal tersebut di dorong oleh pulihnya kondisi perekonomian
dalam negeri.

Dari data juga menunjukan bahwa semenjak tahun 2002 pengembangan
properti sudah mulai berjalan hingga tahun 2004, namun produk-produk properti
yang sudah dikembangkan memang cukup lama untuk terserap oleh pasar. Hal
tersebut karena harga properti yang ditawarkan masih sangat mahal yang disebabkan
masih tingginya Bl rate sehingga mendorong masih ketat dan tingginya bunga kredit
Bank Nasional. Hal tersebut yang mendorong perlemahan penyerapan pasar. Di tahun
2004 pasar agak tersendat hal tersebut terkait kondisi politik dimana diselenggarakan
Pemilu (Pemilihan Umum). Kondis tersebut membuat para pengembang serta
konsumen untuk menahan diri karena berhati-hati terhadap kondisi ekonomi pada
tahun tersebut terkait pemilu. Namun, selepas tahun 2004 pasar properti kembali aktif
recovery pasar, bersdlang selama 4 tahun yaitu pada tahun 2008 kembali lagi
ekonomi sedikit diterpa krisis hasil dari imbas krisis ekonomi dunia namun Indonesia
mampu melewati krisis tersebut dengan hanya sedikit imbas yang terkena.

Di tahun 2008 juga pengembangan properti juga masih tetap berjalan namun
akan sedikit menurun akibat imbas krisis global, disini pasar penyerapan juga sedikit
menurun terutama untuk produk perkantoran sewa hal tersebut karena banyak
perusahaan asing mengetatkan biaya mereka sehingga berimbas pada sektor
penyewaan perkantoran, Namun seiring perekonomian Indonesia yang mampu
melawan krisis maka sektor properti tidak begitu berguncang.

Hingga tahun 2009 BI rate justru semakin menurun dari tahun sebelumnya
yang mencapa 6,5% hal ini membuat sepanjang tahun 2009 Suku Bunga Bank
Nasional berangsur menurun walaupun penurunannya masih sedikit namun cukup

mendongkrak sektor properti.
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Grafik 2.1 Perkembangan Properti Di Jakarta."
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2Grahandaka, M. “Pasar Properti Indonesia Beranjak Booming”,

http://www.vibi znews.com/column/property others/2010/07/21/pasar-properti-indonesi a-beranj ak-

booming-2/. Diakses 3 April 2011.
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Melihat Perkembangan serta siklus properti yang terjadi dimana pada tahun
1998 properti mengalami keterpurukan, kemudian dari tahun 1999 hingga 2003
mengalami masa recovery walaupun cenderung bergerak sangat lambat, dan ketika
masuk tahun 2004 pasar kembali melemah karena adanya masa peralihan kondisi
politik dimanaterjadi pemilihan umum. Melawati situasi pemilu yang berjalan lancar
kemudian perekonomian Indonesia kembali bergerak positif dimasa itu
perkembangan properti semakin mula memuncak walaupun kondisi pasar masih
bergerak lambat pertumbuhan posistif terjadi karena di dorong adanya penurunan Bl
rate yang menembus angka 9% sehingga cukup menarik developer untuk
mengajukan kredit pengembangan kembali.

Namun beranjak tahun 2008 pasar properti mulai waspada terkait krisis global
yang terpengaruh dari negara Amerika serikat, disini ternyata properti tidak terlalu
berpengaruh terhadap awan krisis global bahkan mampu melewati dengan baik situasi
tersebut. Menyambut tahun 2009 Bl rate mengalami penurunan kembali sebesar
6.5% dan ini adalah merupakan angin segar bagi para developer serta konsumen
properti karena berimbas pada menurunnya bunga kredit bank nasional .*®

Grafik 2.2 Siklus Per gerakan Pasar Properti Indonesia

Siklus Pergerakan Pasar Properti Indonesia

2003 201372014
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3 M Grahandaka. “Pasar Property Indonesia Beranzak Booming” , http://www.vibiznews.com,
diakses, 3 April 2011.
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Perkembangan properti di tahun 2010 masih sangat baik hal tersebut didukung
masih bertahannya Bl Rate di anggka 6.5% hingga kuartal 2 tahun 2010. Selain itu
pertumbuhan serta prospek properti diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun
2013 atau 2014 seiring kondisi perekonomian indonesia yang cukup kuat.

2.4 Produk Properti di Indonesia
Produk properti di Indonesia ditawarkan dalam bentuk yang beranekaragam.

Hal ini sgaan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan pembangunan Indonesia.

Properti merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dan aktifitas sosial

masyarakat. Sementara, bangunan atau jenis peruntukan bangunan dalam bisnis

properti berdasarkan penggunaannyadibagi atas:

1. Bangunan Komersial yang terdiri dari bangunan perkantoran, ruko, pertokoan,
serta hotel dan mote!.

2. Bangunan Perumahan yang terdiri dari rumah  tingga  dan
kondomi nium/apartemen.

3. Bangunan Industri yang terdiri dari industri berat, industri ringan dan gudang,
gudang dan kantor, pergudangan, dan industrial parks.

4. Bangunan Fasilitas Umum yang terdiri dari rumah sakit, bangunan pendidikan,
gedung-gedung pemerintah, dan SPBU/pompa bensin, pasar tradisional dan
terminal, dan sebagainya.

5. Bangunan Hiburan yang terdiri dari bioskop, lapangan golf, museum, sarana

olahraga, convention center, dan lain-lain.

2.4.1 Konsep Produk Properti

Konsep produk properti sangat bergantung pada kebutuhan dari konsumen
atau masyarakat calon pembelinya. Bagi pengembang (developer) dikarenakan
properti merupakan suatu bisnis maka mereka tidak terlalu memperhitungkan
tingginya nilai tanah. Tingginya nila tanah bukan merupakan suatu persoalan utama,

yang terpenting adalah memperoleh keuntungan ketika memasarkan produk properti
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tersebut. Oleh karena itu kebutuhan konsumen (customer neededs) menjadi langkah
awal bagi developer dalam mengembangkan bisnis properti.

Kebutuhan konsumen pada kota besar tentu berbeda dengan konsumen di
kota-kota kecil. Padatnya aktivitas di kota besar dan terbatasnya lahan membuat
developer untuk membuat produk properti konsep mixed-use development atau back
to the city. Sementara bagi developer di kota-kota kecil konsep mixed-use
development atau back to the city belum menjadi suatu pilihan. Developer di kota-
kota kecil pada umumnya menyediakan produk properti dalam satu jenis produk,
sementara untuk menunjang aktifitas pada produk yang dipasarkannya diberikan
fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial yang umumnya dipersyaratkan dalam
konteks pemberian perizinan oleh intasnsi teknis pemerintah terkait.

Mixed-Use Development adalah suatu pengembangan produk properti yang
terdiri dari bak itu produk perkantoran, hotel, tempat tinggal, komersia yang
dikembangkan menjadi satu kesatuan atau minima dua produk properti yang
dibangun dalam satu kesatuan. Konsep ini menjawab kebutuhan akan optimalisasi
return pada suatu lahan untuk pengembangan produk properti. Dimana disinilah
adanya konsep deferensiasi produk serta ada beberapa macam produk yang dapat
ditawarkan. Konsep ini juga cukup menjawab permasalahan pengembangan properti
pada suatu wilayah ataupun perkotaan. Isu-isu permasalahan perkotaan yang kerap
muncul dalam hal pengembangan infrastruktur dan properti, yaitu :*

Keterbatasan Lahan & Nilai Lahan (Sistem Pertanahan & Harga Patokan)
Keterbatasan Sumber Daya (Alam, Manusia, Buatan)

Peraturan (Pertanahan, Zoning Regul ation)

Tata Nilai Perkotaan (Keteraturan dan Ketertiban)

Urbanisasi

Penyediaan Prasarana Dasar (Air, Listrik, rumah)

Jumlah Penduduk Y ang Besar

N o gk~ 0 DN P

4 M Grahandaka. “Konsep Mix-used development , semakin tenar, apa keistimewaannya?”
http://www.vibiznews.com/knowl edgelib/property others/K onsep%20Mixed%20used%20devel opmen
t.pdf. Diunduh 3 April 2011.
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Sementara konsep back to the city menurut Ali Tranghanda selaku Direktur
Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) adalah konsep produk hunian dengan
bangunan tinggi seperti apartemen atau kondominium yang dapat dimiliki masyarakat
agar dekat dengan tempat beraktivitas (bekerja). Dengan memiliki hunian di tengah
kota, maka efektifitas dan efisiens kerja dapat terjaga, dan sekaligus membantu

mengurangi beban lalu lintas.™

2.4.2 L okas dan Lahan Obyek Produk Properti
Penetapan lokasi dan lahan dalam bisnis properti menjadi pertimbangan
pengembang (developer) dalam mewujudkan kebutuhan konsumen properti
(costomer needed). Namun hal ini tidak terlepas pada rencana tata ruang dan wilayah
pemerintah dalam mengambil kebijakan peruntukan lahan pada lokasi tersebut.
Terbatasnya lahan pada daerah perkotaan mengakibatkan developer tidak sgja
melaksanakan pembangunan baru tetapi dapat juga memperbaharui atau menata
kembali properti yang sudah terbangun.
Daam perkembangannya, Real Property yang dibangun dan dikembangkan
dalam suatu produk properti sesuai dengan pemilik dan pelaksana pembangunannya
terbagi atas: *°
1. Properti Primer (Primary), yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh badan
ingtitusi yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) sebagai
developer anggota REI yang terdiri dari beberapa group besar properti,
konsorsium, dan/atau joint venture.

2. Properti Sekunder (Secondary), yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh
individual seperti kontraktor, investor, owner, dan user sendiri.

Mengingat bisnis properti merupakan bisnis dengan resiko yang tinggi tetapi
juga memiliki keuntungan tinggi (high risk-high return), maka developer perlu

> Herrie Journalist. “Back to the city, tren atau sebuah kebutuhan?’.
http://herijurnalis.blogspot.com/2007/10/back-to-city-tren-atau-sebuah-kebutuhan.html. Diunduh 15
Juli 2010.

18 Murtiningsih, op.cit., him. 11.
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mempunyal bisnis plan yang baik dan komprehensif sebelum melaksankan kegiatan
bisnisnya. Bisnis plan bagi developer besar seringkali dibuat oleh konsultan bisnis
properti. Kapitalisas permodalan yang dimiliki oleh developer pada umumnya
terbatas disediakan untuk keperluan awal berjaannya industri properti, antara lain
untuk keperluan persiapan lahan, perencanaan, perizinan dan pemasaran. Selanjutnya
dicarikan sumber pendanaan lain baik dari lembaga perbankan maupun dari uang
konsumen itu sendiri.

Dengan memperhatikan tingginya nilai tanah, lokasi lahan, minat dari caon
konsumen produk properti, naluri berbisnis yang dimiliki oleh developer dan
keterbatasan permodalan developer, maka bagi developer yang tidak memiliki
tabungan tanah (bank land property), menciptakan konsep bagi developer untuk
melaksanakan kegiatan bisnisnya dilahan obyek kerjasama baik dengan developer
lain, masyarakat pemilik tanah, instansi pemerintah maupun instans swasta. Hal
sebaliknya, bagi kontraktor atau owner (pemilik tanah) yang seringkali melaksanakan
pembangunan dan menikmati keuntungan dari bisnis properti pada selanjutnya dapat
meningkatkan usahanya menjadi developer. Dengan demikian berkaitan dengan
lokasi lahan obyek properti diluar dari konteks perizinan dan sertifikasi dapat
dilakukan diatas lahan milik sendiri maupun diatas lahan milik pihak lain dengan
diberikannya suatu hak bagi developer.

Untuk mempermudah maksud dari uraian tersebut, penulis mencoba untuk
melakukan klasifikasi terhadap lokasi dan lahan obyek produk properti sebagai
berikut:

1. Lokas danlahan produk properti milik developer.

Dimaksudkan disini adalah developer sebagai pengembang melakukan
aktivitas bisnis properti diatas lokasi dan lahan milik developer itu sendiri. Umumnya
lokasi tersebut merupakan tabungan tanah (bank land property) developer. Devel oper
sebaga pemilik hak atas tanah, untuk selanjutnya melaksankan kegiatan
pembangunan dan kegiatan pemasaran obyek produk properti tersebut. Kegiatan
pemasaran produk properti tidak hanya diartikan sebagai kegiatan jua beli produk
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properti tetapi juga sewa-menyewa atas produk properti yang telah dibangun oleh
devel oper.

Beberapa keuntungan dan kerugian bagi developer yang melaksanakan
pembangunan dilokasi dan lahan milik developer itu sendiri dapat diuraikan sebagai
berikut:

Keuntungan :

- Karena merupakan bank land property, maka tanah diperoleh sebelum
developer melaksanakan kegiatan pembangunan. Harga perol ehan tanah lebih
murah dibandingkan ketika tanah tersebut dikembangkan oleh devel oper, hal
ini merupakan konsekuensi logis mengingat nilai tanah di Indonesia selalu
meningkat;

- Dapat setiap saat bagi developer untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya
(tergantung kepada kebutuhan devel oper);

- Memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih besar bagi developer
terhadap status hak atas tanahnya;

- Pembangunan produk properti dapat dilaksankan diatas |ahan milik developer
Ssecaraparsial;

- Desain produk ditentukan oleh developer;

- Sertipikat tanah dapat dijaminkan untuk membantu permodalan kegiatan
pembangunan;

- Memberikan keyakinan kepada calon konsumen terhadap bonafiditas dari
developer dan produk properti yang dipasarkan;

- Developer dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari bisnisnya.
Kerugian:

- Developer memerlukan dana yang besar untuk memperoleh hak atas tanah
tersebut;

- Sgak developer memperoleh hak atas tanah, kewagjiban untuk membayar
Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kewgjiban lain yang ditetapkan oleh
negaraterbit seketikaitu juga;
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- Surat 1zin Penggunaan Peruntukan Tanah (SIPPT) serta perizinan lain belum
tentu diperoleh oleh developer dikarenakan dapat terjadi perubahan
perencanaan tata ruang oleh pemerintah;

- Menanggung resiko bisnis yang lebih besar dikarenakan nilai investasi tanah
sudah tinggi sebelumnya.

2. Lokas dan lahan produk properti merupakan obyek kerjasama oleh developer.

Dimaksudkan disini adalah developer sebagai pengembang melakukan
aktivitas bisnis properti diatas lokasi dan lahan milik pihak lain. Produk properti yang
dibangun dan dipasarkan merupakan obyek kerjasama dengan pihak lain tersebuit.
Daam kerjasama tersebut developer diberikan alas hak untuk melaksanakan
pembangunan dan pemasaran produk properti sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada
umumnya developer menyediakan permodalan untuk kegiatan pembangunan dan
pemasaran sementara pemilik tanah menyertakan permodaan dalam bisnis properti
tersebut berupa tanah dengan nilai tertentu. Selanjutnya berdasarkan perhitungan
permodal an tersebut dilakukan pembagian keuntungan hasil kerjasama.

Kerjasama antara developer dengan pemilik tanah dapat dilakukan baik
terhadap masyarakat, instans swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan instans pemerintah. Dalam kerjasama antara
developer dengan masyarakat dan instans swasta pada umumnya didasarkan pada
kesepakatan diantara mereka yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan
syarat sahnya suatu perikatan.

Kerjasama antara developer dengan BUMD/BUMN dan instansi pemerintah,
selain mengacu pada asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya suatu perikatan
juga memperhatikan prosedur sebelum melakukan kerjasama tersebut serta peraturan
perundangan-undangan lain serta kebijakan pemerintah atau instansi baik berkaitan
dengan prosedur maupun hal-ha teknis substansial yang menjadi pertimbangan
dalam menentukan isi dari suatu perjanjian. Disini developer menjadi mitra dari
BUMD/BUMN dan instansi pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, memberikan dorongan atau semangat bagi
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developer untuk melaksanakan kerjasama pembangunan kawasan perumahan dan
pemukiman dengan pemerintah. Pemerintah mendukung tersedianya lahan dan
membantu untuk mencari konsumennya khususnya Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR). Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Bapak
Suharso Monoarfa setelah menghadiri Rapat Kerja antara Kemenpera dan Komis V
DPR RI pada hari rabu, tanggal 16 Maret 2011, dikatakan bahwa:

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia menyatakan sigp menyediakan
lahan untuk lokasi pembangunan rumah murah bagi masyarakat. Adanya
dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) dalam hal penyediaan lahan ini
diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan module rumah murah dan
rumah sangat murah.......Dalam hal penyediaan lahan tersebut, banyak Pemda
yang telah melakukan penyediaan bank tanah serta konsolidasi lahan untuk
lokasi pembangunan perumahan dan perencanaan kota ke depan.....Lahan-
lahan yang dibebaskan, kata Suharso Monoarfa, dibeli Pemda dengan harga
yang cukup murah. Pemda juga menggandeng sgumlah pengembang
perumahan yang ada di daerah untuk melakukan kerjasama dalam proses
pembangunan perumahan. ...Banyak juga Pemda yang telah membebaskan
lahan dan menyediakan sendiri lahan-lahan yang masih ada untuk perumahan
PNS di daerahnya masing-masing.*’

Beberapa ha yang perlu dipertimbangkan dalam substansi perjanjian
kerjasama antara developer dengan BUMD/BUMN dan instans pemerintah antara
lain telah diatur dan ditetapkan dalam :

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Ketentuan Bab VI, Pasa 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa :

(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

YK OMPASproperti. “Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Menyediakan Lahan
Perumahan-50 Kabupaten Kota Siap Sediakan Lahan Rumah Murah”.
http://jogja.rumah.me/properti/50-kabupaten-kota-siap-sediakan-lahan-rumah-murah/.  Diakses 12
April 2011.
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(2) Investas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
saham, surat utang, dan investasi langsung.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.

(4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan
negar a/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa :

(1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah
Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik
Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungs instans yang
bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri
Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara/daerah.

(4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.

(5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan
untuk mendapatkan pinjaman.

(6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang
milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengel olaan

Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa :
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(8) Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang miliknegara/daerah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungs
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa,
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna
serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

(9) Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

(10) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

(11) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber
pembiayaan lainnya.

(12) Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
ber akhirnya jangka waktu.

(13) Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

(14) Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pegabat yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang
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dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

(15)Pemindahtanganan adalah  pengalihan  kepemilikan barang milik
negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

(16) Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

(17) Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah
yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar
pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-
kurangnya dengan nilai seimbang.

(18) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar
pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

(19) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengel olaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa :

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa:
a. sewa;

b. pinjam pakai;

C. kerjasama pemanfaatan;

d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Mengenai sewa, ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa :
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(1) Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang
menguntungkan negara/daerah.

(2) Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun
dan dapat diperpanjang.

(3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. barang milik negara oleh pengel ola barang;
b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

(4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu penyewaan;,

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(5 Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya
wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daer ah.

Mengenai pinjam pakai, ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

(1) Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

(2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua
tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman;

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
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Mengenai kerjasama pemanfaatan, ketentuan Pasa 24 dan Pasal 25 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
menyatakan bahwa:

Pasal 24

Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah denganpihak lain

dilaksanakan dalam rangka :

a.mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah;

b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

Pasal 25

(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan
bentuk:

a. kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola
barang;

b. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada
guber nur/bupati/walikota;

c. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh pengguna barang;

d. kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah selain tanah
dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
per setujuan guber nur/bupati/walikota.

(4) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang
setelah mendapat per setujuan pengelola barang.
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Mengenai Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah
Ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 Tentang Pengel olaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa :
Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Pasal 27

(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik negara/daerah
dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam rangka penyel enggaraan tugas pokok dan fungs;
dan

b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang miliknegara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang.

(3 Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang
setelah mendapat persetujuan guber nur/bupati/walikota.

(4) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna
barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun
serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan
pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan

fungsinya.
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Pasal 28

Penetapan status penggunaan barang milik negara/daerah sebagai hasil dari

pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungs kementerian negara/lembaga
terkait;

b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungs satuan kerja perangkat daerah
terkait.

Pasal 29

(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga
puluh tahun sgjak perjanjian ditandatangani.

(2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna
dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya
lima peserta/peminat.

(3 Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah
ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban
sebagai berikut:

a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun,
yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang
dibentuk oleh peg abat yang berwenang;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun
guna serah dan bangun serah guna;

c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik negara/daerah
hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan
langsung untuk penyel enggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
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b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;

c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6) 1zin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna
har us diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah.

(7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna
serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Pasal 30

(1) Mitra bangun guna serah barang milik negara harus menyerahkan objek
bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional
pemerintah.

(2) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek
bangun guna serah kepada gubernur/bupati/walikota pada akhir jangka
waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan
fungsional pemerintah.

(3) Bangun serah guna barang milik negara dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna
kepada pengelola barang segera setelah selesainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik negara
tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
sebelum penggunaannya ditetapkan oleh pengel ola barang.

(4) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
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a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna
kepada guber nur/bupati/walikota segera setelah sel esainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah
tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna
terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
sebelum penggunaannya ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/lDaerah, menyatakan bahwa:

Pasal 26
(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara daerah dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya
operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang
milik negara/daerah dimaksud;

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali
untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;

c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke
rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil

kerjasama pemanfaatan;
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d.

besaran pembayaran kontribus tetap dan pembagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang

dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil

kerjasama pemanfaatan harus mendapat per setujuan pengelola barang;
selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan
dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah
yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;

jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun

sgjak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama

pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Daerah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam

hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilakukan untuk

penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :

a.

infrastruktur transportas meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau,
bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;

infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;

infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan
waduk/bendungan;

infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku,
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalas pengolahan air
minum;

infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan
pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi
pengangkut dan tempat pembuangan;

infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
infrastruktur  ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau

distribus tenaga listrik; atau
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h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan,
pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.

(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama
50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara

Peraturan ini pada Intinya mengatur secara teknis mengena tata cara
pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan
bangun serah guna barang milik negara yang telah ditentukan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengel olaan Barang Milik Negara/Daerah.

Beberapa keuntungan dan kerugian bagi developer yang melaksanakan
pembangunan dilokas dan lahan milik pihak lain dapat diuraikan sebagai berikut:
Keuntungan :

- Developer tidak perlu menyediakan tanah atau lahan yang akan
dikembangkan, sehingga modal yang diperlukan lebih kecil dibandingkan jika
harus menyediakan tanah, mengingat tingginyanilai tanah pada saat ini;

- Developer dapat melihat rencana tata ruang dan tata wilayah dari pemda yang
berlaku pada saat akan melaksanakan pembangunan, sehingga potensi untuk
memperoleh perizinan untuk membangun produk properti lebih pasti;

- Resiko atas sengketa hak atas tanah menjadi tanggungjawab mitra devel oper.
Developer mendapat jaminan atas kepastian hukum bidang pertanahan dari
mitra kerjanya;

- Kewgjiban untuk membayar Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kewajiban
lain yang ditetapkan oleh negara menjadi beban developer sesuai dengan
perjanjian.

Kerugian :
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- Developer tidak dapat menjaminkan tanah dalam rangka meningkatkan modal
kerjanyatanpa seizin dari mitra kerja pemilik tanah;

- Desain produk ditetapkan bersama oleh mitra kerja;

- Keuntungan dibagi dengan pemilik lahan yang notabene merupakan mitra
kerja devel oper;

- Progress pembangunan diawasi oleh mitrakerja;

- Konsumen perlu diberikan keyakinan lebih terhadap jaminan dan status hak
atas tanah;

- Menanggung resiko bisnis yang lebih besar dikarenakan nilai investasi tanah

sudah tinggi sebelumnya.

2.4.3 Kegiatan Pembangunan Properti

Kegiatan pembangunan properti oleh developer sampa dengan suatu produk
digunakan oleh konsumen melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Sebelum Pembangunan;

2. Kegiatan Pembangunan;

3. Kegiatan Setelah Pembangunan

Kegiatan sebelum pembangunan yaitu kegiatan-kegiatan yang antara lain
meliputi kegiatan perencanaan usaha, pengurusan perizinan pembangunan,
pelaksanaan tender-tender pekerjaan konstruksi dan pemutusan pelaksana kegiatan
pembangunan. Pada tahap kegiatan sebelum pembangunan seringkali developer
melaksanakan kegiatan pengenalan produk dan pemasaran untuk mengetahui minat
dari masyarakat terhadap produk properti yang ditawarkan. Selanjutnya merupakan
keuntungan bagi developer bilamana pada saat pengenalan produk dan pemasaran
pada saat kegiatan sebelum pembangunan ini ternyata diperoleh minat yang tinggi
dari masyarakat terhadap produk properti yang ditawarkan. Hal ini dapat membantu
permodaan bagi developer untuk mendanal kegiatan pembangunan produk properti
tersebut.

Selanjutnya setelah dilakukan kegiatan sebelum pembangunan maka
dilaksanakan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan disini berupa kegiatan
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konstruksi dari produk properti yang direncanakan. Dalam bisnis properti setiap
waktu selama produk yang ditawarkan masih tersedia maka marketing-marketing
properti tersebut terus mencari konsumen. Kegiatan pembangunan produk properti
memerlukan modal yang sangat besar maka seringkali memerlukan fasilitas kredit
atau pembiayaan baik dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Setelah pembangunan selesai dilaksanakan, developer melakukan serah terima
fisk atas produk yang dibangunannya kepada para konsumen dan melakukan
penyelesaian pengurusan perizinan dan sertifikasi yang diperlukan. Selanjutnya
bilamana terhadap produk properti itu dipasarkan dengan maksud diperjua-belikan
maka selanjutnya developer mengurus proses akta jua beli dan balik nama atas
produk tersebut, sementara bilamana terhadap produk properti tersebut dipasarkan
untuk sewa atau hak guna paka maka developer melakukan pengurusan dan

memberikan hak-hak dimaksud kepada para konsumen.

2.4.4 Konsep Pemasaran Properti di Indonesia

Di Indonesia konsep pemasaran properti terbagi dalam dua jenis, yaitu
pemasaran dengan cara jual beli secaratunal dan pemasaran dengan cara indent atau
pre project selling. Yang dimaksud dengan pemasaran dengan cara jual beli secara
tunal yaitu dimana developer sebagai penjual memiliki tanah dan bangunan yang
sudah selesai proses pembangunannya dan telah selesai proses perizinan dan
sertifikasinya atas nama developer. Sementara yang dimaksud dengan pemasaran
dengan cara indent atau pre project selling yaitu dimana developer baru memiliki
konsep dan perizinan awa sementara bangunan belum selesai. Dalam pengertian
terakhir dapat disimpulkan developer memasarkan produknya dalam bentuk gambar
pada kertas-kertas promosi.

Dalam jua beli dengan cara tunai, akta jual beli dan balik nama sertipikat
dapat segera dilaksanakan oleh developer dengan konsumennya, sementara dalam
jua beli dengan sistem indent, proses akta jual beli dan balik namatidak dapat segera
dilaksanakan, dikarenakan diperlukan suatu proses untuk penyelesaian fisik dan

surat-surat berkaitan dengan produk properti tersebut.
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Kedua konsep pemasaran tersebut berkembang di Indonesia, namun pada
umumnya devel oper menggunakan cara kedua yaitu pemasaran dengan cara indent,
dengan sistem ini dari aspek finansial, developer dapat memperoleh dana terlebih
dahulu dari konsumen dengan dibuatnya Surat Pemesanan dan/atau Perjanjian
Pengikatan Jual Bdli.

2.5 Pembiayaan dalam Pembangunan Properti

Dalam melaksanakan bisnis properti, pembiayaan yang dapat diperoleh untuk
mendukung kegiatan pembangunan properti dapat bersumber dari modal sendiri,
fasilitas kredit dari bank dan menggunakan fasilitas pembiayaan baik dari konsumen
maupun lembaga pembiayaan.

Modal sendiri pada umumnya untuk kegiatan perencanaan dan persiapan awal
kegiatan pembangunan, selanjutnya mulai dari kegiatan pembangunan developer pada
umumnya bekerjasama dengan pihak perbankan. Sebagaimana umumnya suatu kredit
yang diberikan oleh pihak bank, maka diperlukan suatu jaminan (colateral). Pada
umumnya dalam suatu kredit properti yang menjadi jaminan adalah tanah dan
bangunan produk properti itu sendiri. Memperhatikan lahan produk properti
sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya tidak seluruhnya terhadap
lahan obyek properti dapat dijadikan sebaga jaminan hutang, maka diperlukan cara
lain untuk mendapatkan sumber pembiayaan dalam rangka back up finansia bisnis
properti. Pembiayaan dapat bersumber dari pembiayaan konsumen yang dipercepat,
dalam arti dana dari konsumen yang telah melakukan pemesanan atas suatu produk
yang dipasarkan oleh developer dijual atau dialihkan kepada lembaga pembiayaan.

Pengumpulan dana dari konsumen atau dana hasil penjualan umumnya
bertahap, tergantung dalam cara pembayaran oleh konsumen yang tertera dalam surat
pemesanan dan/atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Konsumen umumnya
dapat melakukan pembayaran secara berangsur dalam periode 3 (tiga) bulan sampai
dengan 60 (enam puluh) bulan. Dengan cara demikian terdapat kemudahan pada sisi

konsumen namun bagi developer apabila dana hasil penjualan itu diperlukan untuk
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kegiatan pembangunan, maka dana dari konsumen tersebut tetap kurang. Bagi
developer cash flow dapat terganggu yang mengakibatkan progres pembangunan
akan memakan waktu yang panjang.

Lembaga pembiayaan yang dapat digunakan dalam bisnis properti ini menurut
penulis adalah lembaga pembiayaan yang menjalankan usaha anjak piutang
(factoring). Lembaga tersebut dapat membeli piutang dagang milik developer dari
para konsumennya agar cash flow developer tidak terganggu dalam menjalankan
bisnisnya. Untuk memahami lebih jauh mengenal usaha anjak piutang, penulis

mencoba mengurai kannya sebagai berikut.

2.5.1 Pengertian Anjak Piutang

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang,
maksudnya piutang yang dialihkan. Pengertian factoring/anjak piutang berdasarkan
penusuran dalam kamus wikipedia yaitu:*®

Anjak piutang (Bahasa Inggris: factoring) adalah suatu transaksi keuangan
sawaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan
memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan
pinjaman bank. Pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang,
bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukanlah suatu
pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang). Terakhir, pinjaman bank
melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak. Tiga
pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitor, dan pihak
yang membiayai (factor). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang
(biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual) dari pihak
kedua, debitor. Penjua selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan
potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk
mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitor akan membayar langsung ke
perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.

18 Wikipedia, “Pengertian Anjak Piutang”, http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang.
Diaksestanggal 20 Januari 2010.
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Pengertian factoring atau Anjak piutang di Indonesia yang merupakan hasil
adopsi dari common law system, juga dijumpa dalam referensi formal ini kamus
Bank Indonesia, yaitu pengertian Anjak piutang adalah :*°

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembeian dan/atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas
transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan perusahaan yang
melakukan Anjak-piutang disebut penganjak-piutang (factoring) dan
pengertian penganjak-piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang
pihak lain dengan menanggung resiko tak terbayarkan utang (factor).
Menurut Suharnoko dan Endah Hartarti dalam bukunya yang berjudul Doktrin
Subrogasi, Novasi dan Cessie, yang dimaksud dengan Factoring atau anjak piutang
pada dasarnya adalah :

“Pengambilalihan piutang. Perusahaan anjak piutang memberikan pembayaran

di muka atau advanced payment yang besarnya maksimal 90 persen dari nilai

piutang kepada pemilik piutang. Sedangkan sisanya akan dibayar lunas

seluruhnya setelah dipotong bunga dan biaya administrasi sebagai imbalan
atau fee bagi perusahaan anjak piutang”.

Pengertian anjak piutang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan adalah Kegiatan pembiayaan
dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut
pengurusan atas piutang tersebut”.

Secara umum, piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu piutang yang
berasal dari transaks dagang dan yang berasal dari fasilitas pinjaman/kredit
(didudukan dalam perjanjian kredit). Bila diadakan perbandingan antara kedua jenis
piutang tersebut, maka akan terlihat jelas adanya unsur-unsur sebagai berikut :2*

% Fauzie Yusuf Hasibuan. “Pengertian Anjak Piutang”.
http://fauzi eandpartners.wordpress.com/2009/12/11/pengertian-anjak-piutang/. Diakses tangga 20
Januari 2011.

% gyharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Cet. 3, (Jakarta,
Kencana Prenada Media Group, 2008), him. 128.

2 Budi Rahmat, Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem, Cet.1, (Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2003), him. 37.
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1. Piutang Dagang:

a Jangka pendek, sebab seller sangat berkepentingan dengan kelancaran
perputaran modalnya.

b. Umumnyaberasal dari transaksi jua beli barang/jasa.

c. Jaminan kebendaan kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan pada
masalah hubungan dagang. Kalau memang ada jaminan relatif kecil
dibandingkan dengan nilai tagihannya, yaitu berupa uang panjar atau uang
muka.

2. Piutang dalam Perkreditan:

a Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk dapat
diperpanjang.

b. Berasal dari suatu perjanjian kredit.

Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil/kebendaan dan pasti.

d. Daam hubungan yang lebih formal antar pihak, misal adanya jaminan yang
diikat secara yuridis disertai adanya pemberian hak prefensi kepada kreditor.
Daam kegiatan anjak piutang yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud

piutang dagang adalah piutang dagang jangka pendek yang jatuh tempo selama-

lamanya 1 (satu) tahun.?
Agar dapat lebih memahami tentang perjanjian anjak piutang ini maka dapat
dilihat dari tiga serangkai hukum yaitu :

a) Subyek hukum dari perjanjian anjak piutang itu tentu sgja adalah Penjual, dan
Perusahaan anjak piutang. Namun perjanjian anjak piutang dapat dibuat menjadi
tiga pihak, dimana pihaknya adalah Penjual, Pembeli dan Perusahaan anjak
piutang. Hanya sgja penamaan tersebut dirubah disesuaikan dengan hakekat anjak
piutang. Perusahaan anjak piutang atau dikenal sebagai factor adalah badan
usaha yang menawarkan anjak piutang. Klien (penjual) adalah pihak yang

2 pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan
Pembiayaan, menyatakan : 1. Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang
dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas iutang tersebut. Selanjutnya Pasal 4
ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan,
menyatakan : 5.Piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayau (1) adalah piutang
dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun.
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menggunakan jasa dari anjak piutang (mudahnya adalah pihak yang menjual
piutang kepada factor). Sementara Pembeli (debitor) atau konsumen merupakan
pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

b) Obyek Hukum dalam perjanjian ini jelas adalah piutang dagang itu sendiri. Baik
itu untuk dijual atau dialihkan atau di urus oleh pihak lain (factor).

c) Peristiwa hukum atau hubungan hukumnya ada ah perjanjian anjak piutang, yaitu

perjanjian antara perusahaan anjak piutang dengan klien.

2.5.2 Sgjarah Usaha Anjak Piutang

Sgarah usaha jasa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan
Factoring sudah dikenal sgjak 2000 tahun lalu, pertama kali digunakan di
Mesopotamia. Pertama kali, bentuk usaha anjak piutang memang mash sangat
sederhana. Pihak factor, biasanya bertindak sebagai agen penjuaan yang sekaligus
pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general
factoring.”®

General factoring ini kemudian berkembang di daratan Eropa, tepatnya di
Inggris. Perusahaan factor di Inggris pada saat itu sangat membantu para pedagang
dari Plymouth (Amerika) untuk mengageni penjualan mereka di daratan Eropa, dan
juga membelikan barang-barang dagangan dari Inggris yang mereka inginkan untuk
diimpor ke Amerika.

Revolus industri di akhir abad ke 18 turut mendorong pertumbuhan bisnis
jasa general factoring. Mekanisasi aat aat tenun tekstil di Inggris dan tingginya
minat beli tekstil di Amerika, telah menyebabkan meningkatnya transaksi ekspor
impor. Perkembangan bisnis tersebut, otomatis turut memacu pertumbuhan industri
factoring di Amerika, terutama di New York City. Perusahaan factoring di Amerika
pada saat itu dapat dikategorikan sebagal perusahaan dengan high profit, dikarenakan
mereka selain mengageni produk tekstil Eropa atas dasar konsinyasi juga
memberikan kredit, menjamin kredit tersebut, memberikan pembayaran awal

terhadap piutang yang timbul, dan melakukan penagihan untuk kepentingan kliennya,

2 Budi Rahmat, op cit, him. xviii - xix
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yaitu menjamin kredit, melakukan penagihan, dan penyediaan dana. Bentuk bentuk
usaha inilah yang kemudian menjadi embrio dari bisnis anjak piutang modern seperti
yang dikenal saat ini. Anjak piutang modern ini kemudian terus berkembang tidak
hanya di bidang usaha tekstil tetapi juga merambah ke berbagai sektor industri, baik
untuk transaksi ekspor impor maupun transaksi lokal.

Kegiatan anjak piutang mulai dikena luas ketika perusahaan-perusahaan
manufacture di Inggris berusaha menjual produknya ke Amerika. Amerika pada
waktu itu, sekitar tahun 1880an, merupakan benua baru yang banyak didatangi dari
benua eropa terutama inggris. Kedatangan bangsa di eropa mau tidak mau menbawa
konsekuens bahwa mereka harus melakukan kegiatan produksi dan konsumsi
didaerah barunya, namun pada awalnya mereka tidak bisa banyak melakukan
kegiatan produks karena terbatasnya sumber daya manusia, capital dan peralatan.
Keadaan ini memaksa mereka mendatangkan sebagian besar kebutuhan mereka dari
daerah asal, yaitu Inggris. Ketika perusahaan-perusahaan di  Inggris ingin
memasarkan atau menjual produknya ke orang-orang Amerika, timbul masalah
karena mereka tidak saling mengenal. Resiko tidak terbayarnya penjualan secara
kredit semakin besar bukan sgja karena mereka tidak saling mengenal tetapi juga
karena jarak yang sangat jauh. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan di
Inggris untuk menemukan solusi mengenai sistem penjualan yang sesuai. Perusahaan-
perusahaan tertentu mulai tertarik untuk menjembatani atau sebagai perantara antara
pihak penjua di Inggris dengan pembeli di Amerika, perusahaan-perusahaan ini
selanjutnya mulai dikenal sebagai factor atau agen. Jasa yang ditawarkan oleh factor

pada waktu itu masih berkisar terutama pada pengurusan dan pengalihan piutang

Saja.24

2 Christanto, Ivan. Et al. " Anjak Piutang dan Kartu Plastik : Sebuah Solusi Pembiayaan”.
him 6-7
.http://www.google.co.id/url ?sa=t& source=web& cd=1& ved=0CBUQFj] AA& url =http%3A %2F%2Fim
ages.rui chimaster. multipl y. multi pl ycontent.com%2Fattachment%2F0%2FR2qi M A oK CpAAAH-
Xd%4081%2Fan] ak%2520pi utang%28f actori ng%29%2520dan%2520kartu%2520pl asti k.doc%3Fnmi
d%3D73510282& rct=j & g=an] ak%20pi utang%20dan%20kartu%20pl asti k& ei=IxsQTrfKJo _JrAf54dS
HBA& usg=AFQjCNE4L -GZdS3885A Hs0gnf4sVtSvo g& cad=rja, diunduh 12 Desember 2010.
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Usaha factor ini menjadi semakin berkembang ketika perusahaan tekstil
Inggris memerlukan jasa penilaian kelayakan atas kredit dagang kepada pembeli di
Amerika. Mengingat factor ini dianggap sebagai perusahaan yang cukup
berpengalaman dalam berurusan dengan pembeli-pembeli di Amerika dan juga
berpengalaman dalam hal penyelesaian tagihan piutang. Maka perusahaan tekstil di
Inggris cenderung menggunakan jasa mereka untuk melakukan investigasi kredit
kepada pembeli di Amerika. Tugas factor dalam hal ini adalah menentukan kelayakan
suatu pembeli untuk memperoleh fasilitas pembelian dengan cara kredit (credit
worthiness) dan juga menentukan tingkat atau kemungkinan terbayarnya suatu
piutang dari penjualan tekstil secara kredit. Lama kelamaan, factor tidak hanya
memberikan jasa investigas kredit sgja tetapi sekaligus membeli faktur-faktur
penjualan tekstil dari perusahaan tekstil. Factor kemudian menguangkan atau
menagih faktur tersebut pada pembeli saat jatuh tempo.

Daam perkembangannya, kegiatan pemberian jasa anjak piutang ini tidak
hanya diberikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu dari kegiatan usahanya,
tetapi juga oleh suatu perusahaan yang secara khusus bergerak dalam bidang anjak
piutang. Usaha mulai berkembang mulai dari Amerika Utara, kemudian berkembang
kebagian Amerika yang lain, lalu berkembang di Eropa dan kemudian keseluruh
dunia. Bidang usaha yang dilayani jasa anjak piutang berkembang dari semula tekstil
kebidang-bidang lain termasuk jasa.

Bisnis anjak piutang modern ini akhirnya berkembang ke Eropa, terutama
setelah berdirinya 3 (tiga) group anjak piutang internasional, yaitu:

1. Heller Overseas Corporation (Heller Group), dalam grup factoring ini Heller
berperan sebaga induk perusahaan dari mayoritas anggotanya dan bermarkas di
Chicago.

2. International Factors Group (IFG), di mana setiap grup ini tidak dikena adanya
induk perusahaan, setigp anggota bebas satu sama lain tanpa adanya kaitan
permodalan.Grup ini hanya menerima satu anggota dari setip Negara, bermarkas
di Brussdl.

% Budi Rachmat, op.cit., him.xix
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3. Factors Chain International, di mana grup ini hampir sama dengan sistem IFG,
yakni tanpa kaitan permoda an antara sesama anggotanya. Namun grup ini dapat
menerima lebih dari satu anggota dari setiap Negara, bermarkas di Amsterdam.

Ketiga grup factoring ini telah memiliki anggota yang tersebar di seluruh
dunia, yaitu di negara negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Korea

Selatan, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Asean-termasuk Indonesia, Hong

Kong dan berbagai Negaralainnya.

2.5.3 Anjak Piutang Saat Ini di Indonesia

Untuk kawasan Asia Tenggara, anjak piutang pertama kali diperkenalkan di
Singapura pada pertengahan tahun 70-an. Sgjak saat itu, transaksi anjak piutang di
Singapura mengalami perkembangan yang sangat pesat baik ditinjau dari jumlah
perusahaan maupun turnover transaksinya. Sedangkan di Indonesia, kegiatan anjak
piutang dimulai pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 61
tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Secara formal, pada awalnya
perkembangan usaha anjak piutang di Indonesia belum begitu popular. Namun,
kegiatan anjak piutang di Indonesia secara informal sebenarnya sudah ada sebelum
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
Pembiayaan tersebut, yaitu kegiatan Cheque Discounted atau Cheque yang
didiskontokan yang sering dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar. Kegiatan ini
sudah berjalan secara informal di tengah masyarakat dan sudah baku di antara para
pedagang di pasar-pasar. Biasanya para pedagang menukar Cek Mundur kepada
penyedia dana, dan langsung dipotong dalam jumlah/persentase tertentu sesuai
dengan jangka waktunya. Apabila cek itu tidak ada dananya, maka penjual cek harus
mengganti dengan uang tunai kepada penyedia dana. %

Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
merupakan usaha pemerintah untuk memformalkan kegiatan anjak piutang yang

sudah ada di masyarakat, dan menjadikan usaha anjak piutang menjadi suatu bagian

% pid, hlm.xix-xx
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dari Lembaga Pembiayaan, yang juga dapat dilakukan oleh Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank.

Kegiatan anjak piutang di Indonesia berkembang baik sejak adanya Keputusan
Presden No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Meteri Keuangan
N0.1251/KMK.13/1988 tanggal 20 desember 1988. Peraturan ini terutama untuk
memberikan aternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan,
termasuk perusahaan anjak piutang. Pembiayaan usaha diberikan keleluasaan untuk
mengembangkan usaha dengan modal yang hanya tidak bersumber dari lembaga
keuangan sgja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan
sebagal salah satu kegiatan usahanya, dan diberikan oleh suatu bank, dan dapat
diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang secara khusus memberikan jasa anjak

piutang.”’

2.5.3.1 Jenis Usaha Factoring
Jenis dari jasa anjak piutang bergantung pada perjanjian antara klien dan
factor, atas dasar tersebut jasa anjak piutang dapat dibedakan atas dasar hal-hal
berikut ini:*®
1. Berdasarkan Pemberitahuan.
a) Disclose Factoring atau disebut juga dengan Negotification Factoring
Yaitu pengdihan piutang kepada perusshaan anjak piutang dengan
sepengetahuan pihak debitor (costumer). Oleh karena itu saat piutang jatuh tempo
perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitor yang bersangkutan.
Untuk dapat melakukan hal tersebut di dalam faktur dicantumkan pernyataan
bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan
anjak piutang. Notifikas setiap traksaks anjak piutang kepada pihak costumer
dimaksudkan antaralain :

- Untuk menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang.

% Christanto, Ivan. op.cit., him. 8-9.
2 http://www.smecda.com/Files/Dep Pembiayaan/Informasi/07 10 Anjak%20Piutang.pdf,
him. 1-3. Diunduh 12 Desember 2010.
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- Untuk mencegah pihak costumer melakukan perbuatan yang merugikan pihak
perusahaan anjak piutang. Misalnya, pengurangan jumlah piutang sesual
dengan kontrak klien sebagai penjual.

- Akan mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang
mempengaruhi perusahaan anjak piutang.

- Akan memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut atas namanya
apabilaterjadi perselisihan.

b) Undisclosed atau juga disebut dengan non-notification factoring

Yaitu transaks penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak

piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitor kecuali bila ada

pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan
anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko.

Berdasarkan Penanggungan Resiko.

a) Recourse Factoring

Anjak piutang dengan cara recourse atau disebut juga with recourse factoring

berkaitan dengan resiko debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman resiko. Dalam

perjanjian with recourse, klien akan menanggung resiko tidak terbayarnya

piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu,
perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab (recourse)
pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer.

b) Without Recourse Factoring

Anjak piutang ini juga disebut non-recourse factoring yaitu perusahaan anjak

piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan

oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang ini dapat dicantumkan bahwa

di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk recourse. Ini untuk

menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata

mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesua dengan perjanjian kepada
nasabahnya. Dengan demikian customer berhak untuk mengembalikan barang

yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang.
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Daam hal terjadi kasus demikian, perusahaan factoring dapat mengembalikan

tagihan kepada klien.

Berdasarkan Pelayanan.

a)

Full Service Factoring, yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua
jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-
pembiayaan misanya urusan administrasi penjuadan (sale ledger
administration), tagihan dan penagihan piutang termasuk menanggung resiko

terhadap piutang yang macet.

b) Finance Factoring, yaitu perusshaan anjak piutang hanya menyediakan

fasilitas pembiayaan ssja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak
tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tuna pada saat penyerahan faktur
kepada perusahaan factoring sampa sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur
sesua dengan besarnya plafon pembiayaan (limit kredit). Klien tetap
bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya, termasuk
menanggung resiko tidak tertagihnya piutang tersebut.

Bulk Factoring. Jasa factoring ini juga disebut dengan agency factoring yaitu
transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebaga agen dari Klien.
Bentuk fasilitas factoring ini pada dasarnya hampir sama dengan full service
factoring, namun penagihan piutang tetap dilakukan oleh klien dan proteksi
resiko tidak tertagih piutang tidak dijamin perusahaan factoring.

d) Maturity Factoring. Berbeda dengan jenis factoring yang telah dijelaskan

distas, di mana perusahaan factoring memberikan pembiayaan dengan
pembayaran di muka. Dalam maturity factoring, pembiayaan pada dasarnya
tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan
piutang serta proteksi atas tagihan. Fasilitas anjak piutang maturity
memberikan kredit perdagangan kepada customer atau nasabah dengan

pembayaran segera.
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4. Berdasarkan Lingkup Kegiatan.

a) Domestic Factoring, yaitu kegiatan transaks anjak piutang dengan
melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitor yang semuanya
berdomisili di dalam negeri.

b) International Factoring. Anjak piutang ini juga sering disebut export factoring
yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang
melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing Negara sebagai
export factor dan import factor.

5. Berdasarkan Pembayaran kepada Klien.

a) Advanced Payment, yaitu transaks anjak piutang dengan memberikan
pembayaran di muka (prepayment financing) oleh perusahaan anjak piutang
kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar 80%-90%
dari nilai faktur.

b) Maturity, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan
perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pembayaran
tagihan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan rata-rata jatuh tempo tagihan
(faktur). Untuk lebih jelasnya lihat kembali maturity factoring yang telah
dibahas terdahulu.

c) Collection, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya akan
dilakukan apabila perusahaan anjak piutang berhasil melakukan penagihan
terhadap debitor.

2.5.3.2 Manfaat Usaha Factoring

Dengan adanya perusahaan factoring yang melakukan kegiatan pembiayaan
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri semakin memberikan kemudahan dan efisiens kinerja
perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Adapun manfaat-manfaat dari kegiatan
transaksi Anjak Piutang itu sendiri yaitu:%

2 Bandingkan dengan pendapat dari Choir, “Manfaat Anjak Piutang”,
http://zonaekis.com/manfaat-anjak-piutang. Diakses tanggal 10 Maret 2011.
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1. Bagi Perusahaan Factoring, manfaat utama yang diterima factor adalah
penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien.
2. Bagi Debitor/Klien
a) JasaPembiayaan
- Peningkatan penjualan
- Kelancaran modal kerja
- Pengurangan risiko tidak tetagihnya piutang.
b) Jasa Non Pembiayaan
- Memudahkan penagihan piutang
- Efisiens usaha
- Peningkatan kualitas piutang
- Memudahkan perencanaan arus kas (cash-flow)
3. Bag Konsumen/ Nasabah
- Kesempatan untuk mel akukan pembelian secara kredit
- Layanan penjualan yang lebih baik
Meskipun demikian, dalam melakukan suatu transaksi anjak piutang, terutama
anjak piutang financing, tidak semua transaksi dagang dapat dibiayai oleh factor.
Factor biasanya menginginkan transaksi dagang secara terbuka (open account) yang
bersifat sederhana, berkesinambungan, dan bersifat langsung antara client dan
costumer, sehingga factor dapat melakukan hal-hal sebagai berikut atas piutang
dagang yang berasal dari penjualan barang dan jasa.*
1. Pembelian piutang dagang untuk diuangkan seketika.
2. Mengusahakan pembukuan dan administrasi penjualan yang berhubungan dengan
piutang dagang.
Menagih piutang yang dialihkan.
4. Menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dibayarnya piutang
dagang (nonrecour se)
Selain itu, masih terdapat beberapa ha yang harus diperhatikan oleh factor
sebelum melakukan pembiayaan anjak piutang, hal ini seperti dikemukakan oleh

% Budi Rahmat, op.cit, him. 48
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Suchaimi El Haitammy dalam tulisannya yang berjudul : "Factoring Alternatif
Pengembangan Produk Baru”, yaitu : **
1. Historical financial statement
Forecasted financial statement
A Costumer list
Average size of salesinvoices
A projection of each costumers peak exposure
The standard term of sales and any specials terms offend selected costumers

Historical salesreturn, allowances and disputes

O N o g~ W DN

Merchandise offered for sale

9. An Account receivable aging
Untuk itu, biasanya factor akan menghindari ataupun tidak bersedia melakukan
pembiayaan anjak piutang jika transaksi dagang antara client dan costumer
mempunyai bentuk-bentuk transaksi dagang dalam negri (Iokal), sebagai berikut : *
1. Transaction with Down Payment (Penjualan dengan Uang Muka)
Transaks penjualan dengan uang muka, biasanya dilakukan antara penjual dan
pembeli dimana barang/jasa yang akan diserahkan kepada pembeli masih
membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Untuk memberikan kepastian,
pembeli biasanya akan memberikan kepastian, pembeli biasanya akan memberikan
tanda jadi/uang muka sebagai ikatan terhadap kontrak jual beli tersebut. Penjual
selanjutnya akan menyelesaikan pesanan barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dan setelah selesai maka pembeli akan membayar sisa pembayaran kepada
penjual.
Apabila transaks ini dibiayal oleh factor, maka posisi factor sangat lemah atau
kurang menguntungkan. Hal ini dimungkinkan apabila terjadi pembelian yang tidak
dilanjutkan kembali oleh pembeli atau terjadi keterlambatan pembayaran serta

cacatnya perjanjian jua beli.

%1 1bid, him. 48
32 1bid, him. 49-52
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2. Consigment Sales (Penjualan Sistem Konsinyasi)

Dalam transaksi ini, penjua akan menitipkan barang kepada pembeli dengan
perjanjian apabila barang yang dititipkan terjual, maka pembeli akan membayarkan
kepada penjual sedangkan sisa barang akan dikembalikan kepada penjual. Transaksi
dagang seperti ini dangat tidak menguntungkan bagi factor jika ia dibiayai, karena
factor akan menghadapi ketidakpastian apakah barang sudah laku terjual sedangkan
factor pada saat menerima pengalihan piutang dari client menerima secara
keseluruhan.

3. Progress Payment Transaction (Pembayaran Bertahap)

Transaks dagang jenis ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kontraktor dalam
membuat proyek-proyek pembangunan, di mana pemilik proyek baru akan membayar
apabila kontraktor tersebut bisa melaksanakan pembangunan proyek secara bertahap
sesua dengan tahapan-tahapan pekerjaan. Jenis transaks dagang seperti ini sangat
menyulitkan factor untuk melakukan pembiayaan karena factor tidak mengetahui
seberapa jauh pekerjaan proyek sudah dapat diselesaikan oleh kontraktor.

4. Returnable Sales (Barang Dapat Dikembalikan)

Dapat melakukan pembiayaan anjak piutang, factor selalu berasums bahwa transaksi
dagang antara client dan customer sedah selesai dilaksanakan dengan baik dengan
telah diterimanya bukti penerimaan barang/jasa. Apabila model transaksi ini
dilakukan oleh factor, maka nila dari tagihan sudah tidak utuh lagi akibat
pengembalian barang.

5. Pre-Invoicing Unfinished Delivery (Penagihan sebelum Pekerjaan Selesai)
Transaks dagang seperti ini akan menyulitkan factor untuk menagih kepada
costumer apabila barang/jasa yang dibuat mengalami kerusakan atau kegagalan
ataupun keterlambatan penyerahan barang/jasa sehingga client mengajukan klaim
kepada costumer yang pada akhirnya nilai tagihan/faktur yang dibiaya menjadi
berkurang sedangkan pada saat awa factor menilai secara penuh sebaga dasar

pembiayaan yang dilakukan.
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6. Counter Sales/Back to Back Sales (Sistem Barter)
Transaks dagang dengan sistem back to back sales yang dilakukan oleh client
dengan customer biasanya lebih banyak bersifat transaks fiktif ataupun bersifat
transfer pricing, sehingga factor berada dalam posisi sangat sulit untuk melakukan
tagihan terutama apabila antara client dan customer mengalami ketidakcocokan
dalam melakukan transaksi.
7. Credit Term More Than 180 Days (Pembayaran Lebih dari 180 Hari)
Transaks dagang yang mempunya tenggang waktu yang terlampau lama harus
diantisipasi oleh factor. Hal ini penting dianalisis untuk mengetahui kenapa client
dan customer melakukan transaksi seperti ini. Sebab secara umum transaksi
perdagangan dengan tenggang pembayaran begitu lama jarang terjadi, kecuali
transaksi fiktif ataupun transaksi antaroerusahaan dalam satu grup perusahaan.
8. Transaction with Parties in the Same Group of Companies (Penjualan kepada
Perusahaan dalam Grup Sendiri)
Transaks antara client dan customer dalam satu grup perusahaan dagang diperhatikan
oleh factor karena transaksi ini sering dijadikan transaks fiktif untuk kepentingan
grup perusahaan tersebut dan juga untuk transfer pricing antarsatu grup perusahaan.
9. Sales to Individual End User/General Public (Penjualan kepada
Individual/Perorangan sebagai End User)
Transaks jenis ini, apabila dibiaya oleh factor di mana antara client dan customer
tidak mempunyai hubungan timbale balik yang berkesinambungan, akan
membahayakan factor apabila costumer mengalami kelalaian pembayaran.
10.Hit and Run, One Time, Incidental Transaction (Penjualan yang Bersifat
Insidental/Sekali-Sekali)
Transaks yang dilakukan oleh client dan customer yang bersifat hit and run atau
sekali-sekali dilakuakn atau transaksi yang bersifat incidenta perlu diwaspadai
factor, karena transaksi jenis ini biasanya mengandung bahaya dan kemungkinan
tidak tertagih besar.
Selain kesepuluh bentuk transaksi dagang yang selalu dihindari oleh factor
seperti di atas, masih terdapat bentuk transaksi dagang yang kurang cocok dengan
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jiwa transaksi anjak piutang, yaitu penjualan yang tidak mengizinkan adanya
pengaihan piutang (nonassignable clause) dan penjualan lainnya di mana kepastian

pembayaran oleh customer/pembeli masih tergantung pada syarat-syarat lainnya.

2.5.4 Perbandingan Antara Kredit Perbankan Dengan Anjak Piutang

Anjak piutang adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan
menjual piutang dagangnya dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan
antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, penekanan anjak piutang adalah
pada nila piutang, bukan kelayakan kredit perusshaan. Kedua, anjak piutang
bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang). Ketiga,
pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak.

Transaks anjak piutang berbeda dengan transaksi kredit bank, adapun hal-hal
yang membedakan anjak piutang dengan kredit bank dapat dikemukakan sebagai
berikut:*®

1. Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan jaminan/agunan, sedangkan dalam
transaksi anjak piutang jaminan/agunan bukan merupakan hal yang mutlak,
kadangkala hanya sebagai jaminan tambahan.

2. Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas, sedangkan anjak
piutang tidak memberikan tambahan pada kas akan tetapi hanya memperlancar
arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo.

3. Kredit bank biasanya dalam jumlah dan syarat pelunasan yang tetap, sedangkan
anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai.

4. Kredit bank melibatkan praktek-praktek umum perkreditan termasuk mengenai
jaminan/agunan, sedangkan anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi
jual beli piutang.

5. Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana masyarakat
yang kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif, sedangkan anjak piutang
berkaitan dengan pengalihan aktiva produktif, yaitu dari tagihan menjadi kas.

*1bid, him. 3
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6. Bank menjadikan debitor sebagai nasabah, sedangkan anjak piutang menjadikan
klien sebagai rekanan/mitra (partner), terutama dalam memelihara atau mengurus

pembukuan penjualan klien.

2.5.5 Peraturan-Peraturan Mengenai Anjak Piutang di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan anjak piutang atau factoring sgauh ini belum diatur
secara khusus dengan undang-undang seperti halnya perbankan, asuransi, ataupun
dana pensiun. Keberadaan industri anjak piutang sebagal bagian dari aktivitas
lembaga pembiayaan saat ini hanya diatur dengan Surat Keputusan Presiden atau

Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan Surat Edran Direktorat Jendral. Adapun

peraturan-peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:**

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20
Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini telah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.Namun untuk mengetahui sejarahnya,
penulis tetap mencantumkan peraturan tersebut.

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
Pembiayaan, merupakan bagian dari paket deregulasi Desember 1988, yang
memperkenalkan Industri Multi Finance di Indonesia, di mana pada waktu itu
jasa pembiayaan yang baru dikena oleh masyarakat adalah Leasing ( Sewa Guna
Usaha) sgja. Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka usaha pembiayaan tidak
hanya berupa kegiatan leasing saja melainkan bertambah menjadi:

1. Factoring (Anjak Piutang)

Leasing (Sewa Guna Usaha)

Consumer Finance (Pembiayaan Konsumen)

Credit Card (Kartu Kredit)

Venture Capital (Modal Ventura)

Security House (Perdagangan Surat Berharga)

L T A

3 Bandingkan dengan, Budi Rahmat, op.cit, him. 11-37.
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Keputusan Presiden ini memberikan kemudahan kepada perusahaan leasing
untuk meningkatkan statusnya menjadi perusahaan multi finance (perusahaan
pembiayaan) dan/atau kemudahan mendirikan perusahaan baru yang bergerak di
lembaga pembiayaan.

. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan.

Adapun pokok-pokok isi dari surat keputusan menteri keuangan ini, adalah
sebagai berikut:

1. Definisi Pembiayaan Anjak Piutang

Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Pembelian atau pengalihan piutang / tagihan jangka pendek dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri.

b. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

2. Pembatasan

a Lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan
bank dan perusahaan pembiayaan.

b. Perusahaan pembiayaan harus berbentuk perseroan terbatas dan/atau
koperasi, di mana saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan
terbatas dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan
Hukum Indonesia atau Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia
atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan)

. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1256/KMK.000/1989
tanggal 8 November 1989 tentang Perubahan Ketentuan mengenai Perusahaan
Perdagangan Surat Berharga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pel aksanaan Lembaga Pembiayaan.

. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995
Tanggal 03 Oktober 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan
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Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Keuangan No0.1256/KMK.00/1989 Tangga 18 November
1989.

Adapun pokok — pokok isi dari surat keputusan menteri keuangan ini, antara lain

adalah:

1. Mengubah modal disetor atau simpanan pokok dan wajib perusahaan
pembiayaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan usaha, ketentuan ini
berlaku bagi perusahaan baru maupun yang sudah mendapatkan izin usaha,
menjadi sebagai berikut:

a. Perusahaan Swasta Nasional Rp 10.000.000.000,-

b. Perusahaan Patungan Rp 25.000.000.000,-

c. Koperas Rp 5.000.000.000,-

Bagi pemegang saham yang berbadan hukum, jumlah penyertaan modal pada
perusahaan pembiayaan tidak boleh melebihi modal sendiri setelah dikurangi
dengan penyertaan yang telah dilakukan. Selain itu, perusahaan pembiayaan
wajib menyesuaikan kewajiban permodal annya selambat — lambatnya 3 (tiga)
tahun sgak peraturan ini diberlakukan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 292/KMK.04/1996

Tanggal 18 April 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan

N0.642/KMK.04/1995 tentang nilal Lain sebagai Dasar pengenaan Pajak.

Surat Direktorat Jendera Pagak Departement Keuangan Republik Indonesia

Nomor S-78/PJ-311/1996 Tanggal 19 April 1996 tentang Pembebasan Pph Pasal

23 atas Penghasilan yang Diperol eh Perusahaan Anjak Piutang.

. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pagjak Departement Keuangan Republik

Indonesia NO.SE-06/PJ-53/1997 Tangga 18 Maret 1997 tentang Perlakuan PPN

atas Jasa Anjak Piutang.

. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/KMK.04/1998

Tanggal 27 Februari 1998 tentang penghapusan Piutang Tak Tertagih yang boleh

Dikurangkan Sebagai Biaya.

Universitas Indonesia 57

Factoring dalam...,Ibrahim Sumantri,FHUI,2011



L.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departement Keuangan Republik Indonesia
Nomor SE-19/PJ-42/1998 Tangga 10 Juli 1998 tentang Pelaksanaan Piutang Tak
Tertagih yang boleh Dikurangi Sebagal Biaya
Surat Direktur Peraturan Perpgjakan No0.S-11/PJ.312/1999 Tanggal 26 Januari
1999 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagi Industri Multi Finance.
Peraturan Bank Indonesia No.1/9/PBI/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang
Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non-
Bank.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000
Tanggal 27 Oktober tentang Perusahaan Pembiayaan
Adapun pokok-pokok isi surat keputusan menteri keuangan ini antara lain
sebagai berikut:
1. Dalam menjaankan usahanya, perusshaan pembiayaan dapat melakukan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan yang bersifaf konvensional.
2. Perusahaan pembiayaan dapat didirikan dan dimiliki oleh:
a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hokum Indonesig;
b. Badan usaha asing dan warga Negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia (usaha patungan).
3. Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
4. Modal disetor atau ssimpanan pokok dan wajib Perusahaan Pembiayaan
ditetapkan sebagai berikut:
a Perusahaan swasta nasiona  sekurang-kurangnya sebesar Rp.
10.000.000.000 (sepulauh milyar rupiah);
b. Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 25.000.000.000
(dua puluh lima milyar rupiah);
c. Koperas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar
rupiah).
5. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan
modal, pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar
modal sendiri dikurangi dengan penyertaan 6 yang telah dilakukan.
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6. Perusahaan pembiayaan mempersiapkan rencana kerja untuk 2 (dua) tahun

pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

a

rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk
mewujudkan rencana dimaksud;

rencana kebutuhan pegawai;

proyeks arus kas bulanan selama 2 (dua) tahun dimula sejak
Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasiona serta

proyeksi neraca dan perhitungan labarugi;

7. Perusshaan pembiayaan juga mempersigpkan bukti kesigpan operasional

antaralain berupa:

a
b.

daftar aktivatetap dan inventaris;
bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung
kantor;

C. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;

8. Modal

Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP);

sendiri yang berbentuk badan hukum Perseroan terbatas merupakan

dari modal disetor, agio saham, cadangan, dan saldo laba dikurangi dengan

penyertaan.

9. Moda sendiri untuk yang berbentuk hukum Koperasi merupakan penjumlahan

dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, moda penyertaan, dana

cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi dengan penyertaan.

10. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas

Perusahaan Pembiayaan sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan:
a Tidak tercatat sebaga debitor kredit macet disektor perbankan;

b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan;

c. Tidak pernah dihukum karenatindak kejahatan;

d. Setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman;
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e. Salah satu direks atau pengurus harus berpengalaman operasional
dibidang perusahaan Pembiayaan atau Perbankan sekurang-kurangnya 2
tahun; dan

f. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersaah yang
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Setiap perusahaan anggaran dasar,pemegang sahm, direksi dan dewan
komisarin atau pengurus dan pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri
selambat-lambatnya 15 hari setelah perusahaan dil aksanakan

12. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan
dengan izin Menteri.

13.Untuk dapat membuka Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan harus
mempunyal persyaratan:

a Rencana pembukaan Kantor Cabang wajib dicantumkan dalam rencana
kerja perusahaan Pembiayaan yang telah disahkan dalam rapat umum
pemegang saham atau rapat anggota;

b. Perusahaan Pembiayaan memperol eh laba berdasarkan:

- Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;dan
- Laporan keuangan bulanan terakhir.

14. Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun
luar negri. Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan ditetapakn
setinggi-tingginya sebesar 15 kali jumlah moda sendiri (net worth)
Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi penyertaan.

15. Jumlah pinjaman luar negeri ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 5 kai
jumlah modal sendiri (net worth) Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi
penyertaan.

16. Modal sendiri (net worth) bagi persahaan yang berbentuk hukum:

a Perseroan Terbatas terdiri dari modal disetor ditambah dengan modal
ditahan, laba tahun berjalan, cadangan umum yang belum di gunakan,
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17.

18.

10,

20.

21.

22.

23.

24,

agio saham dan pinjaman subordinasi yang dihitung berdasarkan laporan
keuangan posisi bulan terakhir;

b. Koperas terdiri dari ssimpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal

penyertaan, dana cadangan, dana sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan
serta kerugian yang dihitung berdasarkan laporan keuangan posisi bulan
terakhir.
Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan
Pembiayaan dengan syarat:
a. Minimum berjangka waktu 5 tahun;
b. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala
pinjaman yang ada;
c. Dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan dan
pemberi pinjaman.
Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal
sendiri sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari modal
disetor.
Setiap pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan
wajib dilaporkan kepada menteri selambat-lambatnya 10 hari setelah
pinjaman diterima.
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan restrukturisasi utang
usaha mempunyai ekuitas negatif, pemegang saham wajib menambah modal
sekurang-kurangnya sebesar-besarnya disetor minimum.
Perusahaan Pembiayan hanya dapat melakukan penyertaan moda pada
perusahaan di setor keuangan.
Penyertaan modal pada setiap perusahan tidak boleh melebihi 25% dari
modal disetor perusahaan yang bersangkutan.
Jumlah seluruh penyertaan modal perusshaan pembiayaan tidak boleh
melebihi 40% dari jumlah modal sendiri Perusahaan pembiayaan yang
bersangkutan.
Perusahaan Pembiayaan dilarang:
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

a Menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro,
deposito, tabungan dan/atau bentuk |ainnya yang disamakan dengan itu;

b. Menerbitkan Surat Sanggup Bayar, kecuali sebagai jaminan atas utang
sebagal bank yang menjadi kreditornya;

c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) yang dibuat dan di keluarkan oleh

Perusahaan Permbiayaan tidak dapat diaihkan dan wajib dicantumkam kata-

kata “tidak dapat dialihkan (non-negotible)”.

Perubahan Nama Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri

selambat-lambatnya 15 hari setelah perubahan nama dilaksanakan wajib

dilampiri perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instalas

berwenang serta NPWP.

Pemindahan alamat kantor pusat atau kantor cabang Perusahaan Pembiayaan

wajib di laporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 hari sejak

pel aksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung kantor.

Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada

bank Indonesia:

a. Laporan Keuangan Bulanan;

b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;

c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba

rugi singkat sekurang-kurangnya dalam 1 surat kabar harian yang

mempunya peredaran luas, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah

tahun buku berakhir.

Pembinaan dan pengawasan Perusdahaan Pembiayaan dilakukan oleh
Menteri.
Pelaksanaan pengawasan Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh

Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia.
Pencabutan 1zin Usaha Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Menteri
dalam hal Perusahaan Pembiayaan :
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33.

34.

b. Bubar;

c. Dikenakan sanksi;

d. Tidal lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan;

e. Melakukan Merger atau Kosolidasi.

Perusahaan Pembiayaan bubar karena:

a. Keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;

b. Jangka waktu berdirinya Perusahaan pembiayaan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar berakhir;

c. Penetapan pengadilan;

d. Keputusan Pemerintah.

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan bubar berdasarkan penetapan pengadilan

atau keputusan pemerintah,. Likuidator atau pernyelesai wajib melaporkan

penertapan atau keputusan tersebut kepada merteri selambat-lambatnya 30

hari sgjak penetapan pengadilan dan keterangan yang menyatakan bahwa

penetapan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002

Tanggal23 April 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 448/KMK.017/2002 Tentang perusahaan Pembiayaan:

Adapun pokok-pokok isi surat keputusan menteri keuangan ini antara lain
sebagai berikut:

1.

3.

Mengubah ketentuan tentang kegiatan anjak piutang dari semula
menyatakan: “kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian atau
pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaks perdagangan dalam
atau luar negeri, penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan penjua
piutang” menjadi “kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian
dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek
dari transaksi perdagangan dan atau luar negeri”.

Mengubah ketentuan tentang permohonan untuk mendapatkan izin usaha
perusahaan pembiayaan.

Mengubah ketentuan modal disetor, sehingga menjadi:
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a. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-
kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),.
b. Koperasi sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

4. Restrukturisas utang usaha perusshaan pembiayaan tidak hanya dapat
dilakukan melalui Satuan Tugas Prakarsa Usaha (Jakarta Initiative Task
Force) tetapi dapat juga melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan
selambat-lambatnya 10 Hari sgjak perjanjian restrukturisasi di tandatangani.

5. Mempertegas Pemberlakuan Ketentuan :

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Nilai
Tukar.

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Undang-undang Nomor 156 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang bagi Perusahaan Pembiayaan beserta sanksinya.

N. Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 185/KMK.06/2002
tentang Penghentian Pemberian 1zin Usaha Perusahaan Pembiayaan:

Dengan adanya keputusan Menteri Keuangan ini maka untuk sementara waktu

pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha baru bagi Perusahaan Pembiayaan.

O. Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 /KMK.06/2003
Tentang Penerapan Prinsip Mengena Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non
Bank

P. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan
Pembiayaan.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006

Tentang Perusahaan Pembiayaan, menyatakan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang
dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang
ter sebut.

(2) Kegiatan Anjak Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual
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Piutang (Without Recourse) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari
Penjual Piutang (With Recourse).

(3) Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (Without Recourse)
adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Perusahaan Pembiayaan
menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang.

(4) Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (With Recourse)
adalah kegiatan Anjak Piutang di mana Penjual Piutang menanggung
risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada
Perusahaan Pembiayaan.

(5) Piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Q. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
Berdasarkan uraian dan rincian mengenai peraturan-peraturan yang mengatur
keberadaan perusahaan pembiayaan anjak piutang di Indonesia, terlihat jelas bahwa
industri ini belum mempunyai landasan hukum yang lebih tinggi dari Peraturan
Presiden. Selanjutnya, mengenai substansi dari peraturan-peraturan tersebut
cenderung bersifat administratif dari pembentukan dan operasional kegiatan lembaga
keuangan yang menjalankan usaha anjak piutang. Sementara berkaitan dengan
hubungan antara perusahaan anjak piutang (factor), pihak yang mengalihkan piutang
(debitor) dan pihak yang berhutang kepada debitor (klien) tidak diatur secara tegas

mengenai mekanisme jual beli dan/atau pengalihan piutang tersebut.

2.6 Analisa Hukum Terhadap Factoring Sebagai Pembiayaan Properti Dalam
Pemasaran dengan Sistem Pre Poject Selling
Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, penulis mencoba memaparkan
bahwa untuk membantu permodalan (back up finansial) bagi developer dalam proses
pembangunan produk properti, guna menghindari lambatnya progress pembangunan
akibat kurangnya modal kerja developer, dan mengingat produk properti yang
ditawarkan sudah dipesan oleh konsumen dan telah dibuatkan Surat Pemesanan
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dan/atau Perjanjian Pengikatan Jua Beli (PPJB), maka developer dapat melakukan

factoring atas tagihan yang ditimbulkan dari Surat Pemesanan dan/atau PPJB kepada

perusahaan anjak piutang (factor).

Kewgjiban pembayaran harga beli oleh konsumen sudah disepakati dalam
Surat Pemesanan dan/atau PPJB, namun pemenuhan kewajiban (pembayaran)
konsumen kepada developer dilakukan bertahap. Oleh developer dalam pencatatan
keuangannya, kewajiban konsumen tersebut merupakan piutang dagang milik
developer. Selanjutnya, terhadap piutang dagang developer tersebut dapat dilakukan
factoring guna membantu permodalan (back up financial). Daam perlakuan
akuntansi developer, akibat diterimanya pembiayaan dari factor tidak mengakibatkan
bertambahnya aktiva, melainkan merubah posisi piutang menjadi kas.

Namun untuk menjaga "citra’ dari developer dan juga memperhatikan
banyaknya konsumen produk properti, maka untuk effektifitas, perjanjian factoring
yang dibuat dalam bisnis properti umumnya tidak melibatkan konsumen, perjanjian
dibuat dua pihak antara developer sebagai klien dengan perusahaan anjak piutang
(factor). Factor memberikan plafond fasilitas pembiayaan dan klien memberikan
daftar piutang dagang dari konsumen (debitor). Perjanjian factoring dibuat dengan
recoure dari klien, pengikatan pembayaran oleh debitor kepada factor dengan
memberitahukan alamat pembayaran.

Dari segi hukum, penulis bermaksud untuk mengkaji terhadap hal-hal sebagai
berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang (factor) atas
tidak terbayarnya piutang dagang dari konsumen yang membeli produk properti
pada saat pre project selling, seandainya tidak diatur mengenai resiko dari tidak
terbayarnya tagihan atau piutang, siagpa yang menanggung kerugian tersebut,
apakah debitor dalam ha ini konsumen atau developer (klien) dari perusahaan
anjak piutang (factor)?

2. Apakah upaya yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan anjak piutang (factor)
untuk dapat menjamin kembali pembiayaan yang telah diberikan, dapatkah factor

menuntut klien?
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Ad 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan anjak piutang (factor)
atas tidak terbayarnya piutang dagang dari konsumen yang membeli produk properti
pada saat pre project selling, seandainya tidak diatur mengenai resiko dari tidak
terbayarnya tagihan atau piutang, sigpa yang menanggung kerugian tersebut, apakah
debitor dalam hal ini konsumen atau developer (klien) dari perusahaan anjak piutang

(factor)?

Dari segi bisnis terdapat suatu resiko dari tidak terbayarnya suatu piutang
dagang yang telah dijual atau dialihkan oleh developer (klien) kepada factor. Tidak
terbayarnya piutang dagang oleh debitor (konsumen) kepada factor sekurang-
kurangnya dapat disebabkan oleh dua ha yaitu :

1. Ketidakmauan dari debitor (konsumen) untuk melanjutkan pembayaran
dikarenakan adanya kelalaian dari developer dalam memenuhi prestasinya dalam
Surat Pemesanan dan/atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);

2. Ketidakmampuan dari debitor (konsumen) untuk melanjutkan pembayaran tanpa
adanya kelalian dari developer dalam memenuhi prestasinya dalam Surat
Pemesanan dan/atau PPJB.

Apabilatidak tertagihnya piutang tersebut dikarenakan pada alasan pada butir
1 diatas yaitu karena adanya kelalaian dari developer maka dapat dianggap wajar
apabila developer bertanggungjawab untuk selanjutnya menanggung resiko tidak
terbayarnya piutang dagang oleh debitor (konsumen). Kewgaran tersebut semats-
mata dipertimbangkan karena adanya keldaian sehingga kepada orang yang
menimbulkan kelalaian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Factoring berdasarkan jenis usahanya bila dilihat dari sisi pemberitahuan kepada
debitor terbagi atas Disclose Factoring atau disebut juga dengan Negotification
Factoring yaitu pengaihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan
sepengetahuan pihak debitor (konsumen/costumer). Oleh karenaitu saat piutang jatuh
tempo perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitor yang bersangkutan,
dan Undisclosed atau juga disebut dengan non-notification factoring yaitu transaksi

penjuaan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa
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pemberitahuan kepada debitor. Dengan tidak diberitahukan debitor maka debitor
tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada factor.

Sementara dari sisi penanggungan resiko, perjanjian factoring terbagi factoring
dengan cara recourse atau disebut juga with recourse factoring berkaitan dengan
resiko debitor yang tidak mampu memenuhi kewagjibannya maka klien akan
menanggung resiko tidak terbayarnya piutang yang dialihkan kepada perusahaan
anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan
tanggung jawab (recourse) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak
tertagih dari customer, dan factoring dengan cara Without Recourse Factoring, yaitu
perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang
telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang ini dapat
dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk
recourse. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien
ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesual dengan perjanjian kepada
nasabahnya. Dengan demikian customer berhak untuk mengembalikan barang yang
telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang. Dalam hal
terjadi kasus demikian, perusahaan factoring dapat mengembalikan tagihan kepada
klien.

Perjanjian factoring merupakan perjanjian yang dikenal dalam masyarakat
namun tidak secara tegas diatur dalam KUHPer. Ketentuan Pasal 1338 alenia kesatu
KUHPer menyatakan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sSifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Factoring merupakan bagian dari fasilitas pembiayaan, namun penafsiran dari
kegiatan factoring pada intinya adalah jual-beli dan/atau pengalihan piutang dagang.
Perjanjian factoring dapat dibuat dan diberlakukan akan tetapi berkaitan dengan
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pengaihan hak milik atas piutang dagang tersebut (levering) perlu memperhatikan
ketentuan yang berlaku dalam KUHPer.

Dikarenakan essens dari factoring merupakan jual beli piutang dagang, secara
sistematis dapat dibandingkan dengan ketentuan jua beli dalam KUHPer. Ketentuan
mengena jud beli dadlam KUHPer merupakan hukum pelengkap dalam arti kepada
para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli dapat menyimpangi ketentuan jual
beli dalam KUHPer berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Apabila tidak
diatur secara tegas mengenal ketentuan jual-beli dalam perjanjian maka berlaku
ketentuan jual beli dalam KUHPer. Selanjutnya berkaitan dengan essens factoring
sebagai pengalihan piutang dagang maka berlaku ketentuan mengenai beralihnya hak
milik atas piutang tersebut

Mengenai resiko tidak tertagihnya suatu piutang dagang dalam perjanjian
factoring, bilamana tidak diatur dengan tegas dalam perjanjian factoring, penulis
mencoba melakukan penafsiran dan analogi dari peristiwa hukum yang merupakan
essensi dari factoring, dimana diatas telah diuraikan bahwa factoring sebagai jua beli
maka terdapat suatu hak dan kewagjiban antara penjua dan pembeli, factor sebagai
pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang
yang dibeli, sementara klien sebagai penjua berkewajiban untuk menyerahkan
barangnya dan menerima harga pembayaran.

Menurut KUHPer, mengena jual beli dan penyerahan hak (levering),
diketahui sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1457 KUHPer, menyatakan bahwa :

Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar
harga yang telah dijanjikan
Selanjutnya, ketentuan Pasal 1458 KUHPer, menyatakan bahwa :

Jual-bdi itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika
setelahnya orang-orang ini mencapal sepakat tentang kebendaan tersebut dan
harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya
belum dibayar.
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Bilamana memperhatikan uraian kedua pasal tersebut, diketahui bahwa jual
beli telah terjadi pada saat terdapat kesepakatan antara pihak penjua dan pembeli.
Dalam perjanjian factoring, jual beli piutang dagang terjadi sejak saat ditandatangani
perjanjian factoring. Selanjutnya dalam perjanjian jual beli dipersyaratkan bagi
penjua untuk menyerahkan suatu kebendaannya, dan bagi s pembeli untuk
membayar harga Dengan demikian perjanjian jual beli bersifat perjanjian
obligatoir®. Bagi s penjual kewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan termasuk
untuk menanggung kenikmatan tentram bagi si pembeli atas kebendaan tersebut dan
menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

Daam kewajiban untuk menyerahkan hak kebendaan meliputi segala perbuat-
an yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan
atau barang yang diperjual-belikan itu dari s penjual kepada si pembei. KUHPer
mengena tiga macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tetap dan barang
"takbertubuh" (dengan mana dimaksudkan piutang, penagihan atau “claim").

Menurut KUHPer, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing
berlaku untuk masing-masing macam barang itu, yaitu:

1. untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu.
Ketentuan Pasal 612 KUHPer menyatakan sebagai berikut:

Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan
dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama
pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana
kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan
yang harus diserahkan, dengan aasan hak lain, telah dikuasa oleh orang yang
hendak menerimanya.

2. untuk barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan "balik-
nama’' dimuka Pegawal Kadaster yang juga dinamakan Pegawal Balik-nama atau
Pegawai Penyimpan hipotik. Menurut ketentuan Pasal 616 KUHPer dan Pasd
620, yang menyatakan sebagai berikut :

% Oleh para ahli hukum Belanda dikatakan, bahwa persetujuan jual-beli hanya mempunyai
sifat “obligatoir” (=mengikat), tidak juga mempunya ”zakelijke werking”, artinya tidak berdaya
langsung mengenai kedudukan barangnya. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang
Per setujuan-Per setujuan Tertentu, (Bandung, PT. Sumur Bandung, 1991), Cet. 6. him 18.
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Pasal 616 KUHPer:

"Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan
pengumuman akan akta bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal
Pasal 620”

Selanjutnya K etentuan Pasal 620 KUHPer menyatakan:

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang
lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah
salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang
bersangkutan ke kantor penyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya
barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan
membukukannya dalam register.

3. barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan “cessie" sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUHPer yang menyatakan :

Penyerahan akan piutang-piutang atas-nama dan kebendaan tak bertubuh
lannya dilakukan dengan membuat sebuah otentik atau dibawah-tangan,
dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah

penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara tertulis, disetujui dan

diakuinya. Penyerahan tiap-tigp piutang karena surat-bawa dilakukan dengan
penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-tunjuk
dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Sebagai mana diketahui, KUHPer menganut sistem bahwa perjanjian jual-beli
itu hanya "obligatoir" saja, artinya bahwa perjanjian jual-beli baru meletakkan hak
dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak - penjual dan pembeli - yaitu
meletakkan kepada si penjua kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang
yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran
harga yang telah disetujui dan dilain pihak meletakkan kewajiban kepada si pembeli
untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan
hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain, perjanjian jua-beli
menurut KUHPer belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah
dengan dilakukannya"levering". "Levering" merupakan suatu perbuatan yuridis guna
memindahkan hak milik (“transfer of ownership") yang caranya ada tiga macam,

tergantung dari macamnya barang, seperti yang diterangkan diatas.
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Berkaitan dengan factoring, yang menjadi obyek jual beli dalam perjanjian
factoring adalah piutang dagang, daam hal ini piutang atas nama developer.
Factoring diartikan sebagai jua beli dan/atau pengaihan piutang dagang dari
developer (klien) kepada perusahaan anjak piutang (factor). Karena piutang dagang
tersebut merupakan piutang atas nama maka untuk pengalihannya (levering)
diperlukan mekanisme hukum untuk piutang atas nama sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 613 KUHPer, yaitu dengan cara cessie.

Apabila factoring diartikan sebaga jual beli namun tidak dilakuan levering,
maka kewagjiban penjua (klien) dalam jual beli tersebut dinyatakan belum
dilaksanakan. Dengan demikian factor sebagai pembeli belum memiliki hak milik
atas piutang dagang yang dibelinya. Dengan demikian kewajiban untuk menyerahkan
piutang dagang tersebut masih harus dipenuhi oleh klien sebagai penjual.

Apabila factoring diartikan sebagai pengalihan piutang dagang maka
mekanisme hukum untuk pengalihan piutang atas nama menurut ketentuan Pasal 613
KUHPer adalah cessie. Selanjutnya berkaitan dengan cessie ini agar mengikat kepada
para konsumen maka cessie tersebut dapat diberitahukan kepada konsumen yang
piutang dagangnya dijual atau dialihkan dalam perjanjian factoring, atau secara
tertulis dibuatkan persetujuan oleh masing-masing konsumen sebaga tanda disetujui
atau diakuinya pengalihan piutang tersebut.

Mengenai levering, terdapat perbedaan pendapat diantara para sarjana
Terdapat 2 (dua) teori yaitu Theorie Causal dan Theori Abstraksi, dimana menurut
Theori Causal, rechtstitel/hubungan hukum obligatoirnya sebagai sebab dan levering
sebagai akibat. Dasarnya ada pada kata-kata Pasal 584, Pasal 1689 dan selanjutnya,
Pasal 908 dan 1004 KUHPer dan atas dasar sgjarah. Menurut teori causal, levering
baru sah dan karenanya baru menjadikan yang menerima penyerahan sebagai pemilik
kalau rechtstitel yang memindahkan hak milik sah.*® Sementara, Menurut Theorie
Abstraksi levering/penyerahan diabstraheer dari titelnya, sehingga seakan-akan

rechtstitel dan levering merupakan dua ha yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita

% satrio, J, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie& Percampuran Hutang, Cet. 2,
(Bandung, PT. Alumni, 1999), him.12-13.
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konsekuen, maka levering tidak digantungkan dari keabsahan peristiwa perdata yang
menimbulkan kewajiban levering. Penyerahan sudah sah kalau didasarkan atas titel
yang nampaknya sah dan oleh para pihak dikira memang sah. Kalau kemudian
ternyata titel tersebut tidak sah, penyerahannya tetap sah. Hak Miliknya tetap
sudah berpindah dan karenanya pemilik asal tak mempunyai hak tuntut kebendaan
lagi. Pemilik asal tidak dapat menuntut pengembalian benda tersebut dari pihak
ketiga, tetapi ia tetap mempunyai hak tuntut pribadi terhadap orang yang mula-mula
memegang. KUHPer menganut Teori Causal, hal ini dapat dismpulkan dari
ketentuan Pasal 584 KUHPer yang menyebutkan antara lain hak milik diperoleh
dengan cara penyerahan (misa nya dengan cara cessie).*

Selanjutnya, berkaitan dengan resiko atau kewajiban memikul kerugian
terhadap segala sesuatu hal berkaitan dengan jual-beli, ketentuan Pasal 1460 KUHPer
menyatakan bahwa :

Jika kebendaan yang dijua itu berupa suatu barang yang telah ditentukan,
maka barang ini sgjak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli,
meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan sipenjual berhak menuntut
harganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1460 KUHPer tersebut, apabila telah dibuatkan
perjanjian factoring, maka sejak saat itu factor menurut hukum mempunyai
kewagjiban untuk menanggung resiko dari barang tersebut. Akan tetapi kembali
kepada uraian sebelumnya, dengan memperhatikan bahwa tidak terbayarnya piutang
dagang oleh karena ketidakmauan dari debitor (konsumen) dikarenakan adanya
keldaian dari developer (klien), maka perlu diperhatikan, apakah karena kelalaian
developer tersebut mengakibatkan Surat Pemesanan dan/atau PPJB menjadi batal?
Apabila Surat Pemesanan dan/atau PPJB menjadi batal apakah dengan demikian
piutang tersebut yang notabene telah dijual dan/atau dialihkan masih tetap ada?
Mengenai hal tersebut penulis berpendapat bahwa dikarenakan perjanjian factoring
pada prinsipnya merupakan perjanjian jua beli, maka penjua (klien) mempunyai

kewajiban untuk menjamin penguasaan barang dalam hal ini piutang dagang secara

37" suharnoko, Endah Hartati, op cit, him. 108.
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tentram, tentram disini termasuk pula bahwa benar obyek yang dijual itu memang
milik dari penjual dan si penjua (klien) wajib menjamin dari adanya cacat barang
tersebut yang tersembunyi.

Dengan dibatalkannya Surat Pemesanan dan/atau PPJB maka piutang
developer atas pembayaran bertahap dari konsumen menjadi tidak ada. Dikarenakan
obyek jual beli dalam perjanjian factoring menjadi tidak ada dan/atau jumlah nilai
piutangnya menjadi berkurang, maka jaminan penguasaan atas pemilikan barang
berupa piutang tersebut menjadi tidak dapat dipenuhi oleh klien, sementara dalam
perjanjian jual beli, s penjual (developer/klien) mempunyai kewagjiban untuk
menyerahkan barang (piutang dagang) seutunnya. Mengenal tidak adanya dan/atau
berkurangnya piutang tersebut berarti pula bahwa obyek dalam perjanjian factoring
yaitu sgjumlah piutang dagang dengan jumlah tertentu menjadi tidak ada. Dengan
demikian merupakan hak bagi factor untuk meniadakan pembelian tersebut dan
selanjutnya developer diwajibkan mengembalikan harga barang, jika pembayaran
harga tersebut telah diterima.

Berkaitan dengan factoring sebagai pengalihan piutang dagang dan
mekanisme levering piutang tersebut dengan cara cessie, dengan memperhatikan
bahwa KUHPer menganut Teori Causal, maka dengan batalnya jual beli piutang
untuk sgumlah piutang tertentu berkaitan dengan pembatalan Surat Pemesanan
dan/atau PPJB maka perjanjian factoring untuk sejumlah uang tertentu menjadi batal.

Merupakan kewajiban bagi developer (klien) untuk menjamin bahwa piutang
tersebut sudah benar-benar ada. Memperhatikan ketentuan Pasal 1534 KUHPer, yang
menyatakan bahwa:

Barang sigpa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus
menanggung bahwa hak-hak itu benar dan sewaktu diserahkannya, biarpun penjualan
dilakukan tanpajanji penanggungan.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1534 KUHPer penjual/klien/devel oper
bertanggung jawab akan piutang yang dijualnya tersebut, yaitu bertanggungjawab
bahwa piutang tersebut harus benar-benar ada pada waktu diserahkan, sekalipun
dalam perjanjian anjak piutang tidak diserta adanya jaminan dari pihak
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penjual/klien/devel oper (recourse and without recour se factoring). Hal ini merupakan
konsekuensi dari syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1320 KUHPer, khususnya berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian.

Selanjutnya, bilamana tidak terbayarnya piutang dagang karena
ketidakmampuan debitor (konsumen) untuk melanjutkan pembayaran tanpa adanya
keldian dari developer dalam memenuhi prestasinya dalam Surat Pemesanan
dan/atau PPJB sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, maka developer
seyogyianya tidak perlu dikenakan suatu beban untuk menanggung resiko tidak
terbayarnya piutang dagang tersebut. Akan tetapi, memperhatikan ketentuan Pasal
1535 dan Pasal 1536 KUHPer, yang menyatakan bahwa :

Pasal 1535

la tidak bertanggungjawab untuk mampunya s berutang, kecuali jika ia telah
mengikatkan dirinya untuk itu, dan hanya untuk jumlah harga pembelian, yang telah
diterimanya untuk piutangnya..

Pasal 1536

Jka ia telah berjanji untuk menanggung terhadap cukup mampunya

siberutang, maka janji ini harus diartikan sebagai mengenai kemampuannya

sekarang dan tidak mengenai keadaan dikemudian hari, kecuali jika dengan
tegas dijanjikan sebaliknya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1535 KUHPer, dimaksudkan bahwa
penjual/klien/devel oper tidak bertanggungjawab atas mampu atau tidaknya debitor
(customer) melakukan pembayaran atas hutangnya yang notabene merupakan piutang
yang telah dialihkan. Namun bilamana dalam perjanjian anjak piutang
penjua/klien/developer mengikatkan diri  untuk menanggung resiko atas
ketidakmampuan membayar pihak pembeli/konsumen, maka penjual/klien/devel oper
wajib melakukan pembayaran kepada pembeli/factor sebesar nilai harga penjualan,
tidak lagi sebesar dari jumlah tagihan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, baik dari
aspek hukum berkaitan dengan pengikatan diri untuk menanggung resiko maupun
dari aspek ekonomis dengan memperhatikan factoring sebagai suatu bisnis. Dengan
demikian yang dibayarkan oleh penjual/klien/developer hanya sampai dengan nilai
penjual an/pembelian piutang, tidak sebesar nilai hutang konsumen/debitor tersebut.
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Selanjutnya berkaitan dengan tidak tertagihnya piutang dagang dari
konsumen/debitor, berdasarkan ketentuan Pasal 1536 KUHPer, secara lebih tegas
memberikan batasan mengenai tanggung jawab penjual/klien/developer tersebut,
yaitu dalam hal penjual/klien/developer menjamin kemampuan membayar pihak
pembeli/konsumen, akan tetapi dibatasi hanya untuk waktu sekarang, tidak untuk
waktu kemudian hari, kecuali penjual/klien/developer mengikatkan diri untuk

menanggung ketidakmampuan pembeli (debitor) pada waktu yang akan datang juga.

Ad2. Apakah upaya yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan anjak piutang
(factor) untuk dapat menjamin kembali pembiayaan yang telah diberikan, dapatkah
factor menuntut klien?

Pada pokok permasalahan pertama telah diuraikan mengenai sigpa yang akan
menanggung resiko atas tidak terbayarnya piutang dagang oleh debitor
(konsumen/customer). Klien mempunyal tanggungjawab untuk mananggung resiko
tidak terbayarnya piutang dagang oleh debitor baik karena kesalahan klien maupun
tanpa kesalahan klien sepanjang klien mengikatkan diri dalam perjanjian factoring
untuk menanggung resiko tidak terbayarnya piutang dagang oleh konsumen tersebut.

Selanjutnya, dikarenakan klien mempunyai tanggungjawab, maka factor dapat
menuntut klien untuk menjamin kembali pembiayaan yang telah diberikan. Berkaitan
dengan pemenuhan tanggungjawab karena kelalaian klien yang berakibat pada
ketidakmauan konsumen melakukan pembayaran kepada factor juga Surat
Pemesanan dan/atau PPJB yang telah dibatalkan dan berakibat bahwa piutang yang
dijual dan/atau dialihkan oleh klien kepada factor menjadi tidak ada, maka tuntutan
yang dapat dimintakan oleh factor kepada klien adalah mengembalikan harga barang
jika itu telah diterima oleh klien, selain tuntutan atas biaya yang telah dikeluarkan
untuk melakukan pembelian dan penyerahan. Mengenai ha ini  dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 1488 KUHPer.

Mengenai tuntutan kepada klien dikarenakan adanya pengikatan diri, maka hal
tersebut sudah merupakan upaya preventif dari faktor dalam membuat perjanjian

factoring. Klausul dalam perjanjian yang menguraikan mengena siapa yang akan
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menjadi penanggung resiko dan kapan kewajiban tersebut dipenuhi oleh s
penanggung resiko. Sebagai contoh dalam draft perjanjian anjak piutang, pada Pasal
6 mengenai Hak Recourse disebutkan bahwa :*

Bank mempunyai hak penuh untuk menuntut pembayaran kembali dari klien

sehubungan dengan piutang (piutang) yang dibeli oleh dan dialihkan kepada

Bank dalam hal Customer tidak/belum menyelesaikan kewajibannya secara

penuh dan tepat pada waktunya dengan alasan apa pun, atau dalam hal terjadi

pelanggaran atas ketentuan-kerentuan seperti termuat dalam Pasal 3 dan Pasal

5 Perjanjian ini. Klien dengan ini menyetujui serta mengikatkan diri untuk

memenuhi kewajiban pembayaran dimaksud kepada Bank dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diberitahukan oleh Bank.

Bilamana terhadap segala sesuatunya telah diatur dan ditetapkan dalam
perjanjian maka kekuatan mengikat perjanjian sama dengan undang-undang. Langkah
selanjutnya adalah implementasi dari suatu perjanjian bagi pihak-pihak yang terikat
dalam perjanjian tersebut.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang
dijanjikannya, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan "wanprestas” atau
cidera janji. Pihak tersebut alpa atau "lalai” atau ingkar janji. Atau jugaia melanggar
perjanjian. Jenis dari peristiwa ciderajanji dapat berupa empat macam :

a tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana dijanjikan;
c. melakukan apayang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman
baik berupa membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain atau dengan singkat
dinamakan ganti-rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan
perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di
depan hakim.

Tuntutan pemenuhan hak bagi factor terhadap klien untuk memenuhi suatu
prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada klien harus diperingatkan bahwa

% R. Soeroso, Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik, Cet. 2,
(Jakarta, Sinar Grafika, 2009), him. 318-3109.
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factor menghendaki pelaksasan perjanjian. Apabila prestasi tidak seketika dapat
dilakukan, makasi klien perlu diberikan waktu yang pantas. Menurut ketentuan Pasal
1238 KUHPer, yang menyatakan bahwa :

Si berutang adalah lalal, bilaia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta

sgenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini

menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lala dengan lewatnya
waktu yang ditentukan.

Yang dimaksud surat perintah saat ini lazim ditafsirkan sebagai suatu surat
peringatan atau tegoran atau somasi. Apabila sudah diperingatkan atau sudah dengan
tegas ditagih janjinya namun tetap tidak melakukan prestasinya, maka dapat
diperlakukan dengan tuntutan tambahan berupa sanksi-sanksi sebagaimana

disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.
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BAB I
PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1

Factoring pada prinsipnya merupakan jual beli dan/atau pengalihan piutang
dagang. Hak tagih factor dalam pembelian properti dengan sistem pre project
selling tetap terlindungi sekalipun dalam perjanjian factoring tidak diatur
mengenal resiko dari tidak terbayarnya tagihan atau piutang dagang oleh
konsumen (debitor). Tidak terbayarnya piutang dagang oleh debitor dapat
disebabkan karena dua hal yaitu ketidakmauan debitor untuk membayar hutang
kepada factor karena adanya kelalaian dari developer (klien) dan
ketidakmampuan dari debitor untuk melakukan pembayaran hutang tanpa adanya
kelalaian developer. Terhadap tidak dibayarnya piutang dagang oleh debitor
yang disebabkan oleh ketidakmauan debitor membayar hutang karena kesalahan
klien, maka penanggungan resiko dan/atau pengembalian pembiayaan yang telah
diberikan oleh factor menjadi tanggungjawab dari klien, sementara
ketidakmampuan debitor untuk melanjutkan pembayaran hutang tanpa adanya
kesalahan dari klien menjadi tanggungjawab debitor kecuali klien mengikatkan
diri untuk menanggung resiko terhadap tidak terbayarnya piutang yang telah
dialihkan tersebut. Namun penanggungan resiko oleh klien terbatas pada harga
pembelian piutangnya. Akan tetapi agar factor tidak dianggap lalai dan untuk
mempermudah dalam menafsirkan perjanjian factoring maka jenis kegiatan
usaha factoring dalam pembelian properti dengan sistem pre project selling
dalam penanggungan resiko menggunakan recour se atau factoring wih recourse;
Factor dapat menuntut klien untuk menjamin kembali pembiayaan yang telah
diberikan. Tuntutan yang dapat dimintakan oleh factor kepada klien bilamana
tidak terbayarnya piutang dagang karena kelalaian klien dapat berupa
pengembalikan harga barang jikaitu telah diterima oleh klien, tuntutan atas biaya
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yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan barang.
Sementara tuntutan kepada klien bilamana tidak terbayarnya piutang dagang
bukan karena kelalaian klien akan tetapi klien telah mengikatkan diri untuk
menanggung resiko dari tidak terbayarnya piutang dagang oleh debitor dapat
berupa pengembalian harga pembelian, namun bilamana klien lala untuk

memenuhi hal tersebut dapat ditambahkan dengan tuntutan ganti kerugian.

3.2Saran
Dari berbagal masalah yang ada, saran yang dapat diberikan oleh penulis
antaralain :

1. Dikarenakan factoring pada essensinya merupakan jua beli dan/atau
pengalihan piutang dagang namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, namun usaha factoring di adops dari sistem hukum
common law, maka untuk memudahkan kegiatan usaha factoring di
Indonesia khususnya berkaitan dengan hubungan antara factor, klien dan
debitor, perlu dibuatkan suatu peraturan perundangan-undangan yang
khusus mengatur factoring setingkat dengan Undang-undang;

2. Menteri yang membawahi usaha anjak piutang agar lebih mendorong
kemguan usaha anjak piutang, sehingga konsep kegiatan usaha anjak
piutang dapat juga dimanfaatkan pada kegiatan usaha tingkat menengah dan
besar;

3. Peusahaan anjak piutang agar dapat meningkatkan penawaran dan
pelayanan usahanya bagi industri properti di Indonesia, mengingat bisnis
properti merupakan bisnis yang prospektif, memerlukan modal yang besar,
dan tingginya minat konsumen properti untuk memesan produk properti

dengan sistem pre project selling.
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Contoh 1%: Perjanjinn Anjak Piulang (Facfaring A _::n_r_-rnu-m
{(Recource))

PERJANJIANANJAK PIUTANG
(FACTORINGAGREEMENT (RECOURCE))

PENJADWALAN _-l

I.  Tangpeal berlaku:

1. SukuBupga:  (a) Sesuai Pasal L3N () oo ledialas COEF

(1) Sesuwai Pasal 13 (2. ... it alas COF L.
. BiayaadministrusifSoervice: s
IV, Plidesul: Hp

V. Pembayarin uang mukic. .

T YA [E T ) | PRRTORPRRUN |1 || |+ i1 | RS dilvral cin
ditmdabsagan Perjanjian Anjak Pintang/ Factoring Agrcemaont (with recoinic)
aleh dan antara pilak-piliak ¢ biwah Bniieecoemereeroroee o oo e
. Bank ooeciiceneeeinnnes berkedudukan di Jukarts

— selanjutnys disebul ank

| o

- selanjutnya disehut juga Khen,

MENERANGRAN:
—  Bahwa Bank menawarkan kepata Klien uniuk niembelifmengalilikan dari
Klicn dengan cira Anjak PintingfFactaring atas piulangAagihan yang limbul
akibat penjualan harngJass terhadap Custower (Cesferier)-nyin

M2 Cosleh-Contoh Sucak Pegjanjian
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= Pohwa Klien telah menerin baik penawaran dari Bank tersebut di atas;
Bahwa g pihak wlah sepakat untuk paembual dan menandatangani
Perjamgiamn, ini serta meniiushi s?ar:ut-synrui dan ketentuan-ketenluan
L LT TH T T 1 T e P

Paszl |
Definisi
Ealam Perjanjian inj dipergunakan istitab-istilah yang mempunyai arti dan
makswd sehagai berikut;
Asasiasi Perusahaam  berurti pousahaan yang mempunyai hubungan dengan
Klica daliw hal kepemilikan maupun kepengurusannya;

Cost of Frody berarti suku bunga antarkantor Bank (PT Bank
............ } yang dipcrhitungkan berdagarkan suku bunga
deposito lertinggi unluk jangka waktu 12 bulan;

Customer Perarti pihak/orang/perusahaan di mana Klien menjual
barangfjaxa dalam sualy kegialan usaha lazimnya di
tlalam niaapun di luar wilayah Indonesia;

Dixprite berarti peninasalihan yang timbut berkaitan dengan
pengadihan pivtang dian mengakibatkan faklurfismoice
lidak dibayar aieh Coslumer secara menyelienuh dan lepal
pada waktunyu;

Forward fouchange lwrarli suatu konleaX jual beli mata uang asing berdasar-
kan kurs konvensi lertentu dan pada saat tertentu yang
tlisepakali bersama eleh dan antara Klien dengan Bank;

firnp 1eresahaan herarti perusahaan yang merupakan suatu grup atau
masihy sajt prup dengan Klien dalam hal kepemilikan
tan kepengurusiannya lermasok anak perusahaan dan
perusatiaom lainnya yang dimiliki oleh anggola keloarga
Khen; =

R RTE Pembelian Pweeartt, selnibmngan deapan pembelian pivtang olch Bank
herdasarkm perjangian is, jumial-jumlalh yang dileeyar
wich Bank dikurangi dengan biaya-biaya bunga,
adminisirasi, dan polangan harga yang diterima olch
Cuslomer alas ulang-utangnya; '

Balyd Paciamiion Tencakoan Utasa das Lanie e oo
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lndoncsia Berarti negar Repohlik Indonesio:

Mata uang asing berarti mata wing yans berlaka dakan wikyal bmbonesia
sesudl undang-undang;

Penanggung berarti orang/pihak Lin YANg MCnanEgung idau menjimin
kewajiban Klicn sehubungan deagun perjanjian ini;

Penawaran berarti penawaran dari Klien uniuk mengual kepada Bank
piutang (piutang) sesuai Pusal 2 perjanjin ini;

Penjadwalan berarti ringkasan atan rangkuman dalim suzaiu penjid-

: walan seperti leecantum pucla awiel perjunjian inj:

Piutang berarti jumlah-jumlah yung tertagih univk Klien dari
Customer atas penjuaian baranp/fasa wemasuk potongan
bharga yang diberikin kepadly Cistomer:

Plafond berarti jumlih yang lestenn dakam Anikel 1V Penjicdwak
Recourse berarti hak penanggungan yung dinnliki oleh Bank s

perlanggungan Klicn uniuk menjinin pembayann i
Custamer sesuai Pasal b pesianjiun ini:

Rekening berani rekening Koran yang dilwaki s nama K livn
pida Bank din lunduk pada syarat-syaraldan keteaiuan
untuk pembukaan rekening Koran:

Rekening Factoring berarti rekening yanp discdiakan aleh Hank unink

© membukukan scgala Iransaks ying beghubungan
deagan pengalihan pivtang anlara Kliew dengan Bank
berdasarkan perjenjian ini;

Service termasuk segula jenis pekerjoun wlau usahg yimg
dilaksanakan atau disctujui untuk dilaksanakan uleh Bank
berdasarkan perjanjian ini;

Serviee Charge berarti biaya-biaya yang dibebankan Reprinks Klin sesoq
Pasal 12 perjunjian ini: :

Pasal 2
. Penawaran
1. Kliey mengikatian ditf untuk menawarku sefiap piui;mg'ymlg dimilikinya
%aul ini dan dari wakir ke waktu kepida Bank, peniwaran miana harus

Conitel-Cotoby St Terjangiane

]
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suclab dilengkapi dengan dakumen-dokumen berkengan dengan piutang
dimiksul.

Loed

Piutang, {pintang } tersebul harus merupakan swatu tagihan yang timbo! dari

suslu transaksi yang sah can lidak bertentangan dengan undang-undang

“womaupon Perfanjian ini serta merupakaa piutang (piutang) yang belum
diakihkan/lijual kepnda pihak lsin maupun kepada Bank sendiri,

3. Seliap piutang yang dialibkan harvs discriai dengan salinan/kopi asli dai

© : seliap laktnr/invoice besertx dengan dokumen-dokumen lain termasuk

- bukli-bukti pengiriman baramg.

4. ‘lanpa persctujuan tertulis dari Bank, maka setiap piutang yang dialihkan
tislak Perfaku atas jenis-jenis piutang yang timbul dari tagihan-tagihan
terhackapy
a.  Perusahaae grup Klien
b, Perusahaan uxogiasi Klien
¢, Bireksi, mitra usaha/pariner, karyawan Klien, termasuk istrifsuami

seria seluruh anggota keluarga yang bersangkutan,

. Blivekxi, milra usaho/pariner, karynwan perusahaan grup, perusahaan
asosiasi Klicn, beserta islrifsuami dan seluruh anggota keluarga yang
bersangkutan.

5 Muenyimpang dani ketentuan i atas, Bank berhak untuk menolak atau

menerini piulang-pivtang ying diajukan olch Klien sesvai pertimbangan

Bink’senliri,

. Pasal 3

Jaminan Penawaran
Dalam setiap penawaran yang diajukan, Klien mengikatkan diri untuk

memenuli persyaralin sena kelealwan schagai berikut;

. bahwa sclurah data, pernyataan, laporan dan semua dokumen berkenaan
denuan ulang Customer kepada Klien adalah lengkap dan sah;

b, bahwwisetiap piutang yang dimaksud dalam Perjanjian ind adalah merupakan
(riuting yang {imbul dari 1gansaksi jual beli, pelaksanaan penyerahan/
pengirinan barang yang dilakvkan dengan benar dan sah, serta bebas dari
segaci tentulanf/iuntulan hu'l-:urﬁ. tuntutan kerusakan, tuntutan komm!jm
yany tim bl dari siapa pun juga {kecuali ontuk polongan-patoagan khusus
yang menjicli hak Costomer sesuai perjanjian jual beliftransaksi); ot

b

Hab d Perjamiizn Pengakuan Ctone dos Timsas
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buhwa petjanjian/kontrak jual beli yang cibual antan Klicn dengan Cusloner

harus memuat perincian tentang keadaam, jumlals (knantitas) serta mne

{kualitas) barang atau jusa yang diperjualbelikan sertn svarmt-syae

pembayarannya; )

buhwy setiap asli Fakiur heseria dengan salinanfkopi ashi setiap dokinngy

yang memual ienling syaral dan kelemuan penjualin birangfjisn vilig

menyangkut dan terlebih dahulu harus Jisahkan (di-rodorse) demgan

pemberitahuan pengalihan schapoimana ditcntukan dalam Pasal 7 Perjonfian

bahwu seluruh hak Kiien yang timbul g acan v PermjianAnmsaks it

Klien dengan (para) Custememyn menjudi huk Bank sepenerhiny: S

kecuali apa pun juga, termasuk hak aras peasrimaan penixyarn utang,
hak utas buanga, hak untuk menagilymenuatul peabayacan ating dari {para)

Customer atau dari pihak Liin, dan Bank berhak votok melaksanakan
penarikan barang-barang yany dibeli aleW{para} Custome e dalan il terjidi

kejidlian yang menurut pertimbangan Bank pantas dan kivik uimsk Jitikoken

hal Jimaksud; _

bahwa Klien tidak akan melakukan perubahan atun memperbarui

Perjunjian/Transaksi Jual Bedi antars Klien dengan (pari) Lustomerova,’
tidnk lelah atau akan melaksanakan segali sesualu yang mngkin

menimbulkan kerugian pada Bank berkendan thenpann Perjanjian ini, Ging

persciujuan tertelis dari Bank: ]

bukwn segern setelah mencrima peetberitalwan kliim yung tlinng gy
bonafide dari (para) Customer, Klien akin menerbitkan Kiedil Nota sesii
dengan ketentuun dan persyaratan termual dalam Pasa! 1o l'erfinfian ini;

bubwa kecuali dengan persctujuan khusus dari Bank, (para) Custoner
lidak {ermasuk dalam kategori yang lermuil dalam Pusal 2 14) Perjanjian
ini;

hihwa transaksi yang dilakukan antara Klicn dengan Custamer merupakan
Suatu transaksi yang licdak memuat meagenzi lairngan atau pembatasan

tenling pengalihan pivtang dari Klicn kepida pihak lain.

Paxal 4
Penerimaan Penawarun
Persciujuan atas pengalihan Piutang (pivtung) sesuni Perianjian i, berlaku
dun harus dianggap berlaku sejak pelaksanaan pembayaren harga

'
[

StatebeCantaly Surct Deriumiian
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pengalitin piutang tersebut didakukan aleh Bank kepada Klien atae pihak

Ein yang ditungok olch Klien, hal mana akan terbukti dan bukd pencrimaan

wng atin peagkreditan rekeaing Klien yang ada puda Bonk.

Peesetupnan Bank stas pengalthan piotang (pivlang) teesebut dilentukan

selagai borikwg:

a Klics menycrihkan seluruh haknya sebagai pemilik pitang yang suh
kepacda Bank, lermasuk hak uniuk menugih pivtangnyas dengnn sepaka
citra, hak Klien atas bunga/keuntengan lain, ataw bak yang tlimbul clari
Jaminan nsuransi dalam kaitannya dengan utang dimaksud, scria hak-
hak Klien yung lain timbul sebagai akibat adanya transaksi antara
Klicn dengan Customer tanpa kecuali apa pon,

b.  Klicn menyetuivi untuk mengalibkan seluruh kevntungan herkenaan
dengan pitang-pivtang dimaksud (lermasuk pembatalan pengiriman
barang alsu penarikan kembali barang-barang) beserta dengan seluruh
hak Klien untuek menjaminkan schubungan dengan Perjanjian Jual Beli
(transaksi) antara Klien dengan (para) Customer, namun Bank tidak
berkewajiban untuk melengkapi atau melaksanakan keleniuan-
ketenluanfsyaral-gyanl iermuat dalam Perjanjian Jual Beli antara Klicn
denpan Cuslomer.

[

Pasal 5
Jaminan atas Piotapg
0 Klignincagikatkan diri serla menjamin Bank, bahwa pivtang {piutang) yang
= dialihkan kepala Bunk adatah piutang (piutang) yang timbul dan memenuhi
persyaraan sehapgai beriknl: _

i akan dilsayar penuh tepal pada wakiunya oleh Customer:

b,  Custoner namipu sntnk membiyar utangnya sctiap saat;

v, Customet tidak akar menerbilkan danfatau menarik chegrie atan Surat
Berbarga lain yang tiduk ada dananya, tidak sah, cacat hukum atan
iluw ars:, '

d.  Cuztomer lidok dalam keailaan pailit;

¢.  Customer tidak dalam keadaan di bawah pengampuan;

I Cuostemer tickek akan melakukan tindakan-tindakan atay hat-hal yang
tidak dapail diseiuiui Bank;

g Cuostemer tidak dakam keadaan lerlibal sealu perkara yang menycbab-
kan scluruh atag sebagsian harls bendanys (dapat) dibebani 'ﬂﬂ!,gln :

" Hal 4 Pernmeicn Fongaboza Utoms dan Lovvinan s o0 s
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sitaan oleh pihak manupun juga;

I Customer tidak skan menghentikan alaa meonpancim pnink

menghentikan usslanya dengan alizin apes pun Jua.
2. Klien juga menjamin bahwa:

a. DBankadalah satu-satunya pihak yang dilunjuk seria mempernleh hak
untuk membeli piutang-pivtung yang dimiliki olch Klicn saal ini dan
atau yang dari waktu ke waktu akin ada kemudian sersa Klien
mengikatkan diri untuk tidsk meajual, mengalihkan atan menunguk pilsak
Yain tanpa persetujvan tertulis dari Bank.

b. Berkenaan dengan pengalihan piutang-pintang kepada Bank dengan
tidak mengesampingkan keteatuan-kelcotuan termuit dalam Perjanjian
ini, maka Klien mengikutkan diri akan memberilithukan kepada
Customer peribal pengaliban dimaksud.

c. Di dalam hal Bank memberi pengecuilinn terientn kepadiy Klien
maupun Cuslmpur maka |‘J¢.‘.l1gl.:l:l|:|ﬁ:m-[n:llg.‘u‘.l:li'lliiln tersebul hanya
berlaky secara khusos dan liduk berliku torus-mencrus.

d. Scgala tuntutan yang limbul duri pihak Customur, mewiadi behan
tanggung jowab seria risike Klien scadisi dan oleh karena ilo dengan
ini Klien menyatakan melepatkin Baak diri segals natutan dimaksud.

¢. Bank berhak untuk mendebel rekening {rekening fucroring) Khicu
untuk jumlab seduzi perhitungan Bank yaite baik jumlah pokok, bunga
serta selurul biaya yang timbul sebagai akibat dari adunya Perjanjian
ini termasuk scgala kewajiban Klicn sebagai penjumin/ponangguny
dari selurph kewajiban Customer utsu dari Klien lain manpun Klien
sendivl. Kliea menyatakan memberi kuasa peauh kepada Bank yang
lidak dapat dicabut kembali dunfatan dihatalkin dengan alassn apa
pun juga lermasuk mengenai berakhirnya Kuasa scbhaghimana
ditentukan dalam Pasal 1813 KULIP.

Pasal 6
Huk Recotirse

Bank mempunyai hak penuh untuk moauniut pembayacn kembali dar
L,allicy sshubungan dengan pintang (piutang) yang dibeli oleh dan telah dialihkan
kepada Bankgdalam hal Customer tidak/bclum menyeleszikun kewajibannya
secuarn penuﬁ'dan teplt pade wakivnya dengan segala nlusan apa pun, alin
dalam hal tefjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam

Cozede Clentele St Porjani. e
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Pasal delan 5 I'erjanjian ini. Klicn dengan ini menyelojui serta mengikstkan diri
uuk memenuhi kewajiban pembneyaran dimaksud kepada Bank dalam jangka

- waktu selambar-lambitisya 3 (liga) hari sciclah diberitahukan oleh Bank.

Pasal 7
Femberitahuan Pengalilian

Klien mengikatkan diri untuk melaksanakan endorsement (pengesahan)
atas asli seria kopi sctiap Faktur/modce berkenaan dengen pengalihan piutang
ini, dengan pemberitabuan dalam kata-kata schagai berikut (atau dengan kats-
kata luin yang ditentekan kemudian oleh Bank):

Tagilun atas fuktur ini telah divlibkan dan harus dibayar pada wakiunya
ke Bank ... s Factoring Center, Ji
.................................... Jntw'fa 10120, Hanya dengan anda bukii
penerimaan pemhayaran (kuitansi) yang diterbitkan oleh Bank

. yung dapat divnggap sebagai bukti sah pembayaran fakiur
i, A;mh;frr ferdaput kesalalan atau kekelirvan dalam fakiur ini, harap
segera difiveitnhiokan kepada kami.

Paszal § _
Pembayaran kepada Klien

1. Nilai serin jumlah harga pengalibian setiap piutang disaaksvd dalam
* Pusjuniizn ini dilakukan datam mate uang Rupiah, kecuali dengan persetujuan
. kfiusus yang diberikan oleh Bank secara tertulis mengenai penggunaan
miita vang asing tertenlu tersehut, dalam jangka wakiu sclambat-lambatnya

7 (ujub} hari setelah pencrimaan setiap penawaran dan Klien. '

2. Setiap pefaksanaan pembayacan olech Bank kepada Klien akan dilakukan
packy hari berikulnya setche penawiacan dinyatakan diterima olch Bank
tengian memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

a.  Iank akan membiyar kepada Klien jumiah harga beli yang telah
disclujud beespomi tersebal, dikosangi dengan jumlah yvang telah dilcsima
sehebzmnya oleh Kliﬂ.l_l (lsita nda) datum kaitannya dengan ketentuan
termmal dakm Pasal 8 :va1 {3Y di bawsh ini menjadi hak Bank dengon
kolentipl:
fiy  Dabvulang dibayar kepada Bank datatn mata vang transaksi, maka

Bab 1 Povjaniian Pengakiean Utang dan Dimsnan-jae: s
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pelaksanaan pembayaran kepila Bank mencrinia pembayiran
dimaksud.

(i) Bila transaksi dilabukon dafum madls wang Bupial, sedanpkin
pembayaran utang dilakukan dadinn mata uansg ieing v dilering
olch Bank sclambal-lambatnya pukul 1.0, maka pethitungaa
dilskukan schari sclelal dilakukan konversi dari smaki g asing
tersebut ke mata wang Rupiah, seswid kelentnan ket dalan
Pasal 16 ayat (2} di bawah ini.

b. Dalam hal pembayaran diterima oleh Hank untuk sehagian dari jumlah
piutang yang tertagih, Bank skan membayur kepads Klien jnmlah
harga beli yang telah disctujui bersama jerschul. Jikursngi deagan
jummlah yang telab diterima sebelunys oleh Klivr thila ada) dalam
kaitannya dengan ketentuan teemunl dalam Pasal 8 (3) di Dawal ind
dan selurub atau schihagion jumlali perhitepgan vange menjadi hak
Bank termasuk binya buoga Jan aelmiuistras, denpin ketentugin:

{i) Bila schahagian ulang dibayar kepada Bavk dulmn mata EHIL
transaksi, maka pelaksanaun pembryarin kepada Klien dilikukan
pads hari berikuinya seleluh Bank menctima pembayacin
dimaksud. : g

(i) Bila ransaksi dilokekan dalam mala uing Rogdab. seibmgkan
sebagian penibayaran ulang dilakokan dalian mik vang asing
yang diterima oleh Bank selambil-lambalnya pukul 1EL00, ks
perhitungan dilakukan sehari sciclah dilakukan kunversi dari nmata
pang asing lerscbuwl ke mala uang Rupinh, sesusi Ketontuan
termuat dalam Pasal b6 ayat (2} di bawah ini.

3. Di dalam hal Klien mcnghendaki agar Bank bersedia sesuni
perimbanganaya unfuk membayar jumlah harga beli wias peogalihan pintang
lersebut, sebelum Bank menerima sebagian atau seurul peinbayaran alag
tagihan-tagiban techadap Custamer, muka sesoai ketenluan termua dalam
Agtikel V Penjadwalan, jumlah terscbut tidak diperkenankan melebihi jumlah
persentase yang telah ditentukan bersama, dan sesuai Ketentuan termuma
Uatum Artikel 1V Penjadwalan, jumlah tersebut tidak diperkenimkan melebihi
jumlah Rp. voooennnnannes TRENE o mimsmsmmimmrosiessissl

Cozitod Contalu Suet Perjacjion
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I'asal 9
Penagiban dari Customer

[ Bank schigai salu-satunya pemegang hak penuh untuk menerima dan/
Alaw menigib dengan jalan api pun, setiap pitang yang dibeli aleh Bank
dian Klien mengikatkan diri uniuk tidak melakukan penagihan atau mencrima
pembayaran atis piutang-pivting dimaksud, tanpa persetujuan tertulis utau
atis peraintaan Bank.

2. Alas perpdntaan Bank, Klien meayctojui untuk membantu Bank
melaksaakan penngihan pembayaran atas setiap piutang dimaksud dalam
Peranjise ini dan olch karenaite Bank diperkenankan bertindak untuk dan
atas nanta Klien melakukan penagiban dimaksud sesuai prosedur hukum
sehagaimana mestinya seria melakukan pengawasan penuh atas
peliaksanazn penagihan dimaksod,

3. Kiien wajib seria mengikatkan diri untuk segera memberitahukan dan
menyaapaikan kepada Bank, sctiap pembayaran baik dalam bentuk uang
kentan nvspan dengan alag peigbayaran lain yang diterima oleh Klien dari
(para) Customer didam huhnngannya dengan pivtang (piutang) yang
diatilikan oleh Klicn kepacky Bank, dan Klicn mengikatkan diri uniuk
mengalihkan, ncaggunakan ataw menyerahkan pembayaran (alat
pembayaran} dimaksud kepila siapa pun jugs, kecuali kepada Bank, atau

. kepida pihak ketiga yang diunjuk oleh Bank secara tertulis,
* 4. Diddlam hal Customer melakukan pembayaran langsung kepada Bank
© atau kepila Klien secara masing-masing maupun bersama-sama. tanpa
mémburikan petunjukfinsirgksi pembayarannya, maka para pihak
: menyetijui batowa pembayaran dimaksud akan diperganakan ferebih dahulu
untuk kepentingan Bank. kemudian diperhitengkan pada kewajiban-
kewajibian Kliew kepada Bunk yang (imbul dari Pedjanjian ini, dan sizanya
(Bl seedan) akon ddisceahikon kepada Klien dengin ketentvan bahwa Bank
liddak dhikenakin g atzu biaya apa pun atas selisih jumlah dimaksud
lersasuk hiaya dalam bentok dandatau dengan cara perhitungan zpa pun
(L LHE

i Fasal 10
Kredit Nota

. Kliewikan segers memberitabukan dan meminta persctujuan secac lerulis
kepada Bank atas penerhitin setinp kredit ndtn yang diberikan kepada

B:b 4 Perjaniize Pengabuan Linin
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S :

- Cugtomer daa Klicn wajib untuk sepera mengt rimban duplika kredit oot
tersebut kepada Dank.

2. Soctiap kredit note yang diterbitkan oleh Klicn sehagoimana ternioat dakam

Pusal 10 ayut (1) i atag, haras mensal kala-kata sehagat berikal (atan
kats-kats lain yang ditentukan kemudian oleh Bank):

Kredit nota ini merupakan bagian yung tidok terpisalt dari fuktur-
foktur dimaksud dalam kredit nota ini, yang telah divlibkan kepada
Bank, dan tidak dapat divangkan.

3. Setiap kredit nota dimaksuct dialam Pagal 100yt (2) di alax mengadi bebin
dan tanggung jawab Klien, dan Bank berliank unluk membebankan jumlal
dalam Kredit Nots ke Rekening/Pembabkuan Faetoring Kifen, f_

. Pasal 11
Pengirimun Faktur (frvoiee) dan Kredid Nota
13ank bethak setiap sual meminta k‘.’:p‘:ll-lil Klicn uninls menyerahkanf
mengitimkan ashi seliap Faktur {imvoice) atau kredit nota kepads Bank. din
tidok kepida Custemer, untvk mana Bink vang skan meonernshinnya Kepiuda
Custoner atas biaya Klien.

Pasal 12
Biaya Administrasi/Sorvice Charge
1. Dalam kaitannya dengan Perjunjian ini, Kiica menyelujui sk membayar
kepada Bank, biaya-biaya sebagai berikul:

s, Jumish sebagaimana ditentukan didam Artiked 1 Perjadwidan dengan
catatan bahwa Bank telap beehak untuk menentukan binva-bixya lain
sesuai ketentean termuat dalam Pasal 12 aym (2] i bawah ini, dan
mengajukan jumbah perscniase yag berbeda atas setiap Customer,
sesuai ketentuan termual dalam Pasal 12 ayut {3) di biavab ini;

b. Apabila dalam jangka wakiu 12 bulan terhitun e sejik langeal berlakn-
nya Perjanjian ini torayala jumlah persentase yang haras dibayar aleh
Klien kurang dari jumlab persentase yang 1elah ditentihan, maka Klicen
menyetujui untuk membayar selisibh kekurangan dimaksu;

2. Bank setiap saat dan dari wakiu ke wakiu hethak untuk mengubah besarnya

perscntase biaya administrusifvervice yang harvs ditsyir olch Klien dengan
cara memberitahukin perabahan terscha secars (erulis aleh Bank kepacla
Klicn.

Cruntnce Uoitloh Surat Perjanjian
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3 DBank berliok untuk menegniukan persentase yang berbeda aias selucub
Binya-lriaya yang harus dibayar oleh Klien alas setiap pintang {pivtang}
yang diabihkan kepada Honk gesuai Perjanjian ini, hal mana akan
diberilahukan seeara terlulis oleh Bank kepada Klien.

k. Pembebanin biaya-biaya adminisirasifservice ditentukan dalam mata usng
yang sama dengan mala uang scliap pivtang yang dinlihkan tanpa mengu-
rangi hak Bank snlak mengkonversikan mata uang tersebut dalam mata
mang Rupiah vnluk keperuan pembukuzn atau dengan pertimbangan Ininnya,

Pasal 13
wuku Bunga

L. Bunga yang dikenakan sesuii dengan pembelian/pengaliban piutang alch

Bank Perhitungan setiap hari dengan sukv bunga schagai berikut:

a. “Apabita dipergunakan mata nang Rupiah, suku bunga yang berlaku
adalab seperik yang tercantum datam Artikel I1(z) Penjadwalan yaitu
berdasarkan Cast of Funds Bank untuk mata vang Rupiah atau
penetapn suko bunga lainnya sesuai Pasal 13 ayat (3) di bawah ini;

b, Apabila dipergunakan mata uang asing, suku bunga yang berlaku
aclilith seperti yang tercontum dalam Artikel I (b) Penjadwalax, yaitu
berdasarkan Cost af Funds Bank untuk mata uang asing tersebut
alau penetapan suku bunga lainnya sesuai Pasal 13 ayat (3) di bawah

2. Cost of Funds Bank dalam mata wang Rupiah maupun delam mate usng
" axing lninnya dapat berubah-ubah setiap saal tergantung keadaan pasar
Hang. i
3. Bank berhak untuk sewaklu-waktu n‘llcnguhah besarnya suku bunga yang
dikenakan, perubaban mans akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank
kepackr Klieu.

* 4. Bumga akandiperhilungkan berdasarkan faktor 360 (tiga ratus enam paluh)
hairi setahin dan jumbsh hari-hari yang benar-benar berlale, dibitung dari
hari ke hari dan dibayac/dipeshitungkan dalam rekening factoring Klien
sefambat-lamhataya pada langgal 30 (tiga pulvh) tiap-tiap bulan untek
pertama kadi pada langgat 30 {liga puluh) dari bulan yang bersangkutan di :

mana unluk pertamia kali Klien menerima vang muhbudnmhn?ﬂjmjhn S

L

“Bab  Perjanicn Pencelean Ulang du Lo
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Fasat 14

Rekening Facforing
Bank akan membukukun dan mencarsl di mana dipecluban yang
menyangkut selurub transaksi antara Mank deagan Kliew daban sualy
rekening factoring.
Rekening factoring dalint mats vang vang, herbeda aban slibukokaa i
nana diperlukan dan pendebetan maupan pengkreditan rekening toseb
akan disesuaikun dengan mata wang yang hersangkutan,
Bank akan meagirimkan laposan rekening Gicluring setiap bulan. Apalila
dutam 15 (Jlima belas) hari sejak dilcrimanys kaporn bulanan lerebul Khien
tiduk mengajukan pertanyaan sccara teriudis haik securn keselurubisn
maupun sebagian laporan bulanan tersehut, maka Bank mengamppap
luporan bulanan tersebul tetah disetujui dan ditering kebemaraunya olch
Klica.

Pasal 15
Permazalahan (Dispute)fPiutung Tidak "Tertagih

Apa.bﬂa Bank menggunakan Hak Heeterse seswn Pisal & Pozjanjiim in.
inaka Baak diberi hak dan kuasa pesub ofeh Klien inink metaksanakan
pendebetan langsung alas rekening (rekening fectordng) Kilen yany inda
pada Bank untuk jurnlah sesuai perhitungar Bank.

Thopa mengurangi maksud yang l'.'.'-l'(.‘:l-lﬂl.ll'l_'.l chafaom Pasal 15 oyl 1) di
mtas, npabila Custemer mengajukan permuasalahfdispine webadap fakiuef
frivoice yang tertagih atau kewajiban Custonier unluk nhambiyas pistang
puda jatub wakiunya, Bank berbak untuk mendebet rekening (rekening
Jactoring) Klien pada Bank untuk jumlah sesuai perhitwrgan Bank.
Tanpa mengurangi mukswl yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) di
itlas, apabila Customer menclak unluk membayur piutang dengan abason
upa pun pada jatuh waktunya fakiurfinveice, Bunk berbiak ontuk neadebe
rekening (rekening facroring) Klicn kepada Bank vmtuk jumlah sesui
perhilurzan Bank.,

Klicn akan menanggung Bank atas seunla onghos-ungkos. biaya-biaya
{lermasuk biaya pengacara dan pergadilan) yang hams dikeluarkan olch
Bank sehubungan dengan kegagalan pembayaran oleh Customer leshadap
seliap piutang yang dijualfdialihkap ke Hank.

2&‘{ Contol-Contoh St Verjanion
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Pasal 16
Penentuan Harga Pembelian Piutang

Apabila mata wang Rupiah dipergonakan atas sesvatu piutang, maka untuk

mcacnlukan harga pembelian piutang lersetut okan ditentulan sebagai berikit:

. Umok pivtang tertagih dalom mala uang Rupiah, jumlah-jumiah plul:mg
akan diperhilungkan dalam mata uang Rupiah;:

b, Usiuk piulang tertagih dalam mata uang asing, jumlah-jumlah pivtang
terlagib clilam imata wang Rupiah yang diterima odch Bank dari konversi
ki wang astag tersebul akan diperhitungkan sesuai ketenivan dalam
Pasal Hhoayat (2) di bawah ini.

Apabila mista uang Rupiah Jipergunakan atas sesusto piutang dan tclah

dibayir kepada Bank dalam mata vang asing, maka Bank akan meng-.

konversikan piutang tersehut ke dalam mata uang Rupish berdasarkan
kurs konversi yang ditetapkan olch Bank, kecuali apabila Klien tzlah
menzndidtangni kontrak Forward Exchange dengen Baok, hal mana akan

Berlaku kurs konversi herdasarkan kontrak Forward Exchange.

Apabila mata pang asing dipergunakan atas sesuafy piutang dan dibayar

kepada Bank dalam mala vang asing yang bersangkutan, maka jumlah-

fumlah prutang akan diperhitungkan dalam mata vang asing terscbut.

Pasal 17
Data dun Informasi Klien
Klicn akan menyimpan catatan-catatan dan pembukuan piutang maupun

. pehjualan lerhadip {para) kustomer, dan akan mengizinkan petugas Bapk

maupun wakil yang ditunjuk untuk dan wakiu ke waktv memeriksa catatan-

catatan/pembukunn tersebul beserta dokvmen-dokumen Ieinnya,

Klicn mengikatkan dini kepade Bank, sclama Klien masth mempunyai

kewajiban kepada Bank bevdasarkan Perjanjian ini, untuk menycrahkan

kepada think: .

it dalivesy warkiu 30 (Liga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tisp semester
dari lahun huku Klien, Neraca dan perhitungan laba rugi dari Klien
yang liciak disudit untuk semester yang bersangkutan; 5 g ol

b dalam 120 {seratus dua pulub) hari sejak ditutuptiya tiap-tisp tahun _' i
huku dari Klien, Neraca dan perbitungan laba rugi dari Klien yang
diandit eleh Akunlan Publik yang disctwjui oleh Bank mengenai tahun
buku tersehut.

-

Bab 4 Perjaniian Pengakuasn Uanp dan Timin o e
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Klien akan dari waktu ke waktn memberitahukan kepada Bank werlioackap

segala fakta movpun pendapal yang diketahui oleh Klien menpenm

fredibilitas, kemanspusi, maupun bosa Gt ern) cstomern Qs keslsabcm

utay piulang (pivtang} sena melindsags kepentingan Bank dalaan sepala

hal sesuai Perjangion ini.

Klien akan segera memberilahukun Baak secara ledulis apabila:

u. terjadi perubahan dalam syaral dan kondisi konirak pengundan barung/
jasa kepada customer;

b. terjadipelanggaran atas ketentuan yang lermuat didam Pasal 3 dan 6
Perjanjian ini. '

Klien mengikatkan diri unuk memberitahukan kepach Bank alas selurub

rrup perusahaan maupin asasinsi prarasitiaa Klen baik vang telal mda

maupun yang akan ikl di kemucizm hari.

Pasal [k -
Uniwm

Sclama Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pibak selagaimins

mestinya, klien menyetujui untuk:

i.

memberi kesempatan kepada Bank dusvatauswakilnya guss: meliskukan
pemeriksaan pembuokuan Klien, menyerahkan dokumen-dokumen asli scrta
mengirimkan kepada Bank alas biaya Klien segala sesnatu berkenann
dengan Pegjanjian ini; )

tidak melakukan scsuaty perbuatan alaw sikap yang meonguringi afan
meniadakan maksud dar pengaliban piutang serla pengikalan jaminan/
tonggungan dan kuasa yang diberikan dengan akta iai, menjual/mengalihkan
piutang-piutang yang telah disershkan kepada Bank kepada sizpa pun jugi
termasuk Bank sendiri; - ;
tidak melakukan suatu perbualan yang meoguringi dan menizdakan maksed
dari pengalihan pivlung scria penanggungannya;

tidsk melakukan suat perubahan apa pun atas perosahaan Klien, iermasuk
perubaban pengurus, pemegang saham atlau perubahan apa pun tanpa
persctujuan tertulis dari Bank;

tidak melakukan perubahan, penambahan atas perpanjungan jangka wakiy
terhadap transaksi yang antara Klien dengan Customer berkenaan deagan

_ pengaliban piutang ini;

ULl Soar Therjenian

Factoring dalam...,Ibrahim Sumantri,FHUI,2011



I lidak melakukan swatu pesbuatan atau sikap yang menimbulken berkurang-
nya nili atas harla benda milik Klien: _

g membeli kembali piutang-piutang yang telah dislibkan kepada Bank
bilamana piutang-piutang tersebul tidak diselesaikan sebagaimana mestinya
baik jumlah, wakiu mavpun cara oleh (para) Customer;

h. Di dalam hal Klien adalah suaty Badan Hukum maks setiap pl.':rubahlu
yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan harus terlsbih dahula
diteritihukan kepada Bank.

Sctiap perubahan yang dilakukan tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian
ini dan hak seria kewajiban Klien baik para pengurus maupun pemegang saham
fetap terikat padn syarat dan keicnlusn termuat datam Perjanjian ini,

Peagurus manpun pemegang saham lsma menjamin bahwa PegHus mavpun
pemegang saham baru akan tetup tunduk serta mematuhi selurub ketentuan
dalam Perjanjian ini.

Passl 19
Piutang-Pivtang yang ada (Existing Debt)
Para pihak menyetujui bahwa untuk piutang {pivtang) yang saat ini telah
adi alau tetah dimiliki oled Kilien disebut sebagai piutang berjalan (initial debi)
. dimiliki odch Klien disebul sehagai pintany berjalan (initfal debt), berlaku
kelentuan scbagai berikot: i
1. Klign hinm sepera memberitihukan secira tertulis kepada (para) Customer
" lembusan dilujukan kepada Bank,

2. Klicn mengikatkan din untuk membeli kembali piutang {piutang) dimaksud

dalam pasat ini bila {para) Costomer tidak memenuht kewajibannya pada

tanggal jalub (empo,

Pasal 20
Pennhanan atas pembatainn/pengakhivan
Diclakim hal saluh satu pihak Termaksud untuk membatalksn/mengakhiri
Perjangian ini sehagmimana dimhot dikam Pasal 21, maka Bank bethak wntek:
“memolorsfmenihan setizp jumlah yang diterima oleh Bank untuk diperhitungkan
dengan jﬁ:ﬁl:lll yaug menjudi kewajiban Klicn kepada Bank.

-

ak ] Peramicn Bengaknnn Utang Sl
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Pusal 21
Pembatalan/Pengakhiran

Dengan pemberitahuan

a. Verjanjian ini mulai berlaku pada Bmegiad i thin ikan
berlaku secara terus-menerus (dengin jangka waklu svinimal 12 bulan
scjak tanggal perjanjian ini) sepanjung para pihak tidak ermiksud
untuk mengakhiri Perjanjian ini. ‘ . :

b. Apabila satah satu pibuk bermakswl untuk mengakhir Perjanjiz ink.
muks masing-masing pikirk barus fezlehib dahnly memlsenstabukan
maksadnya secara testulis kepada pibak Lainnya dalam swakiu sekorg-
kurangnya 3 (liga) bulan sehetum maksud lersebut iRk samakare.

‘Tanpa Pemberitahuan
Menyimpang dari Pasal 21 ayat (1) (b). Bank berhuk uniuk mengakbin
alaw membatalkan perjunjian ini tanpa memberitahukan sl e gLl
menagih pembayaran segitln sexuilu yung lerulang: olele Klivn alau vang
menjadi kewsjiban Klien terhadap Bank berdusarkin Perjingiza ind cheaghn
seketika dan sekaligus tanpa somasi Ligi, hilimana wrjadiata tinbul salidh
sat hal stau peristiwa tersebut i bawah ini:

4. Klien mebanggar salu atau lehih dard site kelentuan dalin perganjisn i,

b. Pernyataan, sural keterangan atan dokumca yang diberikan dalam
Perjanjian ini (danfatau penambahian, perubahan, pembabantan alay
penggantiannya) dan/atau dalam picganjian jaminan yang berbubungin
dengan Perjanjian ini, ternyata liduk benar atau Gdak sesai dengan
kenyataan scbenarnya dalam atau mengenai hal {hal) yang oleh Bank
dianggsp penting;

c. Kliensemata-mata menurut pestimbangan Bank keiduan kevangannya.
bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikiam rupa sehingga
Klicn tidak dapat memenubi kewajihanaya lagi sesuai Perjanian ini;

d. Klien ataw orangipihak lain yunyg meaungpung slau menjamin
kewajiban Klien (untuk sehtinjuinys dischut Penanggung) berdasarkan
Perjanjian ini (dan/atou setiap penunbahan, peeahaliu, pombaiann
danpenggantiannya] mengajekan permobonan untuk dinyatukan dalam
keadaan pailit atas penundaan pembayaran ulang-ulang (Strseance
van betaling) kepada instansi yang berwenang aling lulak membayar
utangnya kepadit pihak ketiga yanyg telah ditagih (tnh wakio), alao
karena sebab apa pun tidak herhak Tagi meagmins dan mcngusai

323
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keKayianaya staw dinyatakan pailit atan suatw permohonan alay
© funuitan unluk kepailitu telah diajukan lechadap Klien danfatnu
Penanggung oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang;

- ¢ Klien atau sadah satv Penanggung dibubarkan atau mengambi)
keputusan anluk bubar, casy i meninggal dunia ataw izin usaha
Klien dicabut/litarik kembadi oleh instansi yang berwenany atau lidak
diperhaluruigliperpanjang tagi atau menghentikan usahanya atau
menangguhkan unlok sementar: vsahanya atau dinyatakan herada di
hawall pengampuan (ondercirntele gesteldy;

[ Kekayuan Klien aluu Penanggung selurubnya atau sebagian disita
e instansi yang berwajib;

g [Dadakan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan para
pemegang saham, dircksi danfatan dewsn kemisaris (bila ada) dari
klica taspa persetujuan terlulis kerlehih dahuby dari Bank,

Pasal 22
Pemberitalbuan Peagakhiran Perjanjian
Pemberilahuan pengakhiran/pembatalan Perjanjian maupun semua
korespondensi mengenai Pesjangiam dni dikirim dan diterima langsung oleh para
pibick (hy Aeneed) atan melaluoi Pos Tercatat atau melalui agen yang ditunjuk
(il aclakke abmat-ntamat schapai berikul:
Bunk: Bank ...l
Fachwing Cenier

Laksren HY 20
Rlien: o

Pernhahan alumat-alamat (ersebut di atas haoknya akan berlake bila
pemberitalian beriudis tetal disampaikan dan ditering oleh para pihak.

Fasal 23
Aktn-Akia
121 saanping Peejanjfan ini, maka berlaku juga: .
A Surl Pemvwaran tanggal

© Pab g Pe

o
b

danjian Fenpakuan Urang dan baminan-iarun 2
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b. Surat Penanggungan (Horgstefting) [T ) TP R PELE
g = -

Akt mans merupakan Bagian penting yi iskak terpixabkan Jdari Perjangins
Anjuk Piutang ind, yang tidak akan il o by ahtdcrsetnit dizdas,

Masal 24
. Biaya-Biayax Akta
Riays-biaya akla schubungan dengan Porganjian ini dinchankan kepada
Klien dan aken ditarik langsung olch Bank dungun pendelcln pala rekening,
(rekening factoring) Klicn yang ada padie Bank.

Pasnl 25
Iuass
Setinp kuasa yang diberikan oleh Klicn ki Bk sebagainans beriia
dun herkentan deagan Perjanjian i adal AT nperupakan b nlal vinge
lidak dupat dicabul kembali danfali btk dengse abe ag e el
tidok skan herakhie oleh Karena g pun lemisnk selszi ot e sk
Pasal 1513 KUK Perdaty. '

-

Tasal 26
Keteatuan Hukim
1. Para pifak scpakat hahwa mengenad Perjanjiasn ot din segal akilun
Lk vy lunchik padi hukum yang Les Bkl Dnchonestin
1 Jalam ba! timbul perselisihan, makd para pilak xetuju anluk naenye
lesnikan secars musyswarah dan hila viduk tercapai kal sepakat, maka

[

e ik seluju stk memilil cdomisili hukanm yange ket tiekak benbls
i Kanlor Panitera Pengadilan Negeri Ji

Demikian Perjanjian ini Jdibuil di Jakana pada hadi dan izl el
pada swal perjanjian ini, dun setelah dibaca dan dimengerl isinyi Lalu
distmbaaagani para piliak.

(NN 1k,
Thiank e s e nep s,
i
[}
330 Cantahe Contoh Sucat Petjanji n’
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Jakaria .

32 P kepad -

Dengan Hormal,

Penawaran Factoring

Sehubungan dengan permchonan Factonng yang sudah kami terima, inaka bersainag ik kami sampakan peoawaran
fasifitas Factoring tersebut dengan syaral-syarat dan ketanluan-ketenluan sebagai benkut :

1 Krediur P o—
2 Debitur L P, eeew————
3 Bentuk Fasiitas "t Factoring f Anjak Piulang) L
4 Jaminan ' . Tagihan Piutang.
% Piaford © Maksimuin Rp. 10.000.000.000,- {Non Revolving).
§  Sukubunga L 15.5% Elektift . (Floaling). Bewtserkon 1y, fale £ N
. ety b o - Fal
7 Jangka Wakiu : 12 (Dua Belas) bulan.
B Syarat Penarikan . Menyerahkan surat sanggup / Promissory Mote, Sural permohonan untuk

penarikan tersebul Daftar piutang dengan lampirannya berupa folocopy Girg-
giro mundur dari konsumen Debitur sesuai dengan Daftar Pitang .

9 Denda Keterlambatan - 0,2% per hari dari jumlah tunggakan. !

10 Biaya Adminisirasi o 1005 % (Rp. 100.500.000,- = Seralus Juta Lima Ratus Ritu Rupiah)

11 Biaya-biaya - Biaya notaris, biaya pogatonan, dan Liaya-boya kan yang dipedukan
unluk mempersiapkan dan  melaksanakm pajanjian ini akan

dibebankan ke Debilur,

4

e e ] ‘
o T
Factoring Walajyiundemegiy: - aiisibainn 1
e S

E.mail
Y oheae - I —



12

13

14

15

17

18

18

20

Pajak-pajak

T

Syarat-syarat dan ketenhian
penankan f pencairan dana

Jarminan (Collateral)

Angsuran + PPN dibayar
setiap bulan sbh

Kewajiban Debitor

Fembatasan

Jangka Walkiu

Pengakhiran yang
Dipercepat (Early
Repayment).

-

L o T e i
2 L
Setiap pajak yang limbul karena perjaniian ini menjadh beban Debitur, sepeni
PPN atas bunga 0.5 %.

Sebelum  penarkan / pencairan dana, SARPREEENRENEEGy

menerima asli dokurnen- dokumen sebagai benkut ;

a. Perjanjian Factoring dan Fiducia atas jaminan tagihan piutang berul
lampiran

b. Surat Sanggup {Promes)

¢. Sural Permohonan penarikan Dana

d. Daftar Piutang, PO, Surat Jalan dan Nota Tagihan,

e Dokumen-dokumen lainnya yang diperukan okeh Kreditur.

a. Jaminan Prbadi para pemegang saham {proposeniil)
b. Cek/Giro mundur

3

Lihat Jerwal Angsuran Tedampir.

a. Menyerahkan |aporan Kellangan bulanan { in-house)

b. Memberikan informasi yang sewaktu-waktu dibuiuhkan oleh Kraditur

¢. Mengijinkan Kreditur untuk memeriksa catalan keuangan Debitur

d. Membayar seluruh jumlah yang terhutang apabila lalai dalam membayar
pokok dan bunga yang jatuh lempo, kondisi akliva £ usaha Debitur membunsk
sehingga menurut penitaian Kreditur menghalangi kemampuan Debilur untuk
memenubi kewajibannya.

Terhilﬁng sejak ditanda-tanganinya Pefanjian Kredit ini maka Debitur tidak
diperkenankan untuk merubah susunan pemegang ssham dan penguris tanpa
perselujuan Kredilur ferlebib dahulu.

Surat Penawaran ini beraku dua minggu dari tanggal Sural Perawaran
ini, selelah lewat tanggal tersebut, maka  Kreditet  berhak  untuk
merupah  dan  atau menambah  syaral -syaral dan  kelentuan -
ketantuan ataupun membatalkannya.

Biamana Early Repayment terjadi bukan pada saat jaluh tempo angsuran

bulanan aka bunga beralan atas angsuran bulan tersebut tetap harus
dibayar penuh,

e
a

O R 4
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m

20 Jumlah yang harus dibayar :  a. Biaya Administrasi Rp. 100.500.000.-

pada saat penandatangan b BiayaNotads £  Rp. 10.000.000,-
Perjanjian Fasifitas. ¢ PPMatasbunga Rp. -
d Bunga Bp. -

Jumlah  Rp 110500000 °*

Bilamana semua syarat dan ketentuan tersebul di atas dapat diterima, mohon Surat Penawaran ini ditanda langani di atas
malerai Rp. 6.000,- dan diparaf pada setiap halamannya serta dikembalikan kepada kami,

Dermikian kami sampaikan, alas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

-

T2E

Hormat Kami, Menyetujui
SRR - :

—— i
ir¥ktur ]

.,

L]
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PERJANJIAN ANJAK PIUTANG
(FAGTORING WITH RECOURSE)
Nomor : 29.
- Pada hari ini, it Pulud 1(0.45 WIB {sepuiub lowat empat puluh ima ----
imenit Waktu Indonesia Garat), tangg:! i e SRR

_ Berhadapan dengan say:, Sy - .- ;

Sarjana Hukum, Notaris AP <! :11cjr wilayaty jaaby i oo e
meliputi selurun TN dengan dihaclin oleh 2 {dua) orang  ~---——-

saksiyang namanya akan disebul pada bagian akhic akla ini | w--omesoseees

I Tuan SenekkiSkhellmeRg swasla, lahir di Jakara, pada tanggal --

PT.XY ).

b1
1 TR R e e R T TR AR LT TR R L R e ] b L TP TR T TR VLR L o

i Kenakiman dan Hak Asasi Manusiz Republik indonesia tanggal ----=---=-

| Y a0 G - e CRBEER—

© . Akla tanggal 2V m .
i rﬂyang dibuat dihadapﬂniNyony“ ..............
| MR Sorona Hukum, Notans ¢i Jakarta, Laporannya lelan di =eer
terna dan dicatat oleh Departemen Kehakiman dan FHak Asasi Manusia

Republik Indonesiz pada tanggal g { MR .
Factoring daiam..Toramim-Semantri, FHUI,201 1



N

—
sembilan), Warga Negara Indonesia, vang memberikan kuasa datam --.-

jabatonnya selaku Dirckiur, dort dhmn kareasinya mows kil Direks) -

. bertindak untuk dan alas nama Perseroan [erbatas PT (Y -------
M. berkedudukan di Jakacta, yang Anggaran Dasarmya -
Ty LR

terrmal dalan  comm e L

;5
- Berita Negara Republik Indonesia, Wrlaos s | aEms?
Fs 9

' 1
Tambahan nomor CRIREREER dan perubaban-perubaban selanjutnya ----

r

dimuat dAIAM BKIA © oo e e

- Akt tangga! S AR ) oror R - -
yang dibuat dihadapan isieteksiiiniiainihlntetilmtl - -—-.---...-

. p .| Sanana;Hukum, Notaris di Jakarta, dan lelaoh mendapat Persetujuan -—---
. . - & dari rujenteri Kehakiman dan Hak Asasi Monusia Republik Indonesia ----—
' ? tanggal SR | e ) 1\OITIC - e s mrmree 7
. (R | 5 laporannya tedah diterima dan dicatal --—

Pl '

oleh Departernen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----meomm-—
Indonesia tanggal (ST | guutleimeiaiag RSN 1111} -
- Akla tanggal ilntaeiliiie RN )
rqummigyang dibuat dihadapan RN = Sarang -

Hukum, Motans di Jakaria, dan telah mendapat Persetujuan dan Menler

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repuhhk Indonesia Langogal --------—----

i gl () Sibuat dihadapan Ny ooy i, .- .-

| S, S orona Hukum, Nolans diakarta, Lapoarannya telah di -----
terima dan dicatat aleh Depatemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia pada tanngal WesGeind | s ... .

Factoring dalam...,Ibrahim Sumantri,FHUI,2011



dua) nomnor ey -1l elah diumumban dalam --

Berita Negara Republik Indonesia tangg: Mg’ { P -
SRR ) nomor @8 lambahan nomor ERal -----------
- Akla tanggal SRR (EmanheEeE—— } norior gidan @9, -

keduimya dibual dihadapan Nyonya ARSE s ---- - -

b Sarjona Hukum, Notans di Jakant | ----------ooommomgmesmmsssmmsremrgmosommmn s

- Akta tanggal G esipyiipemmmhat) ncrior @ ying -------
dibuat dihadapan Nyonyaw_ SN = e v
Hukum, Motaris di Jakata, dan laparannya telah diterima dan theatat ----- 4
oleh Departeman Kehskiman gdan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, pada langgal Tinbfafiil ( TR | 1077
I m R o e

- Akla langgal M_M] nomorgil ---
yang dibuat dihadapan h Sarjana Hukum, Kandidat -—
Motaris, pada waktu ilu pengganti Nyonya STy - -
VPR Saorjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan laporannya telah ----
diterima dan dicatat ocleh Departerpen Kehakiman dan Hak Asasi -——---
Mapusia Republik ndonesia tanggal finleniAasmmmisimnigges —---
AR | 1,01y AR -----——----- -
 Akla tanggs] TR ———— 0170 -

- Akla tanggal WD -gamaddnsleeaddiinistiosdatiidty -

nomaor ‘ e oo A e e S e e R e e o dm g S e o s s e
- Akt tanggal (PR, [ ke D, -
nomor $R ketiga akta tersebwt dibuat dihadapan P — --
Farjana Hukum, Notans diglakarta. . ket
- Yang Jaluk melakukan tindakan hukum dimaksud dalam aktd ini telah -
incndapat Perselujuan Jdan Komisaris, sehagaimana ternyata dalam ----=-
sural persetujuan, ying dibnat dibuawah Gingan bermeterar AR -

tezrtaanggal har inn, yangg Aslawya cifeks o padn minula aktz TR PR S

——

--__—__'——-—
Factoring dalam...,Ibrahim Sumantri,FHUI,2011




Facto

" ntuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut ; -oeesm

PT. Of6.

—

- Yang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta im telah mendapaot

parselujuan dani Dewan Komisaris, sabogaimana termyata dan Sural ----—-

Feasatiujuan Komisimes yang dibeal it e Bggaan, Deormetbe o gokigy, -

yang aslinga dilekalkan pado rminub ok e kisemipaloyao weetoonaal --—-
ring dalam...,Ibrahim Sumantri,FHUI,2011

17 -04-2008 (hujuby teelees Apnl dua b dedopem) - 0 - e R

.



21-04-2010 (dua pululy sabu April duas vy sepuluh), Warga Negars —-

£l

indonesia, sermentara berada di TANGErang. r-sem—-ssemeemmessese s~

24-11-1.

Warga Negara Indonasia, sementata ve..a. .

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini beriindak daiam jabatannya --

e

£ o sebagaimana tersebut, dari dan karenanya mewakili DireKsi -----sm-xmmmameun

bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas

PT iR berkedudukan di Jakarta, yang -

anggaran dasamya termuat dafam ; --———--

- Ying untuk melnkikan UNOAKAN UKW CERITIT DKL IO WGIIT G agsm
. perselujuan dan Dewan Kamisares, sebagainmana ternyala tan Surat -----
Pursetujuan Komisaris yang dibuat dibow. iy laingan, bermeteral cukup, --

youiy ashinga dlekatkom pada ninuby okl keempatny terrlensggeyaal -ees

17-04-2008 {lujuh bedas Aprik duis rbo deligaiing, oo ooemmmm s mmannesososemens

Ty

 ——
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21-04-20110 (dua pulieh satu Apnit coa ribu sepaluh), Warga Nogaora ---

24-11-c.

Warga Negara Indonesia, sementald v, ... .

-Menusut keterangan mercka dalam hal int herindak datam jabatannya -

-’
-

- . sebagaimana tersebut, dart dan karenanyn miswakili Direksi —=eem-—- oo

-

bertind3k untuk dan atas nama Perseroan Torbatas — - reesee o

PT w berkedudukan di Jakarla, yang ---------—-

anggaran dasamya termuat datarm ; --------- . R o —

Indonesia, sementara berada di Tangerang. - s 2
I

)

|

i - Yang untuk melakukan IRdakan TURUm oiiaem e G s nopse

|

persetujuan dart Dewan Komisaris, sebagaimana ternyata dan Sural -----
Porsetujuan Kemisaris yang dibuat ditzavsh tangan, bermeterai cukup, -

yanit aslinya dilekatkan pada muauta kb, keempatnya tertangg)al -----

17 -04-2008 {tujuh boelas Apnl doaeibu Sdeligea) - SR R

e ————
—_—
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21-04-2010 (dua puluh satu Aprid oo sepuluh), Wairga Megara ---

Indonasia, semantars berada 0 TANGerain] - cememcoccecceeicaes ©

24-11-..

Warga Negara Indonesia, sementa ve. o .

-Menurut keterangan mercka dalim hat ini becbndak dalam jabatannya -

-’
-

. s sebagaimana tersebiut, dari dan karenanya mewakili Direksi --———-——ceveaes

tertinddk untuk dan atas nama Perseroan Terhatas e s eeeemmaeees

BT wberkedudukan di Jakarla, yang -----m-mn -

anggaran dasarmya termuat dalam & -« ---sms s e e e

« Yang untuk melakukan tindakan NUKUM Q1AM GKiz i el nie /apa
- persetujuan daci Dewan Komisaris, sebagaimana ternyala dari Surat —--
Persetujuan Komisaris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, --

yang aslinya dilekatkan pads minuta akto ini, keempalnya lertanggal ----

17-04-2008 {tujuh brias April gua ribu delapan). ---———--- o or v s

i

e A
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rangan pada para pendghadop, lidak adas Benta -

) ] o lain selain yresg) disecbalkan diodas -

T 1[0 01 o] T SRR
Ssebut ;- i R
N MASHI-INASHY) -
~ebagail berikut | ----
qdap -wamm-——---
o
- 2, yanig, dibuatdibadec
Motaris di Jakarta, yan
telah _diterima dan dicai
Jenderal Administrasi b
Manusia Republik Indo .
{dua belas Desember d. Ii
_ Dan tarakhir dirubah d-
tujuh Fobruari dua ribu ©
GUNAWAN, Sariana Hu '
mana hinggs saatini bel A
OrWENZRg. -
- Yang untuk melakukan tlindakan hukum dalam akla ini lelah mandaps
persetujuan dan Dewan Komisaris. sebagaimana lemyata dan Surat -
Persetujuan Komisaris yang dibyat diliowanls tangean, hernetaral cukup
yang aslinya dilekaikan pada nurnel .kl i keempalnya tertangaal -

17-04-2008 {tujuh belas April dhuny ol Juhapien). - e semmmrmoaRnTT AT

i T T
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—are="

.—-'-'---‘._
- Dan menurut kKeternngan pads pacd penghee bag bidok aela Berita -———---

Negar: danfalau akta-zakta lain selain yimug etz thiatg - e
yang diperlinatkan kepiadia saya, NObiris, —---o- o coonoo s oo

. - Umluk selanjulnys dafam akta ini disebut - oo e

FeEs R s s B LIENT seoe s s s e
- Para penghadap tetap bertindak dalam kedudukan masing-masing -—--------
tarsebut diatas selanjutnya menyatakan teriebih dahule sebagai barikut @ ——-
- Bahwa CLIENT dari wak!i keswakiu mempunyai Exgihan tarhadap ---=-ame----
orang-orang atau badan-badin hukum serta Lentuk usaha 1ain yang -------.--
membeli atau alay dengan cara lain menanmi produk At s yang ---r----
diberikan oleh CLIENT kepada Fihak-pihak tersebut (selanjutiya disebut ----
"Pihak yang harus membayar Pivtang” atau "Customer) - oo

-’

3 I é&ahwa iadalah suzitu Per'usah:san yang hergerak dibidang usaba —----—-
pembeﬁarrfasilitas d_an jase::ceuangan yang memberikan fasilitas Anjak -—--
Piulang atau FACKINNG. ==--nsssmm e st s e o e
- Bahwsa CLIENT telah menyatakan kehaadaknya unluk menjual atagy --------
mengalinkan kepada . Piutang atau tagibarnya kepada Customer ——--
dan.-lelah menyatakan kesepakatannya untuk membeli atau mengamiil
alih piutang alau tagihan tersebut dengan Plafon maksimuim $ebesar «--------
Rp.10.000.000.000 - (sepuluby Mifyar ropiaRny - csemrerse s oo oo
- Maka karananya atas dasar kesepakatan-kesepakatan dan pernyatasn-—--
pernyataan lersebut diatas, kedua belah pihak $et:1ju untuk mempuat dan ---
| melaksanakan Perjanjian Anjak Piutang ini dengan syarat-syaral dan —-—------

kelentuzn-Ketentuan i DAWAN Ni ; seessssraeresssncomesemss oo ameeas

T TSN, 10| | WISITERSTHSISPE R —

S GO - -3 X)\1 .5 7 N [ R

1.1. CLIENT dengan iri menawsrkan sebagian atau seluruh mutarg alau ---

I tagihannya kepada Cuslnmer sesuai dengan konlrak-konlrak alau ------

porjangan dengan Customee (selanjutiya dissbut Pulang”y untuk -—----

Factoring dalam...,Ibrahim Sumantri,FHUI,2011



e —
dijual atau dialihkan kepada., konlrak-hontrak satoy perfmian-—---—-

perjanjian anlara CLIENT dan Customer lersebul selanjulnya disebul --

- *Perjanjian”. it e e

1.2. Satiap penawaran Penjualan atau Pengalihan Piutang harus --------see--
sudah memenuhi atau selalu telah dianggap ditawarkan dengan ---------
memenuhi syarat-syaral dan ke.tenIuan-k{zlemuan'sebagm berikut © -—--

a. Piutang merupakan suatu piutang atou kagihan, sesuai dengan ——--

.syarat dan ketentuan perjanjizn, yan eelat ada dan dapat ditagih ~---

peambayarannys pada suatu waktu Lerlentu | AN =rammmmoco—ammem e

b. Piutang timbul dari suatu perjaniian yang sah dan mengikat seta ——-

dapat dilaksanakan lerhadop piliik-pahok didalnnya dan -------mmee-e-

E pembualan perjanjian serta pelaksanaannya Wrlak melanggar ---------

,,-ketentuan hukum. perjaniian atau dokumen lain yang mengikat -—----
-

pihak-pihak dalam perjanjian ; dan - e

1 . Piutang mempunyai sual jangka wakiuy jatuh [mpo --—-o--sseremmmne
RGO E 2 iy o S e i S e S R A
i (| Perjanjian mencygaskan sehals tinluinya piutiang, Memein .
jenis barang At (s yiony) dibesrik i odeh CLIGNT, jumbish - oo —--

piutang {kuantilas) serta mutu {kualitas) barang, dan menegaskan --

adanya suatu syaral pembayararn yang pasti | dan -«------eeseommomeenee
‘ o Seluruh dala, pernyalaan, laporan dan semusa dokumen yang -------
" menyangkut peliksanaan, dan dapat ditagihnya pivtang telah --—---
lengkap, benar dan dapat dilaksanakan | Gan --ssr-r-—msmm-moasamm=ss

l { CLIENT tetan meryerahikan knpada‘ lakiut tagihan aslh «----—=
: yang ditandatangani kepada Customar sehubungan dengan -

piutang, berikut dengan dokumen Lyin yang memual Perician «--w=---

pelaksanaan kewajiban CLIENT Lerpacla Customier dan Dukll --------

I diawri pelaksaninan terschut | dan - cooemseemmmees seeemessmeee e mmrm e

[ g. Trdak il orang alau pibak Lo yrmgg berbak alau ikut mermiliki ---
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piutang, dan bahwa piutang bebas darl Jn e e bincoungn, ------

sitaan, claim dar pibak mana pun juga ; dan - ———-—seeemees e
h.CLIENT telah menyerahkan kepada ffJ copy yang —--r -
ditandatangani atau disahkan kebenarannya dleh CLIENT -
dari perjanjian yang bentuk dan isi perjanjian, dan demikian puia ---—
dengan pivtang tidak akan dirubah, dimodifikasi, dibatalkan, ——-sex----
dikurangi atau diberikan potongan, atau diperpanjang masa ——--—--—--
berlakunya, tanpa izin tertulis lertlebih dahulu dar. sl s eitan
i CLIENT telah menyerahkan kepad: Sl suaty daftar dan - - -eemmeeeee
Customer berikul dengan rinclan lengkip dan pivtang yang ------------

harus dibayar cleh masing-masing customer serta relerenst -« -se--—-.-

| kepada perjanjian yang menimbulkan piulang | dan «ueeee--ooooosseeees-

) | j. Tindakan atau dokumen lain sebagainana diminla Secara wajar ------

e

. oléhYildalam rangka pefaksanaan hak-haknya menurut - —-s-s---—--

Perjanjian Anjak Piutang ini. ------=------------ ==
I 1.3._ Penawaran atas piulang tersebut dalam pasal ini adalah berikut --==cv---
dengan pengaliban hak dan segala manfaat serta keuntungan yang ----
timbut dari pivtang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian atau -----—--
ketentuan hukum yang beriaku, termasuk tetapi tidak leralas pada ----

bunga, denda dan biaya yang menjadi hak CLIENT dan lelak —weammrmm-ar

dizlihkan kepadadifilémenurut Perjanjian Anjak Piutang ini, -------==--=--=
LY
1.4. Piutang yang ditawarkan kepada 'merupakan piutang yang --—------

hanya dapat dibayar dengan vang lunai atau dengan Cara --sw------—-—---

pembayaran yang telah diselujui oleh @ can karenanya tidak -
merupakan piulang yang dapat diperjumpakan atau diperhitungkan —---
dengan hulang CLIENT, prestasi alau pemenuhan kewajiban lainnya --

dari CLIENT, barang-barang, jasa,-jasa, komisi, blaya, denda --—-----m--

i1 SEBEGAINYAL -t ot st m o s oo s oo o s
i

t e e s e e s s e = TR ) o .......‘..,.__..______,,,,___.-_“---_____
-_-_-_-___-—-_-__'—'——-h
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sresrmnten oo . PENERIMAAN PENAWARAN - ocomee oooone oo
21, .dapat menerima penawaran CLIENT $eDagaimana — - v mwan
* dalam pasal 1 diatas, dengan ketenluan Naiwa © cweee o oeeaeeome

a. Syarat-syorat dan ketentuan-ketontuan sebavainimnn dinn ksl ----—.
tlalam pasal 1 .2, 1.3, dan 1.4, diatos tidliah berpenuhi seluruhys -

dan dapal dilerima r.:ter'.: T

b. Penawaran CLIENT fidak musbebitn philon teifities Anjak Piutarg ------

yang tercatat pada pnmbukuan.pr-u.i::u ST OCTAWIIRENE - e
RN | - e e e

Plafen tersebut ditentukan setiap ihua oleh . ETH e 1) 1 SR
bertakunya Feqanjian Anjak Piubueg wi | ifien oo oo

-’

¢. CLIENT telah mengikatkan/menyerahk:n penagiliam iitas —-eee—.—

i piutang kepada cusigmer sesuai dengan ketenhean perjajian -——-e-—- -
dan menyerahkan secara lengkap bukti-bulkdi ---- .- ---
penagihan tersebul | dan e oL

d. CLIENT telah menyetujui dan untuk rraksud tersebut telah —-———veme

i memual suatu Surat Kuasa Khusas, yamg memborn KUsisi —co-ccooaaeem

kixpada .untuk prengalinGn S s MBI yaney - e

ditrerikan aleh custonwer kepesdo GLIE M omuk TOETTRAETAEY. - omeome oem

PEUNAS AN DIULAMCL — oo e e

-

2.2. Penerimaan penawsaran tersebut selalu dengan syarat bahwa ------nnca-

CLIENT wajib untuk membeli kembali dan membayar proland yang -----—
ikl dibayar karena alasan apapun kepsida . talam jangka waokiu -—
14 (rmpat belas) hari setelah langga! gt lenmr}n?a PEMUAYRATAR -=-m--
sualu piutang atau jangka waktu lain yang disetujui oleh .

senilai dengan nominal dari masing-inasing puitang yang lidak -------vn--

gAY ar BBrSEDUL et e ———e
‘ 2.3. Penerimaan penawaran bersebod ninh.ugm selala doermgauy --ceae——

| syirral bahwa .ﬂempurwai Pk Ot LUK wemee L
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i.  Setiap saal, mempenumpakan atau momperbiiungkan pivtang ------

i yang tidak dibayar oleh customer kepad: Sl segera sehelah c-aeee.
lewatnya waklya jaluh tempanya pembansaran sualo pidtang ot -
jangka wakiu lam yang lebih lama sebagaimana dilelapkan oleh -—-
4 =cndiri, dengan piutang lain yany belum dibayar harganya -----
D|Eh. koot GLIENT  semsmesimmm st e s s s ariss
-Dalam hal demikian . brerhak unluk 111.E-nerima pembayaran -----
atas piutang yang menggantikan q_iutang yang lidak dibayar «--------

tersebut kepada CLIENT ; atau —---c-commcmemae o nrmaerima s narr s mmasannas

i, Menjual alau mengatibkan kembah piutang yang tidak dibayar —-
pleh customer kepada CLIENT yang waijib untuk segera --------—-----

g rmembeli atau mengambil alib piulang tersebut sebagaimana --——----
" ' dtmaksud dalam pasal 2 2, Perjanjian Anjak Piutang ini dengarn -
. harga nominal piu;;ng tersebut, walaupun semula piutang dijual ~-
atau dialinkan kepada 'dengar_l harga yang kurang dari harga --
nominal dan piutAang ; AlAU sm-emervmsmcrsres i en s s e s e e e
iiil. Tetap menagih pittang dari cuslomer sesuai dengan ketentuan ----
‘perjanj.ian ini untuk petaksanaan opsi dalam ayat {i) di atas, «-e-ceea
maka sebelum piutang yang tidak dibayar oleh customer tersebut --
dibeli atau diambil alin kermbali oteh CLIENT maka CLIENT --——---
dlengan int mengaku berhutang kepada.untulk jumiai ------------
piutang yang tidak dibayar oleh custonper wsebol, -aa-vooemeeemeeoo-
dan untuk cimaksuod ersebUl ! - e e e

a. Perhilungan ‘.(Jan laporarsya Fopada GLIENT ataa --———--

jurniab potann yang tidak diboegar aleh (:LJ!HUI"I'HL‘F -------------------
marupakan peshutungan yang el oo mengikat CLIENT ; dan
b, CLIENT den g ini meember Foosa penuhodan khusus - ------—--
kepada iR untuk dan atas juenlon pistang yang lidak ----—------

dibayar vleh rosdamr tersebab, kb dibat untyk --eeeee- -

—
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e
mermenuhi ketentuan pasal 224 H LI s e

-Dalam hal Surat Kuasa lain dibutublkan, CLIENT seliap waklu,

atas permintaan’. wajib unluk membuat Surat Kuasa ----—---

1 dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh [ LORE——
i 2,4_'berhak pntuk setiap waktu menaiak (nduk penenmaan ------—--—-—-

suaty penawaran alas sualu pivlang yang menurut pertimbangannys -

sendiri mempunyai resiko linggt, plafon thbunan ying telah - --e--emeees

diletapkan ‘Eﬂnmpaui ata karona alsan B0 PP seeeese—a———

| 2 5. Selambat-lambatnya pada tanggal sepuluh (10} seting bulannya, - -

1 .akan mambuat suaty dallar patang yang telab diterima oleh ‘
untuk bulan vang lale, daftar mana merupakan satu-satunya bukti atas
piutang yang telah dibel atau diambil alin nleh.
dan :karenanya merupakan satu-satunya flasar bagl pembayaran -------
hdrga piutang oleh @k kepada CLIENT, menurut ketenluan ------—----
pasal 5 Perjanjian ini {daftar selanjutnya disebut “Daftar Piutang'), ---—-

Kecuali CLIENT dapat membuktikan kelidak cocokan dengan --ss-s=----

bukti-bukti yang sah dan lengkap, -----------essrmsmr—mmmomsunmms o oonn e
2 6. Jua Bel atau pengambil alitan piutang dianggap berlaky -os-----momroeems
.dan mengikat para pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang I -mmm - e e
d~lam hal dan VAT S s S L R e L s S SR e e

' i, Surat pemberitahuan CLIENT kepada customer sebagaimana —--—--
dimaksud dalam pasal 2.1, {d} F’erjanjiﬁn Amjak Fiutang ini telab -——

disetujui secars lertulis cleh cuslomer dan

i Daftar pivtang teioh dibuat oleh TR —-eveeee e B S

------------- Pasal 3 ----—-—smsramvo oo oot e e
aeeemsmsmeeeemmmmmmmme e oo JAMINAN CLIENT coemaarenonneeees
- CLIENT dengan ini menyatakan dan imenpamin kepadz i sclany -

Berkakunygn Parjammnion e st mmmmmmm e ccsaaa oo—oo-osni—oddsremes

L\
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| d.

B

Bahwa piulang yang linbul dari perangs. ny ok olah seaie piotangg —-----------
komersial yang berasal dasi suatu Peiayian yong sah, mengikal dan ----
dapat dilaksanakan kepada pihak-pihak dilim perfanjian | -----------e---
Bahwai semua dokumeny yangg imenyanokal gors b pating telsty -- - -
lengkap dan menjamin dapat dilakukannya pembayaran piutang | ---------
Bahw:: pembuatan dan pelaksanaan peranjian tidak melanggar -----------
ketentuan hukum yang beriaku, perjanpian anlara para pihak didalarmnya,
atau Kepulusan Badan Peradilan stz Arbilerest yang mchbalkarn para ----
pihak didalamnyn | - s e o e e oo
Aahwa tidak telah lerjadi S-I.IEIILI cidera janjs alas =alu alau lebib Kelentuan
perjanjian ini, baik karcna lewatnya wakin ol karena tidak -----—--—---—--
dilaksanakannya suatu prestasi atau karen:) schab 1ain | ----emmemmmm oo
Bahwa ti::Iak telah tarjadi suate keadaan pemaksasan slav kejadian lain -
yang menghambpat alad ¢ fn'ernpengaruhi petaksanaan dan pemenuhan -
ketentuar-ketertuan perjanjian, dan dianlisipasikan lidak ada keadaan --
atat kejadian lain yang dapal menghambat atau mempengaruhi ----------
pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan-kelenfuan parjanfian { --.--c-e-----
Bahw:t pivtang merupakan sueatu piulang yandg timbul dar suaty -
pelaksanaar presiasi alaa kewajiban CLIENT yang sesua dengan «.---
syarat dan kKelenluan peianfian | «---cc-messsrssermrmes s s s oo oo -
Bahwa penagihan putang oleh atau pembayarannys kepada.tidak -
menimbulkan kewajiban hagi @ ook melc:;kukan preslasi atag ----——-
memenohi kewajiban apapun kepada customer alau pihak f2in manapun
mcnurut ketenlsan pgorgaegiaws ol Tk yang berlaku | - —meen
Bahwa tidak ada suvaly ketentuan apapur dalam perjanjian atay ------=----
dokumen 1ain yang menghambat atau menghalangi penjualan atau ----- =
pengalihan pivtang dowl GCLIENT kf.!ﬂiltl-‘.l‘; el T
Bahwa tidak ada pihak [ain yang herhak atau lurot berhak alas ------eee-er

pilltang kcGUHH-. S SN e et mmmme medmm—Em—mmm-mm—aalE maramm—EEIES—w—

Factoring dalam...,Ibrahim Sumantri,FHUI,2011



Bahwa piutang tidak terlibal dan ka;unarwa hebas dan jamingn, —--=----—
pertanggungan. silaan, sengketa, polangn, dalam bentuk apapun dan --
Gt} IhEk MARAPURN | -wreseeemoorressees e
Bahwa meskipun hak uniuk merubalt slau melokukan mcdifikast Al -=-
perianiian dimungkinkan menurut sy ot dan ketenluan perangian, -
CLIENT, dan tustomar Ldak ok mekadkad ¢ subabian, porgurandin,

mocdifikasi, potongan dan penundaan atie. gyaral dan kelenluarn -—---===
perjanjian tanpa iny forlesbily diahiutu thin i IR cemonemmmemmoeem oo m e
E:a'r;wa CLIENT dan Customer g oo ingg tidik sedame berada —---—
diilum keadaan tdak marmpu el e L [RLEFEEANGE: Van Beating), —---—--
kwadasi, telah mernyeluiul Pproses pooaihtian, kendaan sebagamana --=--
dimgksud dalam pasal 47 Undang-unding Hukum Dagang atau keadaar
lain yang dapat mempf.:ggaruhi penibayaran piutang atau dapat merubat

-

keharusan mengenai kepada siapa [puling marus dibayarkan | -

 Patwa CGLIENT dan Customer masmg-miasing tidiak melakukan TTHIFCIET.

Konsolidasi, reorganisast atau merehah slekiur pemegand sahamnya -
secara substansi tanpa izin telebih dallu dar o T SR
Bahwa CLIENT dan Customer lidak terlibat dalam suvatu perkara —------
Eyesrelala, Piding, Perpajakan alzu Lannya yang dapal merubioh - -mm-m e
keharusan [m gend kepada siapa putg harus dibayarking oo e
Buahwa CLIENT dan Customer masing-masing lidak akan menghentike

LY
Aty sesant salbslans prreru ettt ke ol e sl e Lange e tentulis -

doar Tl - e ssecsnos s mmmnedd) o be s SRS S
Batrwa Customgd mcrupakan mikr ke yang banatide da;un dapat -----
diandalkan dan CLIENT. tan bahwa Customer tidak pernah secard ---
sangaja atau [Alal, artuk tidak miliksonakan kewajiban-kewaban --—
kapada CLIENT, din sedanuliyi n n:rw;l;_ekun dan manjarn hahwa -
Customer akan seliiu menepali kiwaphanimyga untuk memayar -

U.ll.ltfr.\ng kﬁpﬂ‘li:l-. R R SRR S e
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Bahwa segala tuntutan, klaim, gugatan. alau sengketa yang menyangkul
hubungan antara CLIENT dan Custemoer meruapakan Lingaungsmwsb - -
seluruhnya dari CLIENT, dan karenanya CLIENT membebaskan dan ~—-
m;;:mberikan génti kerugian kepada i atas seyala kerugian dan biaya -
yang timbul sehubungon dengam ketenbogm, kaim, guoatan alin - -

SENGKEL ersebul | e s

wrrmrarrrarroacramaraenarrrran-as emememee s PPARA| A e

4.1,

---------- PEMBAYARAN PIUTANG, BIAYA BUNGA DAN BIAYA <omenneees

__________________ — ADMINISTRAS] DAN BIAYA LAIN-LARN —-creeremmnacas

Dralam Surat Pemberitabuan kepada Customer mengenai penpualan -----
atau pengaliban piutang menwrut pegangian ini, CLIENT witjit ----——ees
rmencgaskan pambayaran piutang kup;!rjn‘. yaifu dengan o -----—
mengangsur dalam jangka waktu 12 {dua belas) bulan lamanya ---------
te:rhihjng mulai tanggal 21-05-2008 {dua putuh satu Mai dua fbu ----ea-
delapan), selanjutnya setiap tanggal 21 {dJua puluh satu} alau pada ---—-
setiaf: akhir bulan berjulan dar bularn-bukn Benkutnya dan terakhir -------
selambat-fambatnya pada tanggal 200008 200% (dua puluh satu April dog-
ribu sermbiland, dengan soku bungas sebesar 1525 % (ima belas kome ---
lima persen) perlahun atektif (floaliog) m Arrears. Untuk seliap ----------
keteriambatan pembayaran angsuran inokit LI:L|EN akan dikenakan ------

denda keterlambatan sebesar 0.2 % (il kumg dua persen) perhari, -----

yandg dihitung berdasarkan besanmys jumlab angsuran yang lertunggak. -

- Jangka waktu tersebul dizdas akan ada porobalian disesumkan duengan
langgal pencairan giro yang dibayarkan oleh CLIENT kepada BIM, ——--
untuk perubaban jangka waklu tersehd sk diboatkan akta perubahan

yang (uga mearupakan sotu Kesauon dengan eianen wil - oo

- Besoenya angsuran pokodo, Bungae o pogak pertambabian il -2

sebasar 0.5% (nol kon lima persen ], scsoqn emga oaftar aemsuinn -
! 4 ']

:_____-_"————-—.._
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yang ditampirkan deant dikzkatkan pada minula akla ini sehingga ===~
b ] merupakan satu kesatuan yang lidak lerpisabkan dari perjanjian ini, -----
‘ 4.2,_B'IM sewaktu-waktu berhak mengubah dan menstapkan suku bunga ----
] tersebut diatas tanpa pemberitahuan teriebin dahutu kepada CLIENT -
dimana Penelapan@iit atas suku bunga 1ersebut mengikal terhadag ----
CLIENT, dan CLIENT setﬁju unluk memisayar bundga tersebul diatas -

tiap-liap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran pinjaman -----

pokak CLIENT nada M. e e T
4.3, a. Sejak tanggal diterimanya Surat Pemboritanuan tersebut oleh ——-------
custamer, CLIENT wajib mengusahakan bahwa semua piutang «------—
hanya dapat dibayarkan kepada " e

. ' _ Eil karena alasan apapun pembayaran piutang letap -=nm--emrrommems

“ditakukan kepada CLIENT, maka CLIENT waiib untuk gaiam -----==-—=
waktu 24 {gua puiuh empat) jam membayaskan kepada@ --——--—

dengan cara lersebut dalam pasal 4.1, diatas, demikian itu lanpa -

mangurangi hak . I TR et
_ ‘ i, Tetap menagihnya sena meminta pelunasan piutang dar ------=-
l cuslaomer, dan | i e A S L L RCe S S S A R e S AT

\ ii. Menagih hunga dan dends alas kiledambalan pembayaran —--
piutang tersebut dari CLIENT dan Gustomer Secara =-—-==---""7¢
tanggung renteng. .. St L bt

‘ b Dalarm hal menerima permbayar.an (o customer atas tagihan «s---—--
yang tidak dialilkan (direalisasikin), maka P vajib unfuk —----mem
mengembalikian danda lersehul bopowte CLIENT datam jangka wakiu-;
celambat-lambatnya 2 {dua) Bzl ezt ], sommmwmmsssimmmrmmssmmensosomronr T

\ ¢ Lintuk priutang yany) jatuh lempo febd ity 1 {satud bulan, -------serr

penagiban bayit DA akan chilakekon soliap bukan, —---omremermmem

\ A4 Dalam Dl Roneinealaealy e s ar dest sk koprmn sl Dorad

Jalam keadian Wik mampu by, kepadlitan, likuitdagh, «--r-==r
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pembubaran, merger, rearganisast, dalam perkara atau sengketa atag
. sebat lainhya sehinggas piukang dengan akesan apapun lidok diboyir -

- kepaﬁa. pada tanggal jatuh temponya atau tanggal lain yang lebih-
lama sebagaimna dipuluskan sendiri @l atau tidak dibayar -me e
sgcara penuh, maka kelentuan-ketentuan pasal 2.2, dan 2.3, ~==—emeeeen

Perjanjian Anjak Piutang ini berlaku . - —a——

Tanpa mengurangi hak-hak, .mﬂnurut Farjanjian Anjak Piutarg ini,
atas keterlambatan pembayaran atnu pembayaran sebagian, atau -
tidak adanya pembayaran seturub hulang oleh custormer memberi hak
kepacda BIM untuk mendapatkan dan CLIENT, dan mewajibkan -«
CLIENT untuk membayar kﬁpada. ganti kerugian sebesar 2% {dua
.| persenkdiatas "Cosl of Fund™ yaitu biaya . dalam menyediakan -----

‘dana untuk maksud F’E:rjqnjian Anjak Piuting ini. dari jumlah pivtang -

yér\g terhutang keuada. yang harus dibayar dalam wakiu selambat
lambatnya 3 {tiga) hari setelah tanggal tagihan . aT=14] 7] E———

denda atas keterlambatan tersebut terhitung sejak tanggal -------------~--

jatuh termpo yang felah ditetapkan, o oosm e
4.5, Pembayaran pictang dilakukan dalam mali uang sebagaimana -——-—-—
ditelapkan dalam PorANJIEN. ——o- - cssaen s e e

4 6. Seliap perubahan atas nilai pivtang yang timbul karena Ierjadingrﬁ S

perbirdaan kurs konverst mata uany atau devaleasi atau sebaby --e------
lainnya sehingga Penerimaan B G piuling menjadi berkueang -----
dari yang seharusnya dilerima menurul peranjian dan daftar piutang, -
meanpiadi anggungjawaty sepunuhnya dan CLIENT, dan T T —
maksud tersehut CLIENT sepakat intok meantrikan ganti --—- ——---=---+
keragian kepada .Elt'r.'m salisih antarz rlar piutang sebagaimana --—

dirnnksad datom perjonjen down folalbae givbneg), dan milis yang ---—---—--

SeCira nyats gt R Eadha
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4.7. Untuk pembenian don penarikan purting, CLIENT berkewagban -

. membayar biaya administrasi sebesar Rp, 100,500 000, - (seruhus juta -

inma ratus ribu rupiah). Biaya administrasi tersebut wajib dibayar oleh -

CLIENT segera setelah perjanjion ini ditawlatangani, - -
T = I 1 | [1L F R e RS SO E R SR B S S E P S R

- HARGA PIUTANG DAN PEMBAYARAN ——--—--—mvremmeae

5.1, Harga piutang diletapkan sebesar F2. 714 800,000 000.- (lujuh puluh tiga

milyar delapan ralus JLla PPN - e e s
o sselorab vl sl picdangy sacbnoe it didetapkan dilanm —
daftar piutang, atau lergantung dan besor Kecilnya mesiko dan hal-hal ---
lain yang dapat menipengaruhi permbayaran [ULang, —--- -«

yaitu sebesar prosentase tain sebagaimana dari waktu ke wakly ———-

disetujui bersarns oleh kedua belah pihak ceemem e e
I 5.2.-- akan membayar-;iutang yang dijual atau dialihkan CLIENT —--v-maev
I}: kepada dan dilerima oieh.sem.-ra setelah dipepuhinya ----messemeeeens
semua ketentuan-ketentuan pasal 1.2, 1.3, 14, dan 2.1, - crreem -
Perjanjian Anjak Piutang ini, dan dibuatnya daftar piutang oleh BIM. -~
53 Délam hal menurul pertimbangar, .. tardapat resiko yanig tinggi alau —
pembayaran piutang oleh cuslomer yiang masih meragukan, maka ------
pembayaran harga piutang kepada CLIENT dilakukan dalam 2 {dua}':--v .
kali permbayaran, yailu sebesar 50 % lima guluh persen) akan -—--—-—-----
dibayarkan paila saat sebagaimana dimaksud pada pasal 5.2. dan --—----
sisanya sebesar 50 % lima puluh persen) akan dibayarkan setelah .
menenma pembaviaran penawaran atas piulang dari customer, hal ------
“demikian idak meniadikan atau mewajibkar‘ untuk membayar ------

bounca alau melakukan pembayaran apapun kepada CLIEMT. --——coeee-

R B G G o G s
-------------------------------------- HASIL PENAGIHAN e eoeeere e ceecnaee e

6.1 sehaga pemilk salu-salunya don gautang, T (YOOI —
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e
menadih dan menarima pembayaran ot iy, Lidakom mebakukan -

- penagihan, bilamana dipandang prerlu oleh ‘ ko
melakukan sagala cara yang wajar sesuat dongan keleniun -
hukum yang berlaku, fermasul menggun: th i3} RIS PRI CATRE, oo
atau penasehal hukuin atau bantuan it bk i Durwcning] -----== -

yang biayanya dilangguny alety CLIEMT . - orremmmsamam oo me oo oo

6.2. Dalam hat diperiukan bantuan labih lnul Jar CHIENT untyk «-------eme=es
melakukan penagiban tersebut, CLIEMT bersedia untuk membonkan ---
bantu;m yang diperlukan, dan metihub e lirsdskan vy bt ommmme v o
dan atas nama- quitd mangusaiikan pudnasan PRIl Iy -
piulang oleh customer. Tindakan dan Luianduzn CLIENT tersebut «-ven-----

ditakukan jika diinstruksikan sodemikcin dion dibawah pengawasan -—----

seperuhnya dar B oo oecerm oo e
6.3 CLIENfF wajib serta mengikatkan diri unluk segera memberitahukan -----
dan menyampaikan kepada 0 sctinp ponenimaan baik dalam ----------
henhik uang kontan maupun dengan aiat permibiayaran 1ain yang ——-------=
diterima oleh CLIENT dari customer dalam hubungannya clengian - - -~
piutang yang di alibkan CLIENT kel dan GLIENT mengikatkan —------

diri urtuk tidak mengalibkan, mengunakian, danfalau manyerahkan ------

pembayaran {(afat pembayaran} dimaksuid kepada siapapun juga. --------

kecual kepadﬂ ‘ SR s L D e i S s m i ragamaTEanREn BT
_____________________________________ B = P | [ R s
----------------------------------------- PEMBUKUAMN -2 --mmmmemrmrmmmmm oo oo

7 1. Selaina berlakunya parjanjian ini, o ernak untuk memeriksa semua--

pembukuan sehubungan dengan pHutANg SECAra benar dan konsislen -—
sesuai dengan standar akutanst yan ek umum di Indonesia. --—-—
2 2 CLIENT akan sclalo menjalankan pesnbstain sehuabungan denggan ----
piutang yang secara benar dan konmstion ok dengan standar «--=s--

akutiansi yoneg berlaki umum i indonestie oo eesmmmmmmmmmss
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R T Ry = 1 [ 1] [N, S e e R TR ST

- JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG--

8.1. Perjanjian Anjak Piulang ini, kecuali diputuskan Jebih dahuly -
sehagaiména dimaksud datam pasal 8.2, Perjanjian Anjak Piulagg ini, -
beraku untok jangka waklu 12 {dua belas) bulan lamanys, ----mmssee
terhitung sejak tanggal pencairan dana oleh @@ --—---eemeeaeo e —ooeenes
8.2. Perjanjian Anjak Piutang ini dapat dipuluskan dengan pernberitahuan ---
teriulis lebih dahuly 7 {tujub} har sehelinmy: aleh .r!z:'lam -----------

haal-hal sebagai beribad - oo meme - B aian st LR LT

A, Penyataan dan pminan dor CLIENT sebagaimana iimaksud seeee-e-

b dalam Peranjion Ajak Pilang mi, boosesuk lelapi ik ierbatas ----

* H

pada permyataan dan jaminan sibagemana dimaksud pasi 3 .=

x| Penajian Anjak Piulang ini bdaak Lenar, tidak dapat alad -———--——---—e==-

-

IRENYBSAKAN, LAU | semsrorrosasinorm s o sssno oo
| b, CLIENT melanqggar ketentuzn Perjanjian Anjak Pidang ini, dan «---—
pelanggaran mana tidak diperbaiki selelah Menenma - =

pemberitahuan dari Wl atas pelangoaran tersebut, alay | -—-----oeme

o

| -. Terjadi perubahan rmoneter secara malerial mempengaruhi ==-------- -
kedudukan satah satu atau kedua "olah pihak dalam —-----r-rmmomee
Perjanjian Anjak Piutang ini dalam melaksanakan -------r--ormmmrraare

LY
ketentuan-ketentuan Peranjian Anjak Fivtang ini. | —------omomeeesemee——s

d. Menurut pertimbangan JJFsendin, torad keadaan-keadaan - oo
yang menyebahkan salah satu slau lebah dari CUStamer ---e--------me
yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejomlan besar --------

piutang tidak mampu atau saciira subslangial berkuraig) comemso-e e

kemampuannya untuk malakukan pembayaran piulang kepartia ‘
l .3 U Aok Dot i dog b gt don Lo letsaly el by - -

l Ledna helah pnik atas suato persclupgsnn hersama danoan tarlebin -
e ————
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| dahule menyelesaikan sermoua hak-hak don kewajiban-kewajibon ---——---

masing-masing pinak dalam Perjanpan Anpok Piotang b, e oo

| 8.4. Dalam hal @imelzkukan pemutusan Periyanpan Anjak Pivtang -—------

ini atas dasar ketentu:my pasal 8.2, Perjanijian Anjak Piulang ini, ----------

mak: WFmenpunyai Fok Opst sebi il Bioriket |- eeeeooooooen

d.

Menuntut pengembalian harga piuling ying Lelah dibayar oleh S -

. kepada CLIENT berikut dengan bung:: sebosar 2 % dua persen) —--

dia:tas "Cost of Fund” dari‘daﬂ' s0luruh jurnlah tersebut, beriku -
dengan biaya-biaya yoang secara ake b dikeloarkan oleh 4B daam
retngka pembualan dan pelaksanaan Menanjian Anjak Pialang ini, -
tlengan menperhitungkan semua pivlang yang lelab dibayar oleh -
custamer k&pﬁdé”dalam wokiu selambit-lambatyas 3 {lgad hari
setelah tanggal tagihap.. T e e ————
- E;alam hal piutang; yang telah dibayarkan belum mencukupi, —------
CLIENT waiib membayar kekurangannya kepada Wiidalam -~ ~
waktu paling lambat 3 {tiga) hari setelah dilagih oleh Rl dan ------.-
datam hal lerjadi kotebiban pembayaran, T akan -eereemeeeeseeeeene
mengembalikan kelebibannya kepada CLIENT dalan wakle v
paling lambat 2 (liga) han setelah tangoal perutusan -----~e- -

FPerjanjian Anjak Pittang, atau | —---—rirrmmmrmem e

. Meneruskan penanihan kepada customor t:ntuk poMbayaran --«------

tinas, dan menolak artuk menarima piulang bam yang belusy ---—-—-

termaguk daltar potang, -

8.5 Perhitungan yang dihuat oleh BNk poliksanaan hak-hak nya -

menburyt pelaksanaan i adalah final dan meangikal CLIENT . -

£.6. Untuk rmaksud pelaksanaan pasal i mangoru pomulusan -----—-—-—-—--

Perjanjian Anjak Piutang, para pihak sepakat unluk melepaskan - -------

ketentgntuan pasal 12668 Kitab Undang-undang Hokume Perdaly -2 -wes-.
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sehingga izin Pengadilan terebib damuu untuk PEMIUEISAN - oo

Perjanjian Anjak Piutang ini tidak dipariukin. e

-
. L L L LTV R Pasal @ veoviemme
- Setiap pamberitabuan atau korespondensi dianlars para ik e

Perjanjian Anjak Piulang ini harus dilakukar socara terlulis dengan diantar --
sendiri dengan bukli pencrimaan yang cukup, surat tercatat atau tlengan ----
Surat yang diantar oleh jasa kurier alau telefax alau telex e
{dalam hal dengan tefefax atau telex harus dikonfirmasiKan -« -——e——.....
dengan surat tercatat) dan dalam hal dengan lelefax atau telex -—-ooeee ...

dianggan diterima pada waktu pengiriman yany barus diatamatkan pada; --
MNama L BT e ... ... ..

Aamat ¢ it s R -
L [ Jalan M R

Nomor Telepan ;{029 . ---- .
Namor Fax {021 &
Untuk perhatian : Bagian Keungan dan Administrasi. ——--———-re oo __

Mama - M—a N
Alamat- - Jalan YSE— | c|urahan A——— . -

| Kecamatan s . ety - ...
Nomor Talapon B o e

Atau alamat lain sebagaimana diberilahukaon oleh Salah saty pibvisk -oeeenn

kepada pihak yang lainnys menurut Gara disltas, «-———cevemmc oo
B e R Pasal Al o marmuerrppining
................. Rl =

- Setiap kuasa yang diberikan CLIENT kepiula y;cbagaimana termeal ——
dan berkenaan dengan Perjajian Anjak Pioting o iaelalah MRtk -
kuasa mutlak yang thak diapat dicabut kermbali 4o otau dibatalkan .- .-
tlengan alsan Apapnnt. serba tidak akan beckba odob karena SPE U - -

teemasuk sehagaimang el dalan pas ol 19 Kb Ulnelaeg-uriel: g
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e

Hukum Perdzta kecuali karena sebab sebagairnaig yong telah ciotor -- ..

dalam pasal 8 Parjanjian Anjk PiUtang ini, «—--- - - oooeeeeooeeeee
P iy s PESAl T - e e L
~m-mmeeee PILIHAN DOMISIL - oo

- Untuk pefaksanaan dan penyelesaian sengketa yang mungkin fimbul dari -
Perjanjian Anjak Piutang ini kedua befah pihak sepakal untuk memilih -
domisili hukum yang letap pada Kantor Panitera Pengadilan Negen Jakarta -
Barat dan atai Pengadilin Neyern lainnya yang dilinjuk oleh Gl
AR | ik it tanpa TIEGILIN W) Il:lkh, untuk inelakkan
proses hukunt dihadapan yuridikst Pengadilan tain |I|manf: harta benda - ----

CLIENT terletiak atai dirnana CLIENT mempuniyai Kaagiatarn, ——----meeecccoooan

¥

SR o e BRI s : 2
* »

- ~ reraes LARN-LAIN <o

e

12.1. Perjanfian Anjak Piutang ini dan Surat Perawaran fasiitas - e ..

Anjak Phitang beserta perubahannya yang telah atau yang akan ------
dibuat dikemudian h;:‘ri telah disetujuitdisepakati ol?h - [V R —

belah pihak merupakan satu kesatuan dan lid?k dapat dipisahkan ------

dengan Perjznjian Anjak F‘iutang‘yang ditanda:tangani e b R
12.2. Bila ada satu atau IeLjih ketentuan Perjanjian Aniak Pivtang ink —-e-eee--
yang menjadi batal, atau tidak sah, atau lidak dapat dilaksanakan ----—
karena alazan apapun, maka ketenluan sy d‘ari
Perjanjian Anjak Piutang ini tidak akan terpengarih dan - ..
kedua belah pihak wajib unluk segera menggantikan —-eeac-—oeeee
ketentuan yang meniadi batal, tidak sah atau tidak dapat -—a—mooe

dilaksanakan tersebul dengan ketentuan viing sah dan thappat oo

dilaksanakan yang secars komersial PRSI E PRt - -

terdekat dengan ketentuan yang digantikair, - oo ceroemeeceec e

I 12.3. Senhap pajak yang timbut korena perjanpan v, e Pajal v ee e

-_____-'_"—-——-_._
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Ferlambihan Mily alas Bunggar -

whsas RS e e Koo lirm [HT Suar

biaya Notans, braya PEFCHEAT T BN R b1 Ly diperiuk

i untuk mempersizipkan dan meaksarkan Penapzn ing burgs, clibeaya
i leh CLIENT . v e 2

| -Para penghadap mcenyadokon AT o i ko R HIRTAT

identitas sesuai tandn Heenegenad g dlipoerhib: ko Reprndo oy, Notaris,
dan herlanggung jawah sepenubnya ddas bal tersebut dag s danjutnya ——..
para -penghadap menyalakan letal; mengeti dan memshanu okl oo

R R S B DEMIKIANLAH AKTAIN - oo

- Dibuat sebagai minut dan chili stk iy drleipat ek w Mot i, - -

syeny berkartar ulim_ Jalony —— -
H*parja P iy bowsgrpad Beerashut et Lk gt by -

: awal ukta ini dengan dihadin oleb © - ...

1.« Nona IR Sarj:in: Mukum, Lynr di s . FUATUERFITRUTTTS [

LY R e
berternpat tinggal di m .
kukan Warga 03, Kelurshan “_---

‘pemegﬂng Kartu Tanda Penduduk nomor e
IR o Neqara Indonesa b R 22
I 2. Nona gk Satana Hukum, akhir di‘ F:;-Ell].'] el e
1 ‘mwp TAlUS dedapan pulih dua), -
bertempal tinggal di Tangarang, Kanmipung) i, R kon Tetangga
01. Rukun Warga 04, Keiurahan stmiiaSa Kecamata Wil ------—--
“pemegang Kartu Fanda Penduduk - ooooeeeee
namir w Warga Neqgara Indoncsin . oo oo

- Keduanya pegawai Kantur Mataris, yang sayva, Notaris ketmal, -----

sehagai saksi-saksi, - CEETEs TS R e e

- Segorn satelah akta i siyd, Motans bacakan kopacka pars penghackig, --

dan sakoi-saksi o maka akia i thlandalaangani oleh s Pt et hags, --oo0 veas
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ma—n saya, NOtaris. —we—-mermeeecee.

- Dilangsungkan dengan dua perabahan, yailu oty tambahan dim sy - .

COTRLAN. - mmmmmmm e e s

- Minuta skta ini telah rlitanda tangani sebu i mestinga, — ... .-...

oo DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

----------------------------------------- NOTARIS el - ...
__—_‘_‘__'_'—'—-—-_, ..-.-:" N n b dd .
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Pevia waran fT-Xﬁ?_D kepadq

oo il sl el e
o R S TN
Kepada Yih

Jakarta

Dengan Hormal,

Benawaran Fagtoring

'Sqtﬁ.jbﬁhgjan dengan permohonan factming vang sudah kami teriog, rmaka barsarmg wd Kami
sampaikan Penawaran fdsilitas Faclaring tersebuyt dengan syarat-syarat dan Ketentuan-ketsatuan

sebayjai barikut ;

1 Kreditwr VT R adiakiaddi i oo,

2 DPebifur O kit ki v i Pl tadadey,

3 Bentuk Fasilitas © Facloring { Anjak Piutang)

4 Jaminan © Fiducia atas fﬂgihan Fhutang.

5 Plafond : Maksimum Rp. 28.207.293.707,- {Nori Revolving). ~

8  Sukubunga D Z1.5 % Efekift . {Floating). .

7 Jangke Wakiu * 12 (Dua Belas) butan,

g8 SyaratPenarikan © Menyerabkan  surat  sanggup .'f Hromissory  MNote,  Sorat
permohonan unluk ponariban ersebyt  Daftar pivtang dengan
larmpirannya berupe folucopy Giro-gho mundur dari konsumen
Debitur sasuai dengan Baftar Piutang .

9 Denda kKeterambatan  ©  0,2% per hari tar jumlah hunggakan

g B[E‘jﬂ Administrasi . v D525 % [Rp, 140 657 969, = Saraip, Frrwead Eluty brngeal et
Enamn Ralus Sainbilan Puluh Fujul 1550 Swinbilan Eatos Eaan
Pulsh Sembilan Ruplan) T

11. Biaya-biaya o Biaya nolans, bisya  perjalanan,  gan Bigvya-Diags  Tul yang

zeriukan unllx mempersgptn dan  mesksanatan
peranian it sk dibobankan e Do

T s

A Ol
Factoring dmi()“
e O



12 Pajak-pajak

-

13 Syaral-syarat dAan
Latentugn panarikan f
pencairan dana

14 Jaminan {Collateral)

15 Angsuran + PPN
dibayar sefiap bulan
zbh

17  WKowajiban Debitur

15 Pembatasan

Setiap pajak yang tirnbul karend perjamian ini menjadi baban
Diebitur, sapertl PPN atas 'bunga 0.5 Bh.

Sebeturn penatikan { pencairan dan:, o N S (AT

bl renerima  asi dokumén- dokumen sebada

berikul ;-

a. Perjan]lsn Factoring dran Fiducis atas o b i pindaeg
berikut lampiran 2

b, Surat anggup (Fromhas) )

6. Surat Permohonan penarikan Dand

d. Dallar Pigtang, PO, Sueat Jalan dan Plota Fagihan,

& Dekeymen-cokumen tainnya yang diparika olzh Wrachlur,

4. Draftar Piulang seatlat pire 127045 daii Flafon sk abian senilai
Rp. 35:1259.118.000,- -

30 % Saharm ain S i P [ S
i ( Gadloi Saham} -,

. Personal Guarantae dan Jesveynibaisaiimmtam: -

_APHT Tanah & Sangunan dalehSsaiaeteiieim
| APHT Apariement \iussiveytetimisemeidmn SN

SICOMHET 8 unit Rusut Non Hunkan w
ool R

tihat Jadwal Angsuran Terlamol,

fLeg

~hop OL

‘8. Menyerahkan Laporan Keuangen bulanan ( inhouse)

b, Memberkan informasi yang sawaktu-waktu dibutuhian pleh
Krexclitur

¢ Mengijinkan Kredilur unbuk memeniked clatan keuangaan
Dreintur

. Membayar seluruh jurniah yang terhutang apabila tatal dalsn
mernbaysr pokok dan bunga yang jatuiy termpe, kondisi aktiva /
u=aha Dabitur memburuk sehingga menurut penilaian Kreditur
menghalangt kemarmpuan Debitur untik mamentbi
kewslibannya.

Terhitung sejak ditsnda-langaninya Peranjian Kredil ini maka
Debliur tidak diperkenankan untuk macibah susunan pemegang
gaham dan pengurus tanpa persetujuan Krediur terabih dabuiu.

g L
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12 Jangka Wakiy

20 Pengakhiran yang
Dipercepat (Early
Repaymant}.

21 Junlah yang harus
dibayar pada- saat
penandatengan
Perdanjian Faslitas.

Surat Penawaran ini bedalky tua minggu dari langoal Sural
Penawaran  ini, setelah  tewat  langgal  lerscbul, maka
Kreditur  Darhak  untuk " moruboh dan stau menambah
syarat -syarat dan leleriuan « Katentuan ataupan
membatalkannya.

Akan dikenakan biaya sebessar 5 % { Lima Parsen } don sisa
hutang pokok (outstanding principle} min. Rp.500.000,- { Lima
Ratus Ribu Ruplah). Bilamana Early Repaymenl lefjadi bukan
pada saat jatuh lempo angsuran bulanan maka buhga berjalan
atas angsuran bulan iersebut tetap hatus dibayar penuh.

a. Biaya Administrasi  Rp, 14¢.697.869,-

1 b. Blaya Nolaris * Rp. 67.000,000,-

c. PPN atag bunga Rp. -
d. Bunga Bo._ . _ _.-
Jumilah Rp. 207 69% 964,-

E

Bllamana semua syardl dan ketentuan tersebut di atas dapat iiterima. mohon Surat Parawaran ¥d
ditands tamgani di atas materai Ap. 6.000 .- dan diparaf pada seliap hulamannya serta dikembatikan

kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan lerimakasin,

Agrm;:ﬂt Kami,

menwmjui,
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PERJANJIAN ANJAK PIUTANG

I.FAC TORINGMUTH RE% 2TSE=

-

Pada heriini, (NI, . '=ngga “
Yang bevtanda tengan dbawah ini: :

I LICE PRl bdam 18 b d ] A EFETE R 2

{bersamy

T AvCO.

{bersama-sama dengan para penggantinya dan mereka yang dilniuk olgh salanjutrya disebul "CLIENT

Para penghadap dalam kadudukannya masing-masing tersebul selanjulnya menyatakan ledetwh dabudu sebagai
berikul: . - e e

BalmCﬂmdaﬁMkawaIdunwnpuwai tagihan terhadap orang-orsng alaw badan-badan hukum serta benluk
ugaha lain yang membali atau dengan cara lain menenima produk atau jasa vang dbenkan Clienl kepada pihak-pihak
tersebut (selanjuirya dsabut “Pihak yang Harus Membayar Pitang” atau Rutomer). -

Bahwa i adalah sualy perusahaan yang bergersk di Bidang usaha pamberian fasiktas dan Jasa keuangan yang
memberikan: fasiitas anfak piutang stau factoring. LA

Bahwa Client telsh mefryatzkan k a untuk merfual alaw mengalibkan secer cessie kepada qiiPpivtang atau
lagihannya kepada Customer, dan teloh menyslakan kesepakatannya unfuk membell atay mengambil dih secam
cassie piutang atau tagihan tersabul dengen plafon maksimum sebasar Rp.

sesuai dengan ketentuan-ketenluan Parjanjtan ini. Besamya palon tu-
waklu diiniau kembal, apabia ieffadi perubahan Paranjian inl. «— o — -

MAKA KAREMANYA, atss dasar kesapakalan-kesepakatan dan Pernyataan-panmyataan larsebut dialas, kedua balah
pihak setuju untuk membuat dan melaksanakan Perianjian Anjak Piutang ini dengan syaral-syarat dan ietentuan-

Y
£ 2

FR e 9
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PASALY

) PENAWARAN )
- 1.1 Client ch'ng-;;khi meneawarkan sebagian atau seluruh Piutang alau tagihannya kepada Customer sesuai dengan
kontrak-konfak ateu i dengen customer (sefanjuinya disebul "Pintang™) unluk dijual atau dizlihkan ., -

' dengan cara cassls kepads BIM. Konbak-kontizk alay pefjanjian-perjanjian antsra Clianl dan Customer tersabul
a Edﬂ I {i I It 'Pal]'ﬂ'i&'l'. . S— ceam -

P4 Setiap penawaran penjualan atau pengaihan Piiang harus sudah memanuhi alau selalu telsh dianggap

ditawarkan dengan memanuhi syared-syarat dan ketentian-kelertuan sebagal berkut:

a.  Fiutang mianupakan sualy Piutang atay Tagihan, sasuai dengan syarat dan kelenluan perfanjian, yarg telah
a:hdmdq:attimgihpmmmpadqsuam waktu terlenty; dan -—- : i

b.  Phutang timbu dar sustu Porjaniin yang sah den mengikal sarta dapal Gieksanakan hethadap pitak-piak
didalarmaya; dan pembuatan Perjaniian serta pelaksanaanmya fidak meianggar ketenluan hukum, Feranijian
atay dokumen |ain yan menglkal pihak-pihzk lain dalom penaninm, din —--— oo T T e

¢ Piutang mempunysi suaty jangks waktu |atuh termnpa penagihan; dan —-——-.... e

d. Petjenjlan manegasken sebab tmbudnwa Piutang, mednci jenis barang ataur jasa yang diberkan Client,
jumiah Pulsng {Kuantitas) serta muly (Kualitas) barang, menegaskan adanya sualty syaral pembayaran
yaig pmh. can R S R L L Faid

; €. Seluuh cala, pemyataan, [Booran dan semua dokumen yang menyangkut palaksangan, dan dapal
. citaghnya Piutang telah lengkap, benar dan dapat dilaksanakan; dam —— .. ...

@cﬁmmmm faitd tagihan asli yang dilandadangani kepada Customer
sahutxngan dengan Plutang, berkut dokumen iain yang memuat rincien pataksanaan kewajiban
Clintt kepada Customer dan bul:l{_chi pelaksanaan tersabut: dan i

kaadamatau phak lain yang barhak atay ikul memiliki Pitang, dan balwa pivtang bebas dari
Jaminan, pertanggungan, sitaan atau ciaim dari phak manapun juga; daN ————— e

@ Chent telah menyerahien kepacs @iPcopy yang ditandar-tangani atau disatkan kebenarannya oleh Clien
dari Pedanjian yang bentuk dan isi Perjanjian, dan demixian pula Piutang, tidak akan drubah, dmadifikasi,
dibatalkan, dikurangi ataw dberi potongan, alay diperpanjang masa berlakunya, lanp ijin lertulis leretsh
dabuly M..m x S

. Cliend lelah menyerahkan kepada il suatu deftar dari Customer berikul dengan nngian lengkap dar;
Fiutang yang hanws dbayer oleh - masing-masing Cusfomer serta referensi kepada Perjanjian yang
menimbulkan Piutang; dan St T L

i Tindaken atau dokumen lain sehagaimana diminta secara wajar aleh . datam rangka pelaksanaan hak-
haknya menumt Perjanfian Anfak Piutang in. et S

15 Panawaran atas Pictang larseblt dalam pazal ini adalah berkul dengan pengalihan hak dan sogala maniaat
™ sarta keuntungan yang fimbul dari PhAsng ssbagaimana dinaksud daiagy Perjanfian atau kelentuan hukom Yarke ,
¥ tlaky, termasuk tatap Edak tebatas pada bungs, dan biaya yang menjad hak Client dan telah dislibican
kepada @Bmanurut Perjanjian Anjak PIUERG . wreovrerreere moneooeesors oo

1.5 Piutang yang ditawarkan kepada (9 menpakan Plulang yang hanya dapat dbayar dengan uang lunai alau
dmggn care pambayaran yang telah disetujui aleh . dan harenlan',ra lidak merupakan Fiitang yang dapal
diparjumpakan atau dperhitungkan dengan hulang Client, prestasi alay pemerhan kewajiban lamr?‘.

Client, barang-barang, iasajasa, komisi, biaya, denda dan $DAYAINMND, < ——mere e

_.
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PASAL 2
PENERIMAAN PENAWARAN

2.1. Bim dapat menerima penawaran Cliant sehagamana dmaksud dalam pasal 1 diatas. dengan kalerbuan bahwa: -

a2 Syarstsyaral dan kelontuan-ketentuan sebagaimana cinaksid dalam posal 1.2, 1.3 da 1.4 diatas telah
terpenub saluruhnya dan dapat tterima oleh ) can : —

b. Penawaran Client tidak melebihi plofon fasiitas anjak piviang yang ercalal pada pembukuan i) peda
sast penawaran dizkukan; plalon tersebul ditentukan sefiap tabun olsh selama bedakunya
Parjanjian Anjak Fiutang ini; dan s

c. Chenl lelah mengkatkarmenyerabkan penagihan atas Piulang kepada Coslomer sesual dangan
katartuan Perjaniian dan menysishkan secara lengkap bukd-tukl pengatihan tersebut; dan = ---——-

d  Chont telsh menyerahkan kepada asli surat Pernberilahuan kepada masing-masing batwa Pitang
telah dijusl stau diainkan kepada BIM, delam bentuk dan isi yang disetujts secara eitulis oleh Customer,
hahwa Piutang t dibayarkan kepada @, den karenanya pembayarn Clienl atsu
pihak lain, kecial bukan merupakan pelunasan Fidang, dan alas nama Iedap berhak
mesnpanieh perbayaran tarsebut dad Customer; dan

& Client telah menyetyjui dan uniuk maksud tersebul telab membuat suatu Swat Kuasa Khusus, yang
memberi Kuasa kepada .l.muk mengalibkan samua jenis jaminan yang diberikan ofeh Customer
kepada Cllent unfuk menjemin pembasaran Pitkang,

e Penafimaan penawaran tersebut salalis dengan syaml batwa Cliant wajib unluk membeti kembali dan membayar

Piutang yang tidak dbayar karena alasan apepun kepada @icaiam jangka waktu 14 {smpal belas) had setelah
tanggal jatuh lamponya pembayaran siialu Pictang stau jangka wakly yang dsetuiui oleh @i, sendoi
nominal dari masing-masing Plutang yang tidok dibayer lersebot atau jangka wakiu lain yang disshujul aah -

2.3, Penerimaan panawaran tarssbut oleh i juga selalu dengan syaral banwa .merrpmwa hak opsi untuk: ——

(. antinp saal, memperjumpakan atau memperhilungkan Putang yang tidak dibayar olsh Customes
sagera solelsh lowalnya wakiu jsluh tamponya pembayaran sustu Phulang atau fangka waktu lain yang lebh
ama sabagaimana ditatapkan dleh P A, dengan Fiutang lain yang belum dibayar harganya ciehif
kepada Client Dalam hal demikian berhak untuk menanima pembayaran alas Piutang yang
mangganiikan Piutang yang fidak dibayar kepada Clierk; atsu

i} menjual atau mangalihkan kembali Piutang yang tidak dibayar cteh Customer kepada Client yang wajib unluk
' sagera mambeli atau mengambil akh Fiutang terseliit sebagaimana dmaksud dalam pasal 2.2 Perjaniian
Anjak Piatang ini dengan harga nominal Piutang tersebut, walaupun semuls piutang dijuat atau dialinkan
kepacta ) dengan harga yang kurang dari hanga nominal dar Pitang; lau -—r e s oo

(i) tetap menagih Piutang dan Cuslomet sasuat dengan ketaruan Peganjfan ind. - -- - oo

Untik pelakaanaan opsi dalam ayat (i) cfalas, maka sebelum Piulang yang ticak dibayar oleh Customer tersebut dibeil
alau diambil gih kembal cleh Client, maka Client dengan ini mengaku berhutang kepada @l unluk jumiah Piutang
yang tidak dibayer ofeh Cuslomer lersebul, dan untuk maksud lersebi; —

fa) perhilungan .dan laporanrya hepada Chenl, atas jumish Piutang yang lidah thhayar cleh Cuslomor
merupakan perhitungan yang finat dan mengikat Glant; Gan - e sersms e con on o

o
%
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i Client dengan ini mermberi kuasa penuh dan khusus kapada.mluk ckny atas jurnlah Pitang youe bk
dibayar oleh Customer tersebul, Akta mana dibuat untuk memenub ketentuan pasal 224 MR, Palarn hal
sualu stral kuasa lain dibulunkan, Client seliag wakty, atas permintasndllly, waji untuk membuat surat
kussa dalam benluk dan st yang disetujui n{ahi e

24, ‘bafm: Uik seliap wakiu menafak unluk menedma sualy Penawaran alas susty Pivlang yang menunt
) perimbanganmya sendiri mempunyal resiko linggi, plafon tahunan yang telah ditelapkan @Y tertarmpus sty
z karena alasan lain apapun.

25 54 Fada tanggal 10 saliap bl.lmn',ra..akm membuat suatu Daftar Piuteng yang letah
ditafima  oleh itk bulan yang lahy, daftar mana merupakan Salu-salumya bukli atas Piutang yang tetah
dibell atau alih oleh I dan kerananya menupakan satu-satunya desar bagi pembayaran harga Fiutang
clsh Chiend, menunit kelenluan pasal 5 Pedanjian ini (daMtar tersebul selanutnya disebet "Daflar

, kecuaki Cent dapat membukikan ketidak-cocokan dengen bukli-bukti yang sah dan lengkap, —-..._

26. Jual Bali atsy pengambil-alihan Piulang dianggap bearlaky dan mengkal para pihak dalam Perjangian Anjak
Piutangini datam hal da pads wakiy, — oo e[ T T THIAMNED A

fil Surat Pemberitahuan Client kepads Cuslomer sabagamana dimaksud dalam pasal 2.1 {d} Pesjanjian Anjak
Pitang i telah  disetujui secara terlulis olsh Customer dan =

) Daftar Piutang telah dbuatoleh ). — s ; N

PASAL 1
JAMIHAH CLIENT

) 3.1. Cllent dengar ini menyatakan danm-;amm kapada @s</ana barlakunya Petjanjian i, .

8. bahwa Piutang yang timbul dars Perianjién adalsh sualu Plulang komersial yang berasal dani sualu perjarfian
' yang ah, mangikat dan dapat dilaksanakan kepada pihak-pihak dalam parjanjian: .
b. batwa semus dokumen yang memyengkit peragihan Plulang 1elah lenghap dan menjamin dapal

dialukanrya pambayaran Piutarg;

3 mmmmmﬁmmmmmhmmymmqmwm
Mampiudddmmammnbadanpemﬂmmaﬁhmmmeﬁbammpamﬁm

d  bahwa fidak telah fored suat cidera janl atee saty ateu kelobihan Ketentuan Peqaniian, baik kerena
lewatnya wakiu atau karena Ydak d!aksmumya Susiu prastasi atau karena sebeb lain — ..

g, hahuaﬁdaktdahtmfadwatukmﬁanmmaatauheamanﬂmkejﬂm lain yang menghambat alau
mermpengaruhl pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan-ketent an Perjanfian, dan diantisipasikan bdak ada
keadagn atau kejadian fain yang dapat menghambal atay mempenganini peiaksanaan den pemenchan
ketonbuan-ketentuan Peranjian; n AR

I Dbatwa Piutang merupakan suahy piitang yang timbul dari suatu pelaksanaan prastas: alau kewajiban Client
¥ahg sasual dengan syarat dan kalenttzn, Pefjanfian;

9. bahwa penagihan Piutang oleh alsu pembayarannya kepada tidak menimbulkan kewajiban %
inbuk imelakukan prestasi atsy pemanuhan kewajiban apaun Customer atau pihak ksin manaoun
menund kelenluan Petfanfian atau hokm vang b=k - .-

h. bahwa Gcbk ada suatu kelentuanpun dalam Parjaniian alay dokumen lain yang manghambal alaw
meanghaiang: penjualan alau pangalihan Fitang dari Client kepada hr_. '

‘0 /
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. bahwa tidak aca pihak lzin yang ertxik alau lunul botkck alas g kecuali @,

I bafwea piutang tidak terfibat dan karenanya bebas dari jaminan, pertanggungan, sitaan, singketa, polongan
dalam bentuk apapun dan dar pihak rmanapun; RN N e

k. bahwa meskipun hak uniuk menbah atau melakukan modifikasi alas Pedanpan dimungkinkan menurt
. syaxal dan ketenfusn Peranitan, Cliend, dan Customer fdsk aken melakukan perubahan, pengurangan,
, m:i%ﬂ polongan atau panundaan atas syarat dan keteniuan Padgandian lanpa ijin terlulis ledebih datulu

T i i

l.  batwa Client dan Customer masing-masing fidak sedang berada dalam keadaan Lok mampu: membayar
(surssance van betaling), likwidasi, telah menyatiui proses kepailitan, keadaan sebagaimana dimaksud
daiam pasal 47 Undang-Undang Hulum Dagang, alau keadaan lain yang dapat mempengarubi pernbayaran
Piutang atau dapat merubah keharusan mengenai kepada siapa Piutang hars dhayaman; ——e-eee—oo.

m.  bahwa Cllant dan Sustomer masing-masing tidak melakukan merger, konsolidasi, reorganisasi atay menubah
siukiur pamegang sehamya secara substansial tanpa in terhuis terebih dahul: dari ) — ——-... il

n  bahwa Ciiérl dan Customer tidak terlibat dalam suaty perkara perdata, pidana, perpalakan atau lainnya yang
dapst menbah kehanusan mengenal kepads siapa Piutang harus dbayarkan;

0. batwa Clent dan Cuslomer masing-masing lidak akan menghentikan alay secara substansiad menbah
Kegiatan usahanya tanpa in tertulis dar I ———~re.. R

p.  batwa Cuslomer merpakan milia kerja vang bonalide dan depat diandalkan datt Cliert, dan bahwa

Customer lidak pamah secam sengaja atau lalai, uniuk tidok melsksanakan kewalibankewsibanmya kepada

Cerk; dan sslanjutrwa menyalakan dan' menjamin bahwa Customer akan selaly menepali kewajibannya

. mmnmm.

: q bawa segala Wiian, kiaim, gugelan atau sengkela yang menyangkut hubungan anlara Client dan
Customer merupakan langgung jaweb selurubnya dari Chent, dan karenanya Clienl membebaskan dan
memberikan gant kerugian kepacaffiiiBetas segala kerugian dan biaya yang limbul sehubungan dengan
turduban, kalm, gugalan atau sengkela terssbut

PASAL 4
FEMBAYARAN PRITANG DAN BIAYA BUNGA,

4.1, Dalam Surat Pemebfitahuan Client kepada Customer mengenai penjualan dan pengalihan Fulang menunat
Patjajian ini, Cllent waib menegaskan caa pembayaran Plutang kepada BIM yaltu dengan cara transfer dengan
felax kedalom rekening Rekaning Mo

Wi omer, Client waiit mengusahakan bahwa
Bifa karena apaun pembayaran Piutang tetap daku
kepada Client, inaka Client wejib unhuk wakiu 24 {dua pulh empat) jam membayarkannya
dengr: cara tersebut dalam pasal 4.1 diatas, demikian itu tarpa mengurangd huk i untuk —— o o

{i} teiap menagibnya serta meminta palunasan Pivtang dan Cuslomer, dan —-— = sk

{ii} menagih bunga dan dends atas keterlambatan pembayaran Piutang tersebul dari Client dan Customer --—

y &
msu’
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42b Dalam hal menerima pembayaran dad Customer atas tagihan yang lidak dialihkan {direalizasikan}, rnaka.
wafib ik mengembalikan dana tersebut kepada Clienl dalam jangka wakiu sefambat- lamibatiya 2 § i
kara, Fa

4.3.Dalarn hal karena alasan apapun Juga, temasuk karens slasan beeads datam kedaon tidak mamgLr im ar,
kepailitan, lionidasl, pembubaran, merer, reorganisasi, delam perkara atau sengketa, alau sebab kainnya
sehingga Piutang dengan alasan apauy lidak kepada@ii paca tanggal jalut temponya atac tanggal fain
yang lebih lama sebagaimana diputuskan send alay fidak dbayar secara penuh, maka ketentuan-kelertuan
pazal 2.2 dan 2.3 Paijanjlan Arjak Piutang il beraku. Tanpa mengurangi hak- rurul Perjaniign Anjak
Pictang ki, atas ketafambatan pembayaran pembayaran sebagian, atau lidak adanya pombayaran seluruh

Piutang oleh Customer member hak kepada mendapalkan dan Clienl, dan mewajibkan Clienl untuk
membayar kapada E kenugien sebesar 7 % distas “Cost of Fund” yaitu b am menyadakan
dana untuk mak Ariak Pulang ini, deri jumiah piulang yang lerhutang kepadaffiih yang harus

dRayar dalam wakiu selambal-lambatnya 3 {liga ) hori setelah tanggal taghang@liR Lerkt denda atas
keteriambetan tarsebut terhitung sajak tanagal jatuh tempo yang 1elsh ditelapkan, - =

4.4 Pembayaran Pitang dilakukan dalan mata uang sebagaimana tletapkan dalam Petjarnjion dan Sural
Pamberitahuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2.1(d) Perjanjian Anjak Pistand i, - e

4.5 Sefap perubahan slas nilak Piutang yang 6mbu karena lejadinys perbedaan kuis karversi mala tang alau
davaiuasl atou schab lainnya sehingga penerimaan {ffiihalas Piutang menjack barkwang dari yang seharusnya
diterima memsut Perjaniian dan Daftar Piutang, mened tanogung jawab sepenubmya dari Clent, dan uniuk
maksud tersebut Clent sepskat untuk membedkan gant kenugien kepada @i atas selisih antara nilai Fivtang
sebagaimana dimaksud dalam Perjargian (dan Daftar Piutang), dan nilai yang secara nyata cilenmagi———

4.8, Chent dinyzizkan telah melskikan pambayamn angsuran setelah dana efeklif di rekani alas selap
keterlambalan pembayaran angsuran Cllant dikenakan denda keteriambatan sebasar 0.2 inol kama dua parsen)

PASAL S
HARGA PIUTANG DAN PEMBAYARANNYA,

5.1.Harga Pikang difetapkan sebesar 125 % dai selureh nilsi nomina Fitdang sebagairmina ohlelaphan dalam Dollar

Piulang, atau terganlung dari bessr kecinya resiko dan hal-hal fain yang dapat Mmempeganuh pembayaan
Piulang, yait sebessr prosenlase lain sebagaimana dari wakiu ke waktu disetujui bersama oleh kedua belah

pihak 3
5 mombeyar harga Piulang yang diual als cialibkan Client kepada dan diterima oieh{f sagera setetan
inya samua ketertuan-ketenfuen pasal 1.2, 1.3, 1.4 dan 2.1 Perjanjian Anjek Fiutang ini, dan dbuatnya
Dafar Piutang cleh Bl :

,1 A

5.3.Dalam hal menun pmmum.h'ﬂapairasko yang lnggi alau pembayaran Piutang oleh Cutomer yang
mash meragukan, meka pewmbayarmn harga Piutang kepada Client dilakukan dalam 2 {dua) kali pembayaran, yailu
sabasar 50 % akon an padha saet sebagaimana dmeksud pada pasal 5.2 dan sisanya sebosar 50 % akan
dibayarkan selelah niuk membayar bunga atau melakukan psmbayaran apapun kepada Chient —-—— ..

PASALG
HASIL PENAGIHAN
6.1.Sebagal pemifk salu-satunya dari Pivtang, @Pbernak un ih dan menerima pembaysran Phutang,
Didalam melakukan penagihan, bilamana dicandang pariu ; kan melakukan segala carg wajar

0,
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sesual dengan keleniuan hukum yang bevlaky, tarmasuk menggunakan jasa pangacat ot penaselait hokl
alau bantuan dan pihak yang barwenang yang biayartya (langgung oleh GRENL -—— e oo —emrereenae
-
6.2.Dalam hal diperiukan bantuan lebih lanjul dari Clien] unluk melakikan penagihan tersebul, Clist berZadia dhiluk
mexrberkan banlyan yang diperiukan, dan melskukan bncken lain unhk dan alas nama guna

mengusahakan pafunasan pembayaran Piulang olsh Cusiomer, Tindakan gan bantuan Client ,tersabuggakulcan o

jika diinirukaikan sedamikian dan dibawah pengawasan sepanuhinya dexi

6.3.Clen wal: serla mongikatian ciri unluk segera membaritahukan dan menyanipaikan kepacs @ selz
ponaimaan bafk dalam bentuk uang kgam maupun sat pembayaran yang dterima cleh Client dari Customer
dalam fubunganinya dangan Piutang yang dialikan oleh Clienl kegl den Client mengikalkan din unluk tidak
mengalihkan, menggunakan dan‘atau menyerahksen pembayaran [alat pemabayaran) dimaksud kepada sfapapun
Juga, kecuali kepadJIP

6.4.Tanpa mengurangl ketontuan pada pasal 6.2 diatas, Client Eidak berhak untuk melakukan penegihan send atas
Piutang yang teleh dlalihkan kepeda@iischagaimana dimaksud dafam Daftar Piutang, atau melakukan tndakan
apapin atae mendamkan suatu lindekan, yang mengakibatkan barkurengnya nilz Piylang alau dilzkukan
pembayaran Piutang kepada pinak yang bukan i A .

PASAL 7
PEMBUKUAN

7.1.Selama berakunya Penjanjian ini burrhak untuk memenksa semua pembﬂkuan sefbungan engan Futing
sacar benar dan konsisten sesual n standar akuntanst yang bedaku umum & 100orea, - ———-—vw.o oo

7.2.Client akan selal menjolaskan panhﬂum mnmgan dengan Pitang secara benar dan konsisten sesuai
dengan sandar skunfans yang beraku o INANESIE, ——-—<—1re —comerscem oot e o

PASAL 8
JANGKA WAKTU DAH PEMUTUSAN
PERJAHEAM ANJAK PIUTANG

8.1.Peqjandian Anjak Piutang ini, kecuali diputuskan lebih danuly sebagaimana: dimaksuc! dalan pasal 8.2 Faijanjian
Anjak Fiutapg in, berdaku untuk jangka waklu 12 {cua belas) bulon terhilung sejak tanggat pancairan dana oksh

Bird. B B T T S BT e

8.2 Perjanjian Anjak Prulang ini depat dipuluskan dengan pemberitahuan leilulis dehuly 7 ftjLiy) han sebalumiya cleh
ha-hal Sehaga DBKUL e — - ——rrmemnrs am s e et e

{a) Pemyataan der jaminan dari Clant sebagaimana dimaksud dafom Peranjian anjal. I’iutanﬁ i lermasuk tetapi
tidek terbadas pada pemyataan dan jamien dimaksud dokam pasal 3 Perjfmiian Anak Prolneg wn lidzk benar, belak
tapal atau menyasathan; alay o — v . SR s R

»
fb) Clieni melanggar ketentuan Perjarjlan Anjak Piutang ini, dan pelanggaran mana fidak thporbaiki setelah mencrima
pamberitahusn dar @iBatas pelangnarun IMSEDLL B1AK e ae s oo cvmnaiae o s

fc] tevjod pan.bahaﬁ' meneter yang secara matarial mempenganuhi kedodukan salah saty alou kedua belah pitak
dalam Perjanjian Anjak Pititang in Yatam mefaksanakan ketantuan-kelentuan Peganjian Arjak Fiutang ink, - -

{d} menurut parimbangan sendin, tefjach keadaankeadaan yang menyebabkan salah satu atau Jebib dan
Customer yang mempunya kewajiban untuk membayar sejumlah Puutang fidak Mmamgy atau secara substansial
berkurang kemampuannya untuk melakukan pembayaran Piulang k ’b—— -
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8.3 Perjanjian Anjak Piutang inl dapat diputuskin terlebih dahula oleh hedua betsh pihak atas suaty persaldjuzn
bersama dengan lerebih dahulu menyelesaikan zamua hak-hak dan kewajiban -kewsjiban MIsING-masiing grkk
datam Peraniian Anjak Piutang ini. -- T P

8.4.Biamana lerjadi Pengakhiran Yang Diparcapat (Early Repaymenl) maka akan dkenakan biaya ssbasar 5 % dag
sisa hutang pokok {Culstanding Principile] minimurim Rp.500.000 - {fima ratus dbu rupiahy. Bilamara Eardy
wmmmmmmmmmm,mwmammmm
tersabut tetap harua dibayar penuh, —

8.5.0:am hal pemudusan Parjanjian Anjak Piutang ini dasar keteniuan pasal B.2 Perjanfian Anjak
Prutang ini, maka i mempunyai hak opsi sebagal berikut ol SR

(a)  menuniul pengembalion Hagga Pitang yang teish dibavar oletifkenada Cient berkt bunga sehasar 2%
diatas 'Mdﬁmm& sejumiah tersebul, berikLidengan bigya-biaya yang secara aclal — —-
dikaluarkzn oleh idalam rangka pembuatan dan petaksanaan Pesjanjian Anjak Piutang Ini, dengan
mamparhitngkan samua Plutang yang lelah dibayar oleh Cuslomer i wakiu selambal- —--
lambalrya 3 {liga) hari satsish tanggal pemutusan Perjarfian Anjak PiLang; ala - voeeee— .

{b} Meneruskan penagihan kepada Cuslomoer untuk pembayaran kias Piulang, dan melak untul inene i -
Flulang baru yang balum termasuk dalam Daltar Piutang. - . v i R

8.6 Perhitungan yang dibuat ulm. untuk peiaksanaan hek-haknya menunit petaksanaar. int adalah final dan
manglkat Client. ;

8.7.Untuk maksud pelaksanzan pasal ini mengenal pemutusan Perenfian Anjak Piutang, para pihak sapakat unuk
melepaskan kelentuan pasal 1266 KRab Undang-Usdang Hukum Perdata sehingga ijin pengacian tardebih dahulu
unhuk pemutusan Peranjian Anjak Plulang ini bdak diperiukan, -

" PASALS
PEMBERITAHUAN

Setiap pembariiahuan atay korespondensi dianlaca para pihak Perjanjfian Anjak Piulang ini harus dilakuksn securs
tﬂﬂhmdmmmmmmmmmmp.mmtmmmmwmmdamardah
jasa kurdy, ah:ﬁﬂuaﬁ;ﬁu[@mhammummummammmmmm
dan dalam hal dengan telefax atau telex dianggap dileima pada wakty penginman, yang harus dalamalkan pada; -—

~nun FRINETAN: Hagian Kouangan & adminisiras

A lau alamat lsin sebagaimana diberitahukan dleh salah saly pihak kepadla pihak yang ksinnya menud cars datas, -

oo’
v
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PASAL 15
HUASA

Sekiap kuasa yang dberkan Client kepada BIM sobagaimana termual dan berkenaan dengan Perjarian Anjak Pulang
inl achlah merupakan kuasa mullak yang fidak depat dicabut kembali dandalau dibatalkan dengan alasan apapun, sena
fidak akan berakhir oleh karena apapun termasuk Sebagaimana termuat datam pasal 1813 Kitab Undang-Lindang
Huikum Perdala, kacuall karena sebab sebagaimana yang lelah diatur ¢edam pasal 8 Perlanjan Anjak Prulang in, -——

PASAL 11
PILIHAN DOMISILI

Unfuk palsksanaan dan panysiassien sengketa yang munghin tmbul dari Perfanjian Anjak Piulang ini, kedua belsh

pihak sapakat untuk memilih domisili hukum vang telap pada kantor Kepanitaraan Pengadilan Negori Jakaria Barat
dan/atau Pangadian Negeri lalnnya yang ditunjuk nhhﬁikian iy [anpa mengurangi
hak @buntk malakukan proses hukum dihadapan Yuridiksi Pangactian bain dimana harto banda Cliert terletak atau
diamana Chienl mempunyai kegisilan. -— e e e

PASAL 12
LAIN-LAIN

12.1.Pacjanfisn Anjak Pulang in den Surat Penawaran Fasiftas Anjak Piutang beserta pértboha
: : rtya yang telsh alay
vang akan dibual kemudian harl lalalcisehqufdsapdmh olsh kedua betah pihak, menupatkan saby kesaluan dan
ickek clapat diplaahkan dengan Perjanjian Anfak Piutang ini.

12.2.8ia ada saly atau lebih katenbuan Perjenjian Anjak Piutang inl yang menjadi balal, atau dsk sah. slay f
mpatdmmmmm.mmlammwmmpmmmﬁﬁmﬂ
temengeruh dan kedua belah pihak walb uriuk segera menggentikan ketdruan yang menjadk batal, idak sah
alau fdak dapat ditaksanakan tersebut dengan ketentuan yang menjack batd, fidsk sah atau tidsk dapat
dwmmmyangmhdmdapattﬂﬂsamkan,ymgsecar&kmwsidnwrpunyai
pengertian lerdekat dengan katentuan yang dgantikan,

Demikainlah akta ini telah dibuat dan ditanda-langan di Jakarla, pada hari g

e
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